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ABSTRAK 

Nama Benedicta Hannie 

Program Studi : Magister llmu Hukum, Pascasaljana Fakultas Hokum Ul 

Judul : l'erlindungan Sumber Daya Genetika Terkait Dangan Benefit 
Sharing Atas Kepemilikian Spesimen Virus Flu Burung Strain Indonesia, Tesis, 
Magister, xi+ 123 halaman. Bibliografi : 102 (1971- 2009). 

Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, ya.itu 
penelitian llorhadap bahan-hahan pustaka dan didukung dengan wawancara ahli 
perlindungan sumber daya generika, beropa spesimen virus Flu Burung. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pennasalahan dalam upaya perUndungan sumber 
daya gene~ka terkail dengan belll!fit sharing atas kepemilikian spesimen virus Flu 
Burung stroin Indonesia. Beberapa pokok permasalahan adalah apakah spesimen 
virus Flu Burung sebagai sumber daya genetika memerlukan perlindungan hukarn 

? Bagaimana status spesimen virus FJu Burung dalarn konteks kepemilikan o1eh 
Indonesia scbagai negara berkembang ? Apakah l'erlindungan Hal< Kekayaan 
lntelektual (HKI), khususnya rezim paten dapat melindungi kepemilikan sumber 
daya genetika ? Bagaimana upaya perlindungan sumber daya genetika atas 
kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia ? Penyelesaian masalah 
ini adalah perJindungan spesimen virus Flu Burung perlu mendapat perlindungan 
hukum. Status spesimen Flu Burung daiam konteks kepemilikan oleh Indonesia 
sebagai negara berkembang. yang dianggap oleh negara-negara maju scbagai 
public ihmain, berdasarkan "common heritage ofhumankimf", tetapi berdasarkan 
CBD. kedaulatan negara membatasi "'common heritage of humankind'. Oleh 
karena ketidakmampuan rezim paten untuk melindungi spesimen virus Flu 
Burung, maka dperlukan upaya perlindungan lain. Dalam melindungi spesimen 

virus sebagai sumber daya genedka melahd peraturan WHO, peraturan nasiona1 
Indonesia dan sistem kontrak, sebingga rncndapatkan benefit sharing. Sebagai 
ha.<>il penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan nilai dan budaya hukum 
antara negara maju dan negara berkembang, yang menyehabkan misappropriation 
dalam penggunaan sumber daya genetika, terkait dengan kepemilikan spesimen 
virus Flu Burung strain Indonesia. 

Kata kunci; 

Perlindungan Sumber Daya Genetika, Benefil Sharing, Spesimen Virus Flu Burung Strnin 
Indonesia 

vii 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



ABSTRACT 

Name :Benedicta Honnie 
Study Program : Master in Law 
Title : Protection on Genetic Resources Relate to Benefit Sharing of 

Avian rnfluenza Virus Speciment Strain Indonesia as a Property, 
Thesis, Master, xi +123 pages. References: 102 (1971 - 2009). 

The research method for this study is a law-nonnati.ve juridicaJ study, by 
using literature and interview expert, who know the protection of genetic 
resou.roes, especially in form of avian influenza virus speciment. The aim of this 
issues of the research to learn eompHcation to protect the genetic resources 
concern in related to benefit sharing of Avian Influenza virus speciment strain 
Indonesia as a Property. 

There are apparently important compilcation: Is Avian Influenza virus 
speciment as the genetic resources need law protection? How is the status of 
Avian Influenza virus speciment In context property of Indonesia as developing 
country? Can Intellectual Property Rlgbts, especially patent to protect the 
ownership of Avian Influenza virus spociment'? How to protect genetic resources 
on ownership of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia? 

The insistent solved matter : The Avian Influenza Virus Speciment need to 
be protected with law. The status of Avian Influenza virus speciment in context 
property of Indonesia as developing country is defined by the developed country 
as public domain, base on "common heritage of humankind". Convention on 
Biological Diversity declare that «common heritage of humankincr is restricted by 
the sovereignty of the country. Due to Patent cannot protect A vi an Influenza 
virus specimen!, that why the alternative offer should be provided as WHO 
mechanism, contract mechanism. and Indonesian national rules as the effurt to 
protect virus speciment as genetic resources to gain benefit sharing. 

The result of the research, there are vecy different value and cultural ofJaw 
for developed countries and developing countries. that make misappropriation in 
use of genetic resources, that connect as owner of Avian Influenza virus 
speciment strain Indonesia. 

Keywords: 
Protection on Genetic Resources. Benefit Sharing, A vtan Influenza Virus 
Spcciment Strain Indonesia. 
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1.1 Latar Belakllng 

BABI 

PENDAHULUAN 

Terdapat kebutuhan perlindungan bagi s.umber daya genetika, khususnya 

pada spesimen virus Flu Burung. Virus merupakan materi genetika. Sedangkan 

sumber daya genetika kepemilikannya diatur oleh Convention on. Biological 

Diversity 1992 (CBD).1 Pada pembukllan CBD ditegasklln bahwa merupakan hak 

kedaulatan suatu negara atas kepemiliklln kel<ayaan biologi. termasuk sumber 

daya genetika. Hal ini yang menjadi hatasan terhadap akses sumber daya geoetil<a 

bagi orang asing dan persyaratan terhadap akses seperti prior informed consent 

and benefit sharing. 2 

Indonesia sebagai negara peserta CBD belum memiliki peraturan 

perundang-undangan yang melindungi somber daya genetika, tetapi sudah ada 

inisiatif untuk membuat Rancangan Undang-Undang pengelolaan dan 

perlindungan sumber daya genetika. Sampai seat ini masih herproses dan belum 

menghasilkan draft final yang dianggap layak untuk dianjukan ke pihak 

legislatif.3 Pada waktu yang bersamaan urgensi untuk perlindungan terhadap 

sumber daya genetika khususnya yang mengatur akses dan pembagian manfaat 

(benefit sharing) ams penggunaan sumber daya genetil<a sudah sangot mendesak. 

Biopiracy telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara para 

pemilik sumber daya genetika yang dijarah sumber daya genet:ikaeya.4 

Penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan sumber daya genctika 

di Indonesia. khususnya kepemilikan spesimen virus Flu Burungstrain lndonesia 

menjadi penting. karena: (I) jumlah penduduk danjumlah kasus, (2) keuntungan 

ekonomi dan stocKpiling (penyediaan jumlah besar obat dan vak:sin), (3) sudut 

pandang keadilan dalam sistem kesehatan publik global. 

1 Ccnwntian on Biolagicaf Diversity (CUD) 5 Juni 1992 te!alt diratifiknsi dengnn 
Undang-Undang Nc.S Thhun 1994 Tentang. Pengesaban United NaJions Cmwcntion <m Biofogic<Jl 
Diversity {Kunvensi Perserikatan BangsaMBangs.a Mengenai Keam:karagaman Hayati). [LN. 1994-
4, TLN. No. 3556j. 

1 Third World Network, Briefing Paper Sharing tif Avim1 Influenza V'truscs, Mci 2007, 
3. (lihat hHp:/ii\'Ww.twnsidt:.nrg.l;lglad<~nJlu piipt!ts.htrn ). 

J Purwandono (bcritabumi.or.id) dalam "Negarn Mcgnbiodiversl!as. Tanpa Pcrfindungan 
Sumber daya genetika"' ..::;hu o:tffQN:sl!,t;lm. wch.itllartlke!l2Q08103!2W l)egarn-mcg:J P.ipcli\·cl':'\itnji· 
gm~m~~jjnd1Jl)~Slll!lbct:~J;IJ!Ya~gcn-t;.!).l<.a.htmt>, diakses pada 6 Mci :1008. 

4 !bid., 

1 Universitas lndonesta 
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Perlama, jomJah penduduk Indonesia yang mencapai 225,3 juta jiwa' 

dengan jumJah kasus Flu Burung yang mencapai 135 kasus dengan kasus 

meninggal dunia 110 kasus6
• Indonesia sc:bagai negara dengan jumJah kasus dan 

!casus meninggal dunia terbesar di antara negara-negara yang memiUki kasus Flu 

Burung pada manusia (Turki, Mesir, Nigeria.. Djibouti, Pakistan, Myanmar, 

Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, China, Banglades, Irak, Azerbaijan) 1, maka 

diperlukan inisiatif pemerintah untuk menanggulangi teijadinya epidemi. 

Kedua, lrulonesia sebagai pemilik somber daya genetika belum dapat 

menikrnati keuntungan ekonomi atas basil pemanfaatan sumber daya genetika 

tersebut. Hal ini terlihat adanya pemberian hak peten alas vaksin yang berswnber 

dari pengolahan darah warga negara berkembeng, khususnya warga negara 

Indonesia yang terinfeksi virus Flu Burung oleh industri fannasi swast.a asing dan 

juga dua pihak di bawah World Health Organization Collaborating Center (WHO 

CC) yang berkedudukan di A.merika Serikat, yaitu the Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) dan St. Jude's Children's Research Ho.vpita/.3 

Dapat disimpulkan bahwa negara~negara maju terutama Amerika Serikat 

memperoleh manfaat dari sumber daya genetika Indonesia dan negara~negara 

berkembang !ainnya. 

Negara-negara berkembang, terutama Indonesia menghadapi kesulitan 

untuk memenuhi kebutuhan stockpiling dalam kesiapan menghadapi ancaman 

wabah Flu Burung", karena harga vaksin yang mahal dan ketersediau obat 

antiviral .. Tamiflu"yang belum memadai untuk kcbutuhan seluruh dunia. Hal ini 

disebabkan adanya aksi borong obat antiviral '7'amiflu" oleh negara-negara rnaju, 

padahal di negara terse but tidak terdapat kasus Flu Burung10
• 

Sumber daya genetika merupakan bahan genetika yang mempunyai nHai 

potensial dan aktual, sedangkan bahan-bahan genetika merupakan segala macam 

s M. Iwan Gayo, Buku Pintar Seri Senior, eel. 39, (Jakarta : Pustaka Warga Negara, 
2006), 480. 

6 Irawan Julianto, "Siapkah Kita Hadapi Pademi Flu?,"' Kompas, (8 Oktobe:r2008): 14:. 
7 Ibid, 
' Eerdasarkan penelilian NGO pada tahun 2007, 1emyaw terdapat peningkalan 

permobanan paten alas vaksin influenza, khususnya vaksin Flu Burung Tipe H5Nl yang berasal 
dari Indonesia, 1'haiL:md. dan Viemam, Edward Hnnnru;nd, ''Indonesia fighl w change WHO rules 
on flu vaccines!'< hllp:l/t\'\\"\\'.fJ.r:Jin.MJ,)I'$£~dlingi1~d=59;\ >, diakses pada 24 April2009. 

9 Julianto, Op. cit., 
10 Siti Fadilah Supari, Saatnya Dvnlg Bentbah, Tangun Tuhan di Holik Viros Flu Burung, 

{Jabma: Sulaksana Watinsa Indonesia, 2008). 3. 

Universitas Indonesia 
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bahan yang berkait:an dengan tanaman. binatang, mikroba atau bahan.bahan asli 

lainnya yang rnengandung satuan fungsi turuna'n. 11 Pengo1ahan pada virus dengan 

teknologi sequence (pemetaan) DNA (deoxyribose nucleic acid) pada darah 

manusia yang terinfeksi virus Flu Burung. me1alui metode PCR (polymerase 

chain reaction) afilu reaksi rnntai polimerase adalah saiah satu teknilt yang paling 

banyak kegunaannya dalam biologi molelruler, yang diciptakan oleh Karry Mullis, 

seorang penerima hadiah Nobel di bldang kimia tahun 1993 atas penemuan alat 

analisis genetika pada tahun 1985.12 

Teknologi sekuensl ini dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI), khususnya rezim paten. HK1 Indonesia mengacu pada tekanan negara 

maju, pada tahun 1980an Amerika Serikat mulai mengketatkan perhatian terhadap 

pelMggaran HKI di luar negeri terdorong oleh persaingan di bidang teknologi 

muthakir, terhadap negara-negara lain (terutama Jepang), melindungi dengan 

pembatasan secara tidak langsung antara perusahaan Amerika Serikat dengan 

pasar asing, n 

Amerika Serikat menerapkan perlindungan teriuldap kekayaan intelektual 

secara unilateral dan multilateral yang bertujuan untuk memberi perlindungan 

yang lehih baik - kekayaan intelektual Amerika Serikat di luar negeri. 

Peraturan utama unilateral berdasarkan Seclion 301 of the Trade Act of 1974 yang 

merupakan tumnan Super 301 dan Special 301. Kebijak:an peraturan ini 

rnengizinkan Amerika Serikat untuk menekan negara-negara yang tidak 

menyesuaikan peraturannya dengan standar Amerika Serikat.14 Sedangkan secara 

multilateral antara lain berdasarkan Paris Convention, Universal Copyright 

Conventio~ and The World intellectual Property (WIP0).15 Amerika sering 

mengeluhkan bahvva perjanjian muJtilateral untuk HKl tidak herlaku efuktif: 

pemberlakuan pernluran HKI yang dibawah standar Amerikn Serika~ penegakan 

hukum dalam hal HKI tidak ada, sulitnya pembanantasan terhadap tindakan yang 

u Abdul Bari Azcd, Proceeding, Kepenlingon Negara Ber~m/)ang AfQ!J lmiikasi 
Geografis, Sumber daya genetika daJ1 f>engeta!tuan Tradtsitmai, Lokakarya LPHl, FHUI bekeDa 
sama den~ Dirjen HKI Dept Hukum dan HAM, Jakarta 6 April2003,13. 

l Catatan Perkutinhan Biologi Molukuler, Fakul!as Bioleknofogi Unika Alma Jaya, 2006. 
n Dylan A. Macleod, "'US Trade Pressure and the DeveJoping Intellectual Property Law 

of Thailand, Malaysia. and Indonesia", University of llritish Columbia Law Revi1m, (Vut26, 
Summer 1992).343. 

14 Ibid., 344-345. 
1 ~ Ibid., 343. 
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melanggar HKL Dengan segaJa ketidakefek1ifan ini~ Amerika Serikat teljun 

langsung untuk melindungi HKJ Amerika Serikat di luar negeri. 16 

Indonesia di bawah tekanan Amerika Serikat. bergerak secara cepat 

rnengubah substansi peraturan perundang-undangan hak cipta (copyright) pada 

tahunl982, dan dalam penegakannya mengilruti standar dari penegakan HKl 

Amerika SerikaL Kemudian disusul dengan pembaharuan Undang-Undang Paten 

1989, dan Undang-Undang Merek 1992. Kemudian Amerika Serikat molalui 

nogosiasi General Agreement on Tariffs and Trade (GATlj peda Uruguay Rnand, 

menekankan perlindungan HKI secara intemasional. 17 Kesepakatan petjanjian 

multilateral dalarn Uruguay Round te=but menjadi dasar dibentuknya World 

Trade Organaation (WTO) pada tahun 1994. Indonesia, menjadi anggota WTO 

dengan meratifikasi World Trade Organi2ation dengan Undang-Undang No.7 

Tahun 199411
, yang mewajibkan negarn penandatangannya mengikuti dan 

menyesuaikan peraturan nasional dengan ketentuan WTO. Dalam Petjnnjian 

WTO tersebut terdapat Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual 

Property Rights (TRIPs) yang mengatur mengenal HKl dalam perdagangan 

intemasional. Selanjutnya Indonesia pasca ratifikast melakukan revisi, 

penyempurnaan dan membuat peraturan perundang-undangan pada bidang HKI 

untuk melengkapL agar sesuai dengan stan dar dari ketentuan WTO!I'RIPs.19 

Sikap lni berbeda ketika negara-nega:ra berltembeng dan terbelakang 

menuntut perlindungan keanekaragaman hayati dan surnber daya genetika melalui 

CBD (pada tahun 1992). Negara-negara berkembang menuntut pembagian 

manfaat atas pengunaan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisonal oleh 

negara maju. sebagai bentuk perlindungan hak.20 Negara maju, terotama Amerika 

Serikat enggan untuk menandatangani CBD dengan alasan karena CBD dapat 

16 Ibid, 
11 !bid,346. 
I! Indonesia, Undang*Undang No. 7 Tahtm I994 lenteng Pcngesahan Agreement 

Eslablislting the World Trade OrgunizatiM {Pcrsetujuan Pembentukon Organisasi Perdagangan 
Dunia), [LN. 1994-57, TLN. No. 3564). 

1' Budi Agus Riswandi dan M. Syamsyudin. flak Kekayuan lmefektual Don 13udaya 
ffukum, <fakarta : RajuOrafindo Persada, 2005), L 

0 Agus Sardjono, Holr. Keka,yaan /ntelf!l:ttml Dan PengetaJnum Trodisonal, (Bandung : 
Alumni, 2006}.. 6-S. 
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menghambat perlindungan atas hak paten. Hal ini bertentangan dengan 

kepentingan Amerika Seribt dalam pengembangan industri bioteknologi.21 

Ketiga, sudut pandang keadilan dalam sistem global kesehatan publik. 

melaJui peran hukum kesehatan intemasional dan World Health Organizalion 

(WHO). Kesehaton publik dalam hukum kesehatan intemasional tidak dapat 

dipisahkan dari kepentingan politik, budaya, dan linglrungan sosial yang berlaku 

disuatu tempat.22 Globalisasi menyebabkan hubungan masyarakat dunia dengan 

lingkungan lokal masing-masing tidak dapat dihindari. Sehingga terbentuk 

hubungan hukum antara pemerintah, non-pemerintah, bangsa-bangsa, daerah­

daerah dan sampai pada tingkat intemasional mengenai perlindungan kesehatan 

pubtik.23 Kepentingan akan perlindungan kesehatan publik secara global 

merupengaruhi hukum pada berbagai tingkatan, karena perbedaan standar dan 

budaya hukum mempengaruhi sejauh mana peran hokum dalam mendukung 

perlindungan kesehatan. 

WHO adalah badan kesehatan dunia di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB), yang beranggotakan negara anggota PBB yang menyetojui konstitosi 

WHO atau berdasarkan perrnohonan rnenja.di anggota melalui persetujuan suara 

mayoritas pada World Health Assembly (WHA).24 

Globe/ Influenza Survei/ance Network (GISN) adalah jaringan 

laboratorium influenza milik WHO, yang bertugas untuk mengidentifikasi dan 

mengkarakterisasi berbagai jenis virus influenza, serta membuat dan 

mendistribusikan virus seed strains yang menjadi bahan dasar vaksin_:zs 

Berdusarkan GISN yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, pad a ll 0 negara 

di dunia yang mempunyai kasus influenza biasa (seasonal flu) diwajibkan 

mengirim spesimen virus secara sukareJa. GISN menerima spesimen virus dalam 

11 ibid., it Lihat Anlhony D'amato & Doris Estelle Long. lnternaticnai inlellectuai 
PrDpeny Anthoigy, (Cincinnati: Anderson Publishing Co., 1996), 79. Dan Mark Anderstm, 
«convention on Biological Diversity", Solicitor JQUffl!J/, (16 Oktober 1992), 1030. 

n Robyn Martin dan Linda Johnson, Law and The Public Dimension of Health, (London : 
Cavendish Publishing, 2001). xxxiv. 

;u ibid., 
H Lihat f!Wmher countries< hUp:fA"ww ,whu.iol/<.;ountries/en!>.diakases pada 27 Jaouari 

2009. 
lS Edward Hammond, "'Indonesia fight tQ change WHO rules on flu vaccines."< 

httsr//www.grain.org/seedlin.!ll?id=593 >, di akscs pada 24 April2009. 
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bentuk spesimen virus untuk risk assessment dan untuk kepentingan riset para 

pakar''. 
WHO dalam menghadapi epidemi flu burung temyata mengunakan slstem 

GISN seperti untuk seasonal flu. yaitu negara-negara yang menga1ami wabah Flu 

Burung pada manusia harus menyerahkan spesirnen virus Flu Burung ke WHO 

Collaborating Center {WHO CC). Kemudian diperintahkan untuk menunggu 

konfirmasi diagnosis dari spesimen virus. yang dikirim tersebut. :n Negara~negara 

berkembang seperti Thailand, Indonesia don Vietnam yang. terlcena dampak Flu 

Burung paling parah, seoara sukarela telah memberi contoh spesimen (darah yang 

terinfeksi). Temyata dari spesimen yang dikirim tersebut diolah menjadi vaksin 

tanpa sepengetahuan negara asal. Kemudian vaksin tersebut didistribusikan ke 

negara-negara di dunia seeara komersial, di mana negara berkembang tidak 

memi!iki kemampuan untuk membeli vaksin tersebut. Hal ini oleh Menteri 

Kesehatan Siti FadiJah Supari disebut sebagai mekanisme yang tidak adil, di mana 

teJah menodai niat baik daiam pemberlan contoh spesimen virus.21 

Keadaan ini menimbu1kan rasa ketidakadiJan bagi negara-negara yang 

mengalami epidemi Flu Burung (negara-negara berkembang). Rasa ketidakadilan 

bertambah kelika t"'iadi peningkallln klaim alas paten vaksin influenza. 

Berdasarkan data dari World lntel/ectual Properly Organization (WIPO), pada 

lahun 2006 terdapat 14 permohonan paten, sedangkan pada paruh pertama tahun 

2007 terdapat 20 permohonan paten, dengan lebih dari 80 % pemohon dari negara 

maju dan 50% pemohon tersebut dari Amerika Serikat. Terdapat 39 perrnohonan 

Patent Coorperolion Treaty (PCT) an tara tahun 2001-2007 untuk obat, vaksin1 

microbes, peptides, nucleic acids dan imunncsays dari virus Flu Burung. terdiri 

atas permohonan paten diagnos:tik, penerapan teknologi, sekuensi, dan Jain-lain.'l9 

Berdasarken data ternebut dapat dilihat bahwa bukum intemasional dalam bidang 

HKl beium dapat melindungi kepentingan negara-negara berkembang yang 

26 Supari.,Op.cit., 9-1 L 
"l< Jbld., tL 
23Mue-Wan Ho. "Whose Bird Flu Virus. is. Il AnywaysT<hltp://\\'W\Y:.l7 

~is..org.ukJWil2.'.ieblr!.IOuvint;;,!?bf?>, diakses pada 27 Desember 2008. 
29 Sangeetu Shashikant., ··Rush is on for patenls on avian flu viruses nnd vaccine,"< 

http:/!~yww. t wnsiJc.orgsg/tillc2/avian.fl lif.J!!t.~K,~,stprlcsfa[ns.O I 3_,jltm>, diakses pada 18 Oktobcr 
2008. 
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terinfeksi, terutama Indonesia sebagai salah satu pemi!ik spesimen virus Flu 

Burung. 

Hal ini menjadi rentan terhadap tindakan misappropriation dari tindakan 

peneliti asing dalam pengembangan riset di bidang bioteknologi ataupun fannasi 

yang lebih banyak dilatarbelakangi oleh motifekonomi3
G. 

Pembahasan mengenai perlindungan kepemilikan sumber daya genetika, 

berbentuk spesimen virus Flu Burung strain Indonesia memiJiki urgensl yang 

cukup tinggi, karena perlindungan terkait adanya kepentingan bak Warga Negara 

Indonesia atas hidup sehat dan peiayanan kesehatan.31 Kewajiban Indonesia 

sebagai negam anggota WHO, untuk menjaga kesebatan g!nbal publik. 

Selanjutnya negara (da!am hal ini J>emerintah Indonesia) tidak dapat menutup 

mata bahwa spesimen virus Flu Burung memi1iki niJai ekonomis yang tinggi, 

karena terdapatnya ketakutan terjadinya pandemik influenza globa1.32 Negara 

maju dan terutama Amerika Serikat membuat rencana jika tetjadi wabah Flu 

Burung~ mengingat pengalaman terinfeksi Flu Spanyol tahun 191&.33 Hal ini 

memicu terjadinya misappropriation oleh pihak asing terhadap kepemilikan 

spesimen virus Flu Burung. Seperti perbedaan konsep etika dan hukum kekayaan. 

(termasuk kekayaan intelektual) antara nega.ra maju dan negara berkembang. Bagi 

negarn-negara maju pelanggaran etika dan hukum te.rjadi jika seseorang 

mengarabil hak alas kekayaan intelektual orang lain tanpa izin darl yang 

bersangk:utan, lalu mengeksploitasi secara kornersial untuk diri sendiri.34 Negara 

maju menilai spesimen virus Flu Burung (berwujud sumber daya genetika) 

sebagai public domain sehingga siapa saja {individu) bebas untuk mengeksploitasi 

Jn Sardjono, Op.cir., 11. 
31Indonesia., Uru:lang-Undang Oasar 1945, pada perubahan II, Pasal 28 H Ayat (1) 

menyebutkan bahwa ; "'Setiap orang berbok hidop sejahtem lahir dan batin, bertempal tinggal, dan 
mendapalkan lingk:ungan hidup yMg baik dWl sehal serta berhak memperoleh pelayannn 
kesehatan ... 

1~ N. Picter M. O'Leary,"Cock·A-Dood!e-.Ooo ; PIUidemic Avian Influenza And The 
Legal Preparation And Consequences Of An HSNI Influenza Outbreak", Health Matrix 551 
Journal at,Law-Medicine,(Sumrner 2006J.51l-519. 

J Hillary R. Ahle, "Anticipating Pandemic Avian lnfluema: Why The Federal Arid The 
Slate Preparedness Plans Are For The Birds"' • DePaul University Joumal of Health Care Law 213. 
{Symposium 2007). 213-215. 
lni adalah salah satu alasru~ Amerik.a Scrikat mcnglnginkan produksi vaksin, karena Flu Spanyol 
1918 membunuh 550.000 ~ negara Amerika Serikat dalam 10 bulan, serta menyebabkan 
jumlah 30 juta omng tewas secara keseluruhan di dunia. 

:u Sardjono, Op.dt., 15-16. 
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dan mengomersialkan untuk keuntungan diri sendiri.35 Da1am bal ini negara maju 

mengusung filsafat individualisme dan kapitallsme, yang mewujud dalam gagasan 

metindungi hak-hak mmk individualt khususnya pada bidang property (baik 

intellectual property maupun modal).36 

Seba1iknya negara-negara berkembang. khususnya Indonesia mengusung 

nilai-nilai kebersamaan dan spiritua1isme. sehingga melahirkan nilai-nilai bahwa 

tidak selayaknya keunggulan (dalam hal ini kepemilikan spesimen virus Flu 

llurung) dimonopoli oleh sekelompok tertentu." 

Perbe<imm latar belakang falsafah dan imdaya menyebabkan cara pandang 

yang berbeda dalam menilai kepemilikan spesimen virus Flu Burung. antara lain 

negara maju melibat spesimen virus sebagai swnber daya genetika yang memiliki 

nilai ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan filsafat individualisme dan 

kapitalisme, negara maju memanfaatkan keunggulan bidang pengetahuan dan 

teknologinya, untuk keuntungan mereka sendiri. Sedangkan negara-negara 

berkembang yang terinfeksi virus Flu Burung, khususnya Indonesia justru tidak 

dapat menikmati keuntungan ekonomis dan pemenuhan kebutuban obat dan 

vaksin yang terkait dari pemantaatan spesimen virus Flu Bunm.g tersebut.38 

Atas pemikiran di atas, maka penulis memilih tema penelitian dengan 

judul "Perlindungan Sumber Daya Genetika Terkait Dengan Benefit Sharing Alas 

KepemHikan Spesimen Virus Ftu Buru.ng Strain Indonesia." 

1.2 Perumusan Masalah 

Fokus peneiitian mengenaj perlindungan sumber daya genetika terkait 

pada kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia. maka pokok 

permasalahan dilihat sebagai berikut : 

1. Apakah spesimcn virus FJu Burung sebagai somber daya genetika 

memerlukan perlindungan hukum ? 

's Ibid, 16. Bandingkan dalam hal pengclahuan obal·obatan l:rndisonal sebagai public 
domain. 

Ji> !hid. 
n Ibid., Mcnurut Agus Sardjono, nilai kebcrsamann dan spiritualismc: ini lebih dari 

sekedar keuntungan ekonomi individu, telapl merupakan hak swrang individu harus diletakkan 
daJam kerangka berplkir bahwa individu <~dalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakalnya. 

11 Ibid., l&-17. Bandinglmn dalam llal pengetahuan obat...obatan tradisional dan 
keanekarogarnan hayati. 
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2. Bagaimana status spesimen virus Flu Burung dalam konteks kepernilikan 

oleh Indonesia sebagai negara berkembang? 

3. Apakah Perlindungan Hak Kekayaan lntelektual (HKI), khususnya rezim 

paten dapat melindungi kepemiHkan surnber daya genetika ? 

4. Bagaimana upaya perlindungan sumber daya genetika atas kepemilikan 

spesimen virus Flu Burung slrain Indonesia.? 

1.3 Tujuao Pcnelitian 

Tujua.n penelitian perlindungan sumber daya genetika terkait kepemilikan 

spesimen virus Flu Burung strain Indonesi~ sebagai berikut : 

I. Untuk menge!ahui perlindungan hukum bagi pemilik sumber daya 

genetika berdasarkan pemturan~peraturan intemasional yang terkait aspek 

perHndungan kepemilikan spesimen virus Flu Burung. 

2. Untuk mengetahui posisi kedudukan negara berkembang, khususnya 

Indonesia yang memiliki sumber daya genetika (berbentuk spesimen virus) 

dibandingkan dengan negara maju yang memiliki modal dan teknologi. 

3. Untuk menge!ahui fungsi perlindungaa HKI, khususnya rezim paten bagi 

perlindtmgan kepemiUkan sumber daya genetika . 

4. Untuk menge!ahui berbagai upaya yang telah dilakukan untuk 

perlindungan sumber daya genetika atas kepemitikan spesimen virus Flu 

Burung strain Indonesia. Terkait dengan pembagian manfaat (benefit 

sharfng) dati spesimen virus Flu Burung strain Indonesia. 

1.4 Kegunaan PeneJitian 

Penelitian ini berdasar pada perlindungan sumber daya genetika. hasil 

peneHtian ioi diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan baik secara 

teoritis maupun secara praktis,. sebagai berikut : 

l. Kegunaan Teoritis 

HasU penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pembentuk:an dan pengembangan hukum kekayaan intelektual. khususnya 

yang melindungi sumber daya genetika. 

2. Kegunaan Prnktis 
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Dengan disusunnya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan ioformasi~ wawasan dan pengetahuan mengenai upaya-upaya 

dalam usaha perlindungan surnber daya genetika, khususnya kepemiilikan 

spesimen virus Flu Burung strain Indonesia. 

1.5 Kerangka Teorl dan Knnsep 

1.5.1 Kerangka Teorl 

DaJam menganalisis data mengenai perlindungan sumber daya 

genetika peneliti menggunakan beberapa teori hukum, yaitu teori hukum alam 

dan teori utilitarian. 

Menurut Thomas Aquinas teori hukum a1am: adalah ajaran yang 

mengaitkan hukum alam dengan aktivitas moral manusia. Hukum a1am 

bukaniah .rangkaian peraturan yang mengatur kehendak manusia secara formal. 

melainkan merupakan konsep hukum yang mengembangkan dasar..dasa.r hidup 

yang baik secara moral.39 

Teori hukum alam biasanya digunakan sebagai landasan moral atas 

tuntutan perlindungan kekayaan intelek1ual."" Pemikiran kekayaan intelektual 

merupakan milik pencipta. oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberi 

kompensasi pada pemiliknya, adalah suatu tindakan melanggar ajaran moral 

yang ba.ik:.41 Rezim HK1 me1alui doktrin moral 'jangan mencuri atau jangan 

mengambil apa yang bukan milikmu", memberi tandasan memberi 

perlindungan bagi individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh 

pihak Jain_ Sesungguhnya doktrin hukum alam yang disebutkan bersifat lebih 

Iuas dati pada sekedar melindungi indlvidu pemilik HKI, karena doktrin 

tersebut dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak pihak lain, tennasuk hak 

19 E. Sumaryono, Etihl dan Hukwn: Relevansi Tewi Hukum KodraJ Tlwmas Aquinas, 
(Yogy,p.karta : K:misius. 2002)_. 25. 

-'Ill Sardjono, Op.cit., 25. Lihat Frederick Abbott. el et, Tire inlernaJional lnle/lectual 
Propeny System : Commentary (Uid Materials, Part One, (Kiuwer Law International, 1999), 7. 

41 Ibid., 
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negara~negara berkembang yang terinfeksi virus Flu Burung atas kepemilikan 

spesimen virus Flu Burung mereka:n: 

Hukum alam berasal dari akal budi manusia, terbagi dalam 2 

golongan43
; Pertama, hukum alam primer adalah semua aturan hukum yang 

mengatur kepentingan bersama manusia. maka bersifat umum. (eontoh : 

berikanlab kepoda setiap orang apa yang menjadi haknya alau jangan 

merugikan o!3Jtg lain). 

Kedua, hokum alam sekunder adalah setiap aturan hokum yang 

bersumber dari hukum alam primer, akan tetapi terdapat pengecualian karena 

ada situasi tertentu. (contoh : ada norma moral "jangan membunuh", 

dikecualik.an untuk seorang pn>jurit). 

Hukum Akun memiliki paradigma, antarn lain hukum alam merupakan 

anugerah Tuhan,. hukum alam secara aJami mellputi dan diketahui semua 

makhluk hidup, kebaik.an adalab priorilas hukum positi~ penegakan hukum 

terhadap tetiadinya kerugian atau penderitaan, tindakan dengan rnengutamakan 

kebaikan, dan cara-cara yang dapat diformulasikan menjadi peraturan umum.44 

Menurut Aquinas, tujuan akhir dari tindakan manusia adalah kebaikan, 

di mana tidak hanya kebaikan semata tetapi segala sesuatu yang terkait dalam 

pencapaian kebaikan tersebut:~5 Kebaika.n yang menjadi dasar tindakan 

manusia merupakan landasan hagl hukum positif. Dengan demikian rerdapat 

kairan yang emt antara bukum moral dengan hukum positif, dalam arti hukum 

positif hams selaras dengan mora1.46 Hukum harus membantu manusia 

berkembang sesuai kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, 

bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, rnemajukan kepentingan dan 

kesejahteraan umum.47 

0 Ibid., 26. Bandingkan dalam pcrlindungan pengemhuan lmdisional. Doogan doktrln 
tersebut dapat diterepkan untuk mel.iodungi hak-bak pihak Iain , termasuk hak rnasyarakat lokal 
atau masyarakat tradisonal atas pengetahuan tradlsonnl mcrda . 

..ll Antonius Cahyarli dan E. Fernando M, Manulang, Pengontar h Filsqfat Hukum, Cet.l, 
(Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 50~SL 

44 Mark Murphy, The Nat«,.,a{ Law Tradlrion in f.:thics, (Stanford Encycl<lpedia of 
philosophr, 2008), <l!.Un:t/plalo.~l<mftli'J.OOulentrls::e'm!.ll.!J•J1-law·clhics/>. dl~kses 5Murct2009. 

4 John O'Callaghan, Saint Thomas Aq11inq.1', (Sio.nforcl Encyclopedia of philosophy, 
2005), <httn:/fplnto.st:ulfont.edu/entries/l)9uin(!s/#AIO>, diakses pada 5 Maret 2009. 

4d Sudjono, Op.cit., 27. 
"'Ibid .• 
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Huk:um alam berfungsi sebagai standar regulatif atau standar 

pengaturan hukum positif. Hubungan hukum :dam dan hukum posi!if biasanya 

dirumuskan dalam bentuk hak.48 Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada 

orang lain berdasarkan asas kesamaan. Sesuatu dapat menjadi hak melalui 2 

cara. 49 

" Pertama. sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui kodrabtya. 
Hak ini disebut hak "kodrat". Hak kodrat sebagaiman diatur oleh hukura kodrat 
memiliki akamya di dalam Hak llabi {Hukum Abadi). Kedua, sesuatu dapat 
menjadi hak seseorang melalui perjanjian, atau persetujuan dengan person lain. 
baik persetujuan antar person individual maupWl persetujuan publik. Hak yang 
kedua ini disebut "hale positi:f" dan dlatur dalam hukum positif." 

Secara khusus Aquinas menyatakan pemikiran tentang nilai keutarnaan, 

yaitu keadilan. Keadilan diperlakan untuk mengatur hubWlgaJl antar manusia. 

Keadi!an ini terdiri dari 3 bidang, yaitu keaditan distributif yang mengatur baJ­

hal umum; keadilan komutatif yang mengatur tentang keadilan yang mungkin 

muncul dalarn tindakan tukar-menukar (bukan sama tindakan balas dendam); 

dan keadilan legal yang mengatur keseluruhan kedua keadilan sebelumnya 

dalam aturan huk:um50
• 

Dalam hal ini jelas Aquinas mengikuti pandangan Aristoteles, karena 

keadilan oleh Aritoteles disebut sebagai keutamaan moraLn Menurut 

Aristo!eles keadilan dapat dibagi dua pengertlan, yaitu keadilan sebagai 

keutamllllll umum (yaitu ketaallln kepada hukura alam dan hukum posilif) dan 

keadiian sebagai keut.ama.an morni khusUSo. yang menentukan sikap manusia 

pada bidang tertentu.52 Keadiian sebagai keutamaan moral khusus memiliki 

beberapa sifat Pertama. keadilan menentukan bagaimanakah hubungan baik 

antara orang yang satu dengan yang lain. K.edua, keadilan berada ditengah dua 

ekstrem, yang diusaha.kan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah 

keseirnbangan antara dua pibak. Jangan mengutamakan pihaknya sendiri dan 

juga jangan mengutamakan pihak lain. Ketiga~ untuk menetukan letak 

28-43. 

4s Suma.ryono, Op,clt., 2 [, 
~"ibid., 
50 Ibid., 
51 Theo Huijbers, Fii:ttifat Hukum Dalnm LitVas Sejarah, (Yogyakarta : Kanlslus, 1982), 

52 Jbid.;l.9. 
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keseimbangan yang tepat antara para pihak, digunakan ukuran kesamaan, 

ukuran kesarnaan ini dihitung secara aritmetis atau geometris. ~J: 

Keadilan keutamaan moral khusus menurut Aristoteles mencakup 

pengertian distributive justice dan rectificatory justiceS4 atau juga disebut 

corrective justice. 55 Dislributive justice mengaeu pada prinsip bahwa setiap 

orang dalam masyarakat hams mendapat bagian yang sama dalam hal aset atau 

segala sesuatu yang dapat dibagi cli antara anggota komunitas. Rectificatory 

justice atau corrective justice bertujuan untuk memperbaiki keadaan, jika 

penerapan distributive justice yang menekankan persamaan mengakibatk:an 

kerugian bagi salah satu pihak Dalam kepemilikan spesimen virus Flu Burung 

(sehagai sumber daya genetika), jika diterapkan berdasarkan dislrib!Jiive jus/Ice 

yang menekankan persa.maan. maka siapa saja yang membuat invensi baru dari 

sumber daya genetika tersebet akan mendapatkan kesempallm yang sama lUltuk 

memparoleh parlindungan paten. Tempi bagi negara-negara yang teljangkit Flu 

Burung (dalwn hal ini negara-negara berkembeng) yang dengan kesadara:o 

memberikan spesimen virus untuk risk assessment dan penelitian para pakar, 

menjadi menerima kerugian jika spesimen virus tersebut diambH dan 

dimohonkan paten oleh pihak lain (inventor asing).56 

Dalam tesis ini, petiuangan negara~negara berkembang untuk 

melindungi bak kesehallm publik rnasyatukaillya, melalui peljuangan untuk 

mendapatkan keadilan dalam pamanlilatan sumber daya genetika (berupa 

spesimen virus). Keadilan yang dlmaksud bukan pada keadilan dengan 

persama.an hak (distributive justice) antara masyarakat lokal dengan pihak 

asing dalam pemanfaatan sumber daya hayati berdasarkan prinsip 11Cammon 

Heritage of Humankind. "57 Persamaan seperti ini telah terbukt\ merugikan 

Sl ]/tid,, 
54 Setdjono, Op.cil., 29. Lihat Arlstoteles, Ethics, (Lom;Ion : Penguin Classic, 1976}, 176-

182. 
'

5 Ibid, 29~31. Lihat George P. Flctter, Basic Concepts of Legal Thought, (New York: 
Oxford University Press, 1996), &0. 

s~ Ibid., 30. Bandingkan dengan pengetahoe.n tradisonal. 
u Keith Aoki. DistributiVe and Syncretic Motives in Intellectual Properry Law (With 

Special Reference to Coercion, Agency and Development), US Davis Law Review VoL 40, 
No.111, Maret 2007.724. Lihat Agus Sardjono, Op.cil,, 31-32, 

Universitas Indonesia 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



14 

masyarakat lokal karena tidak dapat rnenikmati keuntungan ekonomis dari basil 

sumber daya hayati yang diekploitasl oleh negara-negara maju. 58 

Corrective justice diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan 

akibat prinsip persamaan da1am distribulive justice.59 Dalam hal ini terdapat 

penerapan prinsip non-diskriminasi (perlakuan yang samn) dari peljanjian 

\VTOITRIPs. yang hams dikoreksi kembali berdasarkan c()rrective justice. 

Pada kepemilikan spesimen virus Flu Burung diperlukan inisiatif pemerintah 

untuk memberikan perlindungan atas sumber daya genetika, berbentuk 

spesimen tersebut. Upaya perlindungan ini merupakan suatu bentuk 

peayeimbang dari keadaan terdapat kerugian (dati suatu ketidakadilan), akibat 

dari misappropriation yang dilakukan negara-11egara maju. 60 

Berdasarkan teori hukum alam menurut Aquinas menjadi tidak. sulit 

untuk melihat aspirasi pengakuan hak: atas kepemilikan spesimen virus Flu 

Burung. 61 

Selanjutnya melihat dari sudut pandang normatif. mengenai 

pembentuk:an hukum berdasar aliran utilitarian, teori yang pada awalnya 

diusulkan oleh David Hume61~ yang kemudiBll disempurnakan o1eh Jeremy 

Bentham. yang mengatakan bahwa "kebahagiaan terbesar dari jumlah orang 

terbesar. Melalui kaJimat tersebut dapat dirumuskan, bahwa utilitarian adalah 

sebuah sistem yang didasarkan pada ide bahwa semua psikologi manusia dapat 

direduksi menjadi pengejaran kenikmatan dan penghindaran rasa sakit. 63 

Menurut Bentham, kemudian akan diikuti ide bahwa semua keba:ikan pada 

dasamya merupakan kenikmatan dan semua penderitaan adalah rasa salcit. 

Utilitarian terkadang disebut dengan Teori Kebahagiaan Terbesar, mengajarkan 

~ Sarjono, Op.clt., 32. 
w Steven Walt. "Eliminating Corrective Justice"', (Virginia Law Review, November 

2006), 1311-1312, 
Mt Sardjono, Op.cit.,J2. Bandingkan dengan perlindungan masyatllkat lokal berkenaan 

dengan pcmanfaatan pengctahuan lradlsonal. 
41 Ibid,, 28. Bandingkan dcngan pengakuan hak kolektifatas warisan budaya. 
62K Benens. Etika, (Jakarta: P'LGramedia Pustaka Utama, 1997), 247. 
6~ John Stuart Mill dan Jeremy Bentham, Utliliarism a.ml Oih;:r Essays, (Londoo:Penguin 

Classic, 198.7), 65-66. S~i dlkcmukan di alaS BenlhaJTJ mengk(fffibinasikan k:ekuatan dan 
pemyataan 1cgas yang harus ada pada sistcm hukum, untuk mewujudkan memaksimalkan 
kebahagiaan dao rneminima!kan penderitaan dalam pcrhitungan pernbualan pemturan perundang~ 
undangan, agar dapat dimsakan manfaat dan kcgunaan dati pernturnn terschut bagi masyarakat 
yang tcrkait. 
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tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk jumiah 

orang terbanyak ... 

Da1am teori pembangunan ekonorni, teori utilitarian ini oleh pendukung 

rezim HKI dikembangkan menjadi reward theory.65 Teori ini mendalilkan 

apabila individu-individu kreatif diberi insetif berupa hak eksklusif. maka akan 

merangsang individu~individu lairmya untuk berkreasi. Sehingga pada akhimya 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial semakin meningkat pula. Jadi 

pendekatan reward theory lebih pada motif ekonomi dari individu-individu.66 

Penekanan pada teori utilitarian ini bertujuan hukwn sebagai alat 

kebahagian terbesar untukjumlah orang terbanyak tidak dapat diternpkan untuk 

mendukung kepentingan individu, seperti pada reward theory tersebut.61 

Penggunaan teori hukum alam dan teori utilitarian pada tesis ini 

dibarapkan dapat memberlbn Iandasan di mana, tindakan manusia hams 

mengaeu pada kebaikan sebagai landasan moral bagi hukum positif: Sedangkan 

hokum harus diciptakan untuk kebahagiaan masyarakatnya atau kebahagian 

terbesar untuk jomlah terbasar dalam masyarnkalnya.68 

Kebaikan sebagai landasan moral bagi hukum positif yang mengika~ 

diharapkan dapat memberikao fairness. Menurut John Rawls "justice as 

fairnesS'' sebagai penerapan dati prinsip-prinsip keadilan (justice) dengan 

keadaan yang adil (fair). sehingga mernberi hasil yang adi1.69 Konsep wnum 

"justice as fai'rness"~ dirinci lebih lanjut menjadi dua prinsip, yaitu : the 

64 Ibid., 66. 
c;s Sarjono, Op.cit., 33. 
6<\ Ibid, Liha.t Peter Dharos, Philruophy lntellectuol Property, (Sydney : Dartmouth, 

1996), 5~6. 
67 Ibid., 
611 16id.,.34. Kesimpula.n Agus Sardjono, berdasarkanprinciple. ofwilitydari Bentham 

untuk mendaku.ng gapsan pedindungan terhadap kepemingan komunitss atsupun individu, dari 
pemystaan Benth~mt sebagaj betilrut "by utility is meonJ that property in any object, wbererlry it 
tends to produce hew fit, advantage, pleasure, good. happiness, or to prevent the happening oj 
miSchief. pain, evil, or unhappine:m to the JXU1Y whore inierest is considered: if thai pat'l)l be the 
community in general, then the happiness <fthe community: if a particular imlividual, then the 
happiness oft hot indlvldtU1l", Lihat Jeremy Bentham, '"An Introducfion lo the PrineipJes of Morals 
and Legislalioo" dnlam Lord Lloyd Hamstead. fntroduclion to Jurisprudence, {Preager Publisher. 
1972), 185. 

" John Rawls. A Thecry Of Justice, Revised Edition, (Massachuselis: : Belknap Press of 
Havard University Press. 2003), 11. Mengenai penernpan "jw;tice as fairness" : "it conveys the 
idea that the principles !(justice are agreed to in an initial sihlafion that is fair."' 

Universitas lndonGsla 

I 
·, 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



16 

Priciple of Equal Liberty dan the Difference Principle. 70 Menurut Rawls, 

penerapan kedua prinsip ini akan memadai untuk menjamin perwujudan 

keadilan bagi semua sistem atokas! social primary goods. Tetapi dalam hal ini 

Rawls membatasi prinsip justice tersebut hanya di daJam lingkup masyarakat 

domestik saja.?1 

Menurut Rawls keadaan intemational peace and juslice tergantung 

pada keberadaan '"domestic justice» terlebih dabulu.72 Menurut Agus 

Brotososilo, knjian Rawls adalab 

«merumuskan prinsip-prinsip nonnatif sebagai pedoman bagi kebijakan 
luar negeri (the foreign policy) dari masyarakat liberal; kegiatan tersebut 
bukan pembenlukan 4'intemalional justice'' untuk linglrup 
kosmopoJitan.~m 

Oleh karena pandangan Rawls atas "justice as fairness", terbatas banya 

dapat diterapkan pada lingkup domestik, makn keadilan dalarn hubungan 

interaasional, akan dilihat berdasarkan pendapat Frank J. Garcia. Di mana 

dapat diterapkan secara intemasional. 

Menurut Garcia. justice dalam hubungan perdagangan lntemasional 

antara negara maju dan negara berkembang da1am Liberal Theory of Just 

Trade, terdapat perbedaan kuaiitas antara negara maju dan negara berkembang. 

Oleb karena itu perlu perlaknan khusos dan berbeda bagi negara berkembang, 

melalui redistributive justice?4 Redistributive justice, berasal dari kewajiban 

moral negara yang lebih makmur kepada negara yang lebih miskin.1, 

w Agus Bro!osusilo, "Justice", Bahan kuliah Teori Hokum 2002, 4-5. Lihat John Ruw!s, 
A Theory of Jusllce, (Cambridge: Havard University Press_ I97t). 

11 Ibid., 
72 lhid .• 5. "Pendapal ini merupakan pedekatsn Emmanuel Kant dalem .. Perpetual 

Peace", yang perlarna•t.a.ma bmus mcwujudkan kondisi~kondisi ba,gi '':jwt states"', dan kemudian 
m~njelaskan bagaimana seharusnya iuleraksi di antara sesama Just stall!!¥' lersebut. Kant 
memlkankan bahwa hukum inlemasiorn.d yang sah secara moral didasarknn pada aliansi antara 
bsngsa-bangsa yang bebas. dipersatukan oleh komitmen moral terhadap kebebasan individu, 
melalui kesetiaan mereka terhadap "internalionol rule of law", 4<m olch manfilat~manfa.al bersama 
yang dihasiikan dari hubungan yang penuh kedamaian.. Lihal Frank J. Owcia,. Book Review on 
"The Law of the P«~ples", Hcmslon Jourmif of International Law, (VoL 23, 2001 }, 665. 

?l Ibid., 
14 Joost Pauwe!yn. "Just Trade", George Washington International I.aw Review, (Vol. 37, 

2005). 559-560. 
;s Ibid., 560-561. "'Garcia founds this moral obligaJir:m of developed countries on tile very 

ideo of liberalism, the fundamental requirement of which is, in his words, "thnt the acceptahiliiy qf 
outcomes be demcnslrable to any and all ajfe.ded individuals." Since mosl rich countries are 
liberal states. they have already made pclilical commitmomts tawartljustice and equality by virtue 
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Garcia menyimpulkan 1'/reory of Justice Liberal, dengan 

menghubungkan tiga katagori teori liberal tentang justice: utilitarian, 

liberaterian. egalitarian, dalam bidang perdagangan intemasional yang 

memi1iki beberapa ciri-ciri antara Jain76
: 

'"Perlama, hukum perdagangan intemasiomd yang adil harus dirumuskan 
sedemik.ian rupa untuk melindungi kesetaraan moral se1uruh individu yang 
terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap kornilmen 
terhadap free trade sebagai prinsip ekonomi, utamanya untuk 
mempertahankan prasyaratan liberal bagi keadilan; Kedua, Teori liberal 
tentang perdagangan yang adil mempersyaratkan babwa hukem 
perdagangan intemasional harus boroperasi sedemikian rupa untuk 
kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan 
demikian menggaris-bawahi pentingnya prinsip "special and differential 
treatment' sebagai justifika.si bagi hukum perdagangan intemasiona1;, 
Ketiga, "liberal justicen mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan 
intemasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia.. dalam rangka 
pencapai keuntungan."' 

1.5.2 Kerangka Konsep 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

obyek penelitian, guna menghindari berbagai penafsiran atas istilah-istilah 

yang digunakan, dibawah ini dikemukakan beberapa definisi operasional: 

Negara maju atau developed country adalah negara-negara dengan 

pendapatan per-kapita yang tinggi~ berdasarkan sektor industri dengan 

penggnnaan teknolngi tinggin 

Negara berk:embang atau developing country adalah negara-negara 

dengan pendapabm per·kapita yang rendab negara agraris yang mulai 

bertrnnformasi pada bidang industriiisasi dan teknologi. Terdapat masalah 

sosial termasuk saran a kesehatan. tingkat nutrisi dan pendidikan. 711 

Hak kekayaan intelektual adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat 

dibagi dalam pengertian luas dan sempit ; sccara luas HKI adalah istilah umum 

untuk semua basil kreatifitas, atau secam khusus atau sempit HKI adalah 

bermacam-macam hak atau kumpulan hak hak-hak. kekayaan intelektual yang 

of their liberalism; tlu!.y must, accarding to Garcia, simply exler.d thtdr liberal values to others 
outside o.t;,.rheir hortkrs, in casu those in tkvelvping ctmmries." 

"Brotosusila, Op.cil., 1. 
17Lihat < www.unctnJ .org>, liha! A gus Sardjono, Op.cit., !5. 
"Ibid_, 
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menjadi dasar hukum untuk meJindungi basil darj usaha kreatif dalam bentuk 

perlindungan terbadap investasi ekonomi atas usaha kreatif 79 (seperti 

konvensi-konvensi intemasional dan peraturan perundang-undangan, yang 

mengatur tentang hak cipta, paten, merek, dll). ladi HKI adalah hak yang 

berasal dari benda tidak berwujud. 

Ilmu pengetabuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, 

dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah. balk yang bersifut kuantitatif. kualitatif, 

maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktiao g<Uala atam dan/atau 

gejala kemasyarakatan tertentu." 

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yaog 

dihasiikao dari penerapan dan pemaofuatan berbagai disiplin ilmu pengetabuan 

yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, ke1angsungan, dan 

peningkatan motu kehidupan manusia. 81 

Ilmu pengetahua.n dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang 

ilmu pengetabuan dan teknologi yaog memitiki keterknitan yaog luas dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menye1wuh1 atau berpotensi 

memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan 

hangsa,. keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi 

lingknngan hidup, pelasiarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan 

kehldupan kemanusiaan, u 

Penelitian adalah kegiatan yang diJakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara slstematis untuk mernperoleh informasi, data,. dan keternngan 

yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktiankebenaran atau 

ketldakbenaran suatu asumsl danlatau hipotesis di bidangilmu pengetahuan dan 

tekno1ogi serta menarik kesimpulan ilmiab bagi keperluan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tekno1ogi. 83 

19 Jill McKeough and Andrew Stewart, Overviuw Intellectual Property in Australia, 
(Butterworths, 1997).l. Libat catatan perkuliaban HKJ A gus Sardjono, Pasca Sarjana Ul, 2008. 

a;. Indonesia. Undang·Undang No. 18 'fahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, Dan Pet~erapan Ilmu Pengeta.buan Dan Tck.nologi {LN. 2002-.84, TLN- No.. 4219]. 
Pasal I Angka 1 

31 Ibid., Pasal l Angkn 2. 
'

2 Ibid., Pasttll Angka 3. 
ll,l Ibid., Pasal I Angka 4, 
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Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telab terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi. manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada. atau menghasilkanteknologi baru}~4 

Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada 

sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan 

untuk menyempumakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang telah ada." 

Penerapan adalah pemanfaatan basil penelitian, pengembangan, 

dan/atau ilmu penge!ahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan 

perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi. 86 

Perekayasaan adalah kegiatan peneropan ilmu penge!ahuan dan 

teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, 

produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan 

sudut pandang danlatau konteks teknis, fungs!onal. bisnis. sosiai buda~ dan 

estelika.57 

lnovasi adalah kegiatan penelitian. pengembangan, danlatau 

perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan 

konteks ilmu pengetahuan yang barn, atau cara baru untuk: menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses 

produksi.aa 

Alih teknoJogi adaiah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknotogi antar iembaga. badan; atau orang, 

baik yang berada di Iingku.ngan dalam negeri maupun yang berasal dari lmtr 

negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.119 

Paten ada1a.h hak eksklusif yang diberikan oJeh Negara kepada Inventor 

atas basil Invensinya di bidang leknologi, yang untuk: selama waktu tertentu 

"Ibid., P!1S<II I Angka 5. 
"ibid., Pasall Angka 6. 
~6 Ibid., Pasal l Angka 7. 
11 Ibid., Pasal 1 Angka 8. 
n Ibid, Pasal 1 Angka 9. 
19 JbirL, Pasa11 Angka II. 
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me1aksanakan sendiri 1nvensinya tersebut atau memberikan persetujuannya 

kepada pibak lain untuk melaksanakannya.90 

Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan 

pcmecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk 

atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.91 

Inventor adalah seorang yang secant sendiri atau beberapa ornng yang 

secant bersama-sama melaksanakan ide yang dituangka:n ke dalam kegiatan 

yang menghasHkan Invensi.92 

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak 

lain berdasarkan peljanjian pernberian hak untuk: menikmati manfaat ekonomi 

dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat 

tertentu. 93 

Sui Generis adalah suatu kelas yang unik atau khusus. dalam isti!ah 

HKl dibuat untuk meiindungi hak yang di luar lingkup umum paten, merek. 

hak cipta dan rabasia dagang.94 

Maleria/ Transfer Agreement (MfA) adalah peljanjian tentang 

perpindahtanganan suatu bahan/materi antara dua organisasi di mana pihak 

pertama sebagai penyedian dan pihak kedua sebagai pengguna.95 

Biopiracy (pembajakan hayati) adalah eksplorasi dan pemanfaatan 

pengetahuaan lokal dan sumber daya genetika tanpa memberi tabu pada 

pemiiik asU.96 

MisappropriaJion adalah pengunaan inforrnasi atau ide secara tidak 

benar dan melawan bukum, untuk mendapatkan keuntungan. 97 

90 lndonesta., Undang·Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten [LN. 109-2001, TLR 
No, 4130J· Pasall Angk:a J 

1 Ibid., P&sal 1 Angka 2. 
PZ!bid., Pasall Angka 3. 
~}Ibid., Pasall Angka 13. 
'}4 Bryan A.Garne.., ed_, Black's Law Dictionary gr~o ed.,( Minnesota : Thomson West. 

2004},1475. 
!15 Indonesia, Kepulu$!Ul Menteri Kesehalan Nomor 732/Menkes/SKNII/2008, lenlang 

PedoiTUUl Pengiriman Spcsimen Untuk Keperluan Penelitian dan Pengcmbangan Kesehntan. 
96 Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, Globolisasi &: Monopali Penge!alntan, (Jakarta : 

lnfid, K:onpbalindo, IGJ. 2002), Glosary, 137. 
91 mack's Law Dictionary s~~> cd., Op.cit., 1019. Bandingkan dengnn Agus Sardjono, 

Op.cit., 1 L Misappropriation diartikan sebagai penggunaan oleh pibak asing dengan mengabaikM 
bak-hak masyaraktn lokat atas pcngetahuan tradlsonal dan sumber daya hayati yang terkait. yang 
menjadi mllik masyarakal yang bcrsangkutan. 
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Bioteknologi adalah cahang biologi molekular yang mengunaknn 

proses biologj dan diterapkan dalam bidang kesehatan dan industri.93 

Virus adalah elemen genetika yang mengandung DNA atau RNA yang 

merupakan penggandaan dalam bentuk. sel yang terkarakterisasi dengan 

memiliki kondisi sel inang.99 

Strain adalah populasi sel,sel dari spesies tunggal yang merupaknn 

turunan dari sel tunggal seperti klon.100 

Epidemik adalah suatu penyakit yang biasa teljadi dengan jumlah 

korban yang besar, dalam suatu populasf pada saat yang sam a 101 

Pandemik adalah epidemik: yang mendunia 102 

Vakstn adalah varian atau turunan tidak berbahaya dari suatu patogen 

yang merangsang sistem imun inang untuk mengbasilkan pertahanan terhadap 

patogen itu, 101 

Patogen adalah suatu organisme, biasanya dalam bentuk 

mikroorganlsme~ yang menyebabkan penyaldt. 104 

Sumber daya genetika adalah (didelmisiknn dalam CBD) sebagai 

material genetika yang secara aktua! memiJiki niJai potensiai.105 

Stockpiling adalah pengadaan bahan terutama oleh pernerintab, yang 

tidak mudah ditemuknn dari sumber lokal."'' (dalam hal ini pengadaan 

Stockpiling berupa obat atau vaksln oleh Depertemen Kesehatan). 

1.6 Metode Penelitian. 

Penyusunan tesis ini rnengunakan tiga metode penelitian, yaitu yuridis 

normatif, kualitati( dan komparatif. 

91 Ibid., 119. 
'ill Michael T Madigan und John M. Martinko, Biology of Mu:rooYganfs11ts. Eleventh Ecl. 

(USA : Pearson-Prentice Hall,2000). ?70. GlosstJI')'-28. 
100 lhid .• Glo$$l'.D')"'l4. 
!OJ /hid,, Gl<mf.II'Y"5. 
IOlJhid,, G/OSSQI')I<-10, 
Jill Campbell, Reece, Mitchell, Biology, Ed. Amalia Safitri., el aL Teljcmahan Rahayu 

Lestmi. { Jakarta: E.rlanggn.. 2002). Glosarluro--23. 
l~X Michael T Madigan and John M, Martinko., Op. Cit, Glossary 10. 
105 Life Science Program, Ww:king Paper, "Patent Issues Related To Influenza Viruses 

and Thcir Genes", {WJPO, 2007. <!!1tn;t£www.who.imksr/diwsc/yylm.! inl1ucn7:l 
i\YJP.Q I~ %'1Qw!Jllt.d.!U.O 2007.lliJf> • diakses pada 9 Mei 2008. 

1 A.S. Hornby; E.V. Gatenby; Wakefield, The Advance Learner's Diclirmary a/Currenl 
English, (London: Oxford University Pres.<:, Elly Hause, 1973), 991·992. 
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Pertuma, metode yuridis normntif adalab menfokuskan kajian pada bahan 

hukum primer yaitu: nom:a dasar, peraturan perundang-undangan. nonna hukum 

adat yang dicatat, putusan pengadilan, peljanjian intemasional. serta nonna 

hukum yang hidup dalam masyarakat Hi
7 Dengan hentuk penelitian yuridis: 

normatif, peneJitian bersifat preskriptif: yaitu. peneiitian yang ditujukan untuk 

rnendapalkan saran-saran mengenai apa yang ba:rus dilakukan unluk mengatasi 

masalah-.masalah tertentu. 10a 

Menurut Bernard ArlefSidharta metode penelitian nonnatifadalahl<l9 

"metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara herrneneutis 
menemukan kaidah hukwn yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan 
hak yuridis subjek hakmn dalarn situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan 
dan dalarn kerangka tatanan hakmn yang berlaku dengan selalu mengacu 
pooilivilas, koherens~ keadilan dan martabat manusia, yang dalam 
implemenlllsinya (dapat dan sering ba:rus) memantaatkan metoda dan produk 
penelitian llmu-ilmu Sosiai." 

Pendekatan nonnatif terbadap "hukum'' memberi arti me:mandang hukum 

sebagai gejala. sosial dari sudut kenormatifannya. Dengan demikian hukum 

sebaga.i gejala sosial dipandang memiliki nonn~ disamping ciri--ciri khusus yang 

membedakan dirinya dari norma sosial Iainnya.110 

Secara sederhana norma diartikan sebagai pedoman sikap tindak. Sebagai 

pedoman diartikan sebagai dasar dan orientasi sikap tindak sebagaimana yang 

dikehendaki oleh norma yang bersangkuta.rt m Contoh : dalam peraturan lalu 

lintas, kendaraan yang lebih lambat mengambil jalur kiri. Hal ini juga memberi 

orientasi kepada pengemudi untuk menghindari te!jadinya kecelakaan. 

Menurut Sardjito suatu norma memiliki sifat impcratif dan I atau 

fakultati4 yaitu 112
: 

107 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hulaun, (Jakarta : Badrul 
Penerbit Fakultas Hukum Universitas indonesia. 2005}, 30, Lihat siide-10, perlruliahan ?enulisan 
Ilmiah, Sri Mamudji, P~ Sarjana UI, 2008. 

IllS Soerjono Soekanto, Penganiar Penelitian Hukum, (Jakurta:U!...Prcss, 2005}. 10. 
uw Bernard Alief Sidharta, Ref/eksi lenlang Struktur Jlmu Huk:um, (Bandung : Mrmdar 

Maju, 2000), 218. 
110 Th. Sardjito, Pendelrotan Normarif Dalom Pettelilian Hukum (.'luatu Catotan), Seri 

Buk:u Baca.an Pendalaman Metode Penelitian Hokum, Buku B, (Depok: Tim Pengajar MPH 
Faku!tas Hukum Univernitas Indonesia, 2000}, 31-35. 

m Ibid,, 31~32. 
m Ibid., H. 
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11Sifat imperatif dari norma mengarahkan orang-orang yang dikenai norma 
tersebut pada suatu sikap tindak: tertentu. Ditinjau dari isinya sifat imperatif ini 
berisi suatu keharusan dan larangan. Keharusan dan larangan rnerupakan dua 
hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 1ainnya. Keseluruhan sifat..sifat 
norma menetapkan dan seka1iguS membatasi otonorni JYMa pribadi yang 
terkena norma yang bersangkutan." 

Norma merupakan pola peri1aku nyata manusia daJam suatu substansi 

sisrem bukum dan dipengaruhi oleh budaya hukum."' Substansi hukum 

rnembentuk "produk"( berupa peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan 

oleh pihak yang berwerumg yang herada dalam sistem hukum tersebuL Sodangkan 

hukum yang bidup dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum adalab sikap 

manusia terbadap hukum dan sistem hukum- keperca~ niiai, pemik.iran, serta 

harapannya. Dengan kala lain bagian dari badaya umum ikut mempengaruhi 

sistem hukum yang berlaku.114 

Kedua, penelitian kualitatif ini~ mengunakan konvensi intemasionaJ dan 

pendapat-pendapat abli yang berkompeten pada bidang perlindungan sumber daya 

genetika, khususnya pada haJ kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain 

Indonesia untuk mengurnpu1kan data. 

Penelitian tesis ini dalam analisis data menggunakan metode penelitian 

kualitatif, bukan kuantitatif yang mengandung populasi atau sampel, instnunen 

dan teknik pengumpulan data dan anlisis data yang berbeda. Sedangkan metode 

pene!itian kualitatif merupakan "tata cara penelitian yang menghasi1kan data 

deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang 

bersangkutao secara tertulis atau lisan. dan perilaku nyata".m. Dalam hal ini 

dikaitkan dengan studi kasus atas perlunya perlindungan sumber daya genetika, 

terkait dengan kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia. Studi 

kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara lebih mendalam, ada 

ketertarikan pada fenornena ini yang memilik.i ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki 

fenomena lain, Sebab itu studi kasus tidak dapat di generalisasi terhadap konteks 

1 1
' Lawrenet: M. Friedmiiii. Americcm Law An lnll'ariuction, diterjemabkan o!eb Wishnu 

Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 200 1), 6»9. 
WI Ibid., 7-8. 
1

" Sri Mamudji, etal., Op.cil, 61. 
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lain. maka berkaitan konsep generalisasi temuan seperti sampel, populasi. statistik 

inferenslal atau validitas eksternal tidak diperluka.o dalam studi kasus.116 

Pada penelitian ini juga digunakan metode wawancara untuk pengumpulan 

data. Metode wawancara ini digunakan jika data yang diperlukan sebagian besar 

berada dalam benak pikiran responden. sebingga data basil wawancara bersifat 

subjelctif; tergantung pada daya ingst dan dipengarubi prasangka responden. Jadi 

terdapat kesulitan interpretasi atas data ter.;ebut. Biasanya berbentuk lrualitatif 

karena yang terpenring bukan lltlrui "seperti apa adanya" melainkan lltlrui "yang 

disampaikan responden,, .117 Dalam hal ini untuk mendapat data yang valid dalam 

proses wawancam, penulis akan melakuk:an wawancara dengan pakar kesehatan 

yang berkecimpung dalam bidang perJindungan sumb~r daya genetiKa, terutarna 

perJindungan kepemilik.an spe.simen virus Flu Burung strain Indonesia. 

Ketiga, berdasarkan studi komparatif, membandingkan sistem hukum, 

memiliki peran penting daJam era globalisasi karena dua alasan1 11
'. Pertama. 

meningkatnya perdagangan global, yang melibatkan keperluan bisnis da1am 

sistem hukum yang tidak biasa. Kedua, upaya pengharmonisasian hukum, kearah 

pengkodifikasian,. di mana dapat dilihat sebagai alat untuk perlindungan sumber 

daya genetika, terkait kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia 

(Indonesia sebagai negara berkembang), diperbandingk:an dengan negara-negara 

lainnya yang memilikl spesimen virus Flu Burung. 

Membandingkan sistem hukum harus berdasarkan struk:tur; substansi dan 

buda:ya hnkum.11
9" Menurut Roscoe Pound, terdapat keterbatasan daWn sistem 

hukum. Dalam konflik kepentingan masyacakat memiliki asumsi dasar sebagai 

pemandunya. Asumsi ini diidentit1kasi sebagai postu1asi bukum dari sitem bukum 

yang bersanglrutan, yang membentuk tujuan-tujuan dasamya. Pound 

mengidentitikasi asumsi-asumsi tersebut sesuai kebutuhan dan perkembangan 

masyarakat. 120 Dalam hat ini struktur berdasarkan hipotesis, dapat berupa upaya 

hukum perlindungan sumber daya genetika melalui peraturan nasional yang 

tl6 lhid., 50-5 L 
m Riunto Adi, MelOdelogt Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta; Granit, 2004), 72. 
113Paul Norman, "ComparallveLaw", <ilnp:lfm.\'W,rwu!awglob!ll.wg!gl!:WJ!ft-:-;1 

Cump:.1rp,!-i~~~gwJtt.m>, diakses patla HJ Desember 200ft 
m Lawrence M. Friedman.Op.cit, 6-8. 
120 Antonius Cabyadi dan E. Fernando M. Manulang, Op.cit., ll L 
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mengatur perlindungan somber daya genetika, berupa spesimen virus. Sedangkan 

substansinya berasal dari norma-norma dasar dalam masyarakat Indonesia dan 

untuk budaya hokum dibatasi oleh perbedaan antara masyarakat Barat dan non­

Barat. 

Hasil data-data yang terkumpul akan digunakan untuk penemuan 

pemikiran dalam rangka perlindungan somber daya genetika. terkait kepemilikan 

spesimen virus Flu Burung strain Indonesia 

1. 7 Sistematika Penulisan 

Dalam tesis ini peneliti membagi dalam 5 Bab, secara umwn akan dibuat 

sebagai berikut : 

DAB 1 Pendabuluan 

Membahas pendahuluan, mengenai Jatar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 Hubungan Sistem Kesehatan Publik Global dan Perlunya 

Perlindungao Hokum Bagi Somber Daya Genetika 

Membahas hubungan sistem global kesehatan publik dan perlunya 

perlindungan hukum surnber daya genetika. Juga mengenai status 

kepemilikan spesimen virus Flu Burung dalam konteks kepemilikan oleh 

Indonesia sebagai negara berkembang. Pembahasan sistem kesehatan 

publik global melalui hukum kesehatan intemasional dan peran WHO. 

Serta GISN sistem yang dipergunakan WHO dalam menangani pandemik 

Flu Burung. Sedangkan pembahasan perlunya perlindungan sumber daya 

genetika ini berdasarkan perbandingan perlindungan somber daya hayati 

melalui CBD. Serta berbagai ketidakadilan dan penyimpangan dari 

pemanfaatan somber daya genetika. 

BAB 3 Rezim HKI Tidak Dapat Melindungi Kepemilikan Spesimen Virus 

Flu Burung 
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Membahas melalui sistem perlindungan HKI, khususnya rnelalui hak 

paten, temyata tidak dapat digunakan untuk melindungi kepemi!ikan 

spesirnen virus Fiu Burung. Oleh karena pertama, rezim HK.I melindungi 

pemilik modal dan tekno1ogi. Kedua, dibahas mengenai paten dan isu 

perlindungan spesimen virus. Ketiga. paten tidak relevan dengan 

perlindWJgan spesimen virus Flu Burung. 

BAB 4 Perlindungan dan Benefit Shoring Alas Kepemilikau Spesimen Virus 

Flu Buruog Strain Indonesia 

Berbagai upaya negan>·negara berkernbang untuk mernperoleh 

perlindungan dan ben'lfit sharing atas kepemilikikan spesimen virus Flu 

BurWJg melalui mekanisme WHO (The World Health Assembly (WHA), 

Pcmdemic Influenza Preparedness Jnter-Govennental Meeting (PIP-IGM), 

EXecutive Board (EB). Serta melalui mekanisme kontrak dan peraturan 

nasional Indonesia. Kemudian benefit sharing atas kepemi1ikan spesimen 

virus Flu Burung berupa akses terhadap vaksin. 

BAB 5 Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB2 

HUBUNGAN SISTEM KESEHATAN PUBUK GLOBAL 

DAN PERLUNYA PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI SUMBER DAYA GENETJKA 

2.1 Sisrem Kesebatao Poblik Global 

Globalisasi meningkatkan hubungan intemasional, melintas batas negara. 

dan menirnbuJkan masalah-masaJab universal. yang juga menuntut penyelesaian 

secarn universal. Dalam bidang kesehatan terindikasi kesehatan tidok terbatas 

pada hatas-batas nasional tetapi meningkat pada kebutuhan perlindungao global. 

Bidang kesehatan selalu berkembang terus-menerus sesuai dengan 

kategorisasi l<esebatan publik atau privat. Kedaa bidaug ini mempengaruhi obat­

obatan, pmktik penangaoan penyakit, pengaturan dan administrasinya. 121 

Peraturan membedakan kesehatan pubJik dan privat berdasarkan 

paradigma yang dominan dalam praktik pengobatan yang telah bergeser dari 

upaya penyembuban kepada risiko-risiko yang terl<andung pada bidang 

kesehatan.'" Salah satunya, perkembangan ilmu pengetahuan daa teknologi pada 

bidang kesehatan dan penelitian bioteknolog~ yang memanfatkan sumber daya 

genetika sebagai somber~ sehingga memungkinkan terjadinya rekayasa genetika. 

Dalam hal ini terkait dengau sistem global kesehatan publik, dangan adanya 

risiko-risiko pada bidang kesehatan. menyebabkan pertunya perHndungan hukum 

yang lebih luas. 

2.1.1 Katagorisasi Kesebatan Publik 

Penyederhanaa.n katagorisasi dipanda.ng sebagai alat yang dapat memberi 

kejelasan dan kepastian. Menurut pakar hukum Philip Allo~ yaitu : 

"A legal relation is heuristic because it simplifies actual reality for 
computational purposes. Actual reality, as it presents itself in human 
consciousness, is infitely complex, uncertain and dynamic. In order to make 

1"1 Linda Johnson. "Defining Public Health", dalam Robyn Martin Uan Linda Johnson, 
ed., Law and The Public Dirmmsicn of Health, (London: Cavendish Pnblisbing, 2001). 1. 

111/bid .• 2. 
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make legal relations operationally effective, as instruments of social 
transformatiOn. lhey must exclude much of actual reality. "123 

Terdapat dua karnkteristik dalam kesehatan publik, yaitu: (1) kesehatan 

publik lebih menekankaa pada pencegahan dari pada upaya penyembuhan. (2) 

kesehatan publik dipengarulti tingkat populasi.'"' Pertama, Fokus kesebatan 

publik rnerupakan pencegahan melalui pengawasan kasus dan kewaspadaaan 

pada bidang kesehatan. Contoh : pencegahan melalui vakainasi. Kedua, tingkat 

populasi dihubungkan dengan kemungkinan risiko terl!adap kesehatan. Dua 

fokus ini secara terus-menerns berkembang sepanjang masa125
• 

Pengertian individu, hubungan individu dan negara telah ditinjau ulang 

mengingat ada urgensi dari globaHsasi dan intemasionalisasi. Urgensi yang 

dimaksud adalah adanya risiko pada identifikasi, konsumsi, pengaw~ dan 

lingkungan. karena risiko tersebut dapat memberi efek pada berbagai bidang 

kesehatan. lndividu tidak lagl dipandang sebagai identitas tunggal, tetapi 

sebagai relfeksi, yang tetstruktur atas jaring-jaring kompleks di dunia tempat 

kita hidup.126 Oleh sebab itu terdapat faktof..faktor penentu dalam interprestasi 

literatur kesehatan, antara. lain terkait dengan perkembangan budaya. ~ 

gender. etni~ ekonomi, dan struktur sosia~ secara rnasing-masing atau 

kombina.si. 127 

Amstrong memberikan _ identifikasi kesehatan publik. antara lain : 

karantina. pengetahuan tentang kebersiban, obat dan f'JJal baru" pada kesehatan 

publik. Hal baru pada kesehatan pub1ik terfokus pada bahaya yang timbul 

akibat carnpur tangan manusia kepada alam.121 Selanjutnya menurut Am strong, 

kesehatan publik yang bergantung pada tingkat popufasj, untuk 

r:n ibid,, Lihat Philip AJ!ot, The fnlernatiWlal Court and ihe roice qf justice, dalam Fifty 
Years oft~ international Court qf Justice, (London : cambridge University Press, 1995), 11. 

124 lbld., 2~3. 
IJS Ibid,, 
126 ibid., [il] is b€coming increasingly dijftcufl to use the word 'we' J'n the conle:xt of 

intet'Miionaf affair ... Dmmalico/ly m11lliplied lnm:matlonal cofllacts of all levels qf society have 
noJ only resulted in greater awmeness of/he glohal context, but have also crealed new 
commonalities afidentfty thai cut across natirmal borders and challenge governments ot the le~'el 
of intfwidtml loyalties. Lihat PJ Spiro, New global t;OJrtmrmities : nC~ngqvcrnmentol organi::micns 
in internali011ol decision-making instiluticm, dalam TM Frank, The Empowerd Self: Law and 
Society in the Age of Individualism, (Oxford : OUP, I999). 

u 1 Ibid, 
128 lbid,4. Ulmt D Amstrong, "'From Clinical Gaw to a Regime or Total HcaJth, Health 

and Wellbeing; A Reader'', (London: Macmlllan, 1993). 
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memperhitungkan risiko dari penyakit tertentu. Melalui surveillance medicine 

diperoleh suatu generalisasi penggunaan obat bagi kesehatan masyarakat pada 

umumnya, yang sudah dipakai secara berulang-ulang dalam risko kesehatan 

tertentu.129 Betdasarkan teori pertama penyakit dalam biomedis. yaitu Genn 

Theory, menyatakan bahwa penyaldt disebabkan oleh kuman yang menyerang 

tubuh. Kuman tertentu menyebabl<an penyakit tertentu, sedangkan pada masa 

sekarang ini perkembangan menel<ankan pada gen lertentu terkait dengan 

keadaan yang terpapar virus tertentu yang membuat suatu penyakit yang 

menular.130 

Fokus Germ Theory dan tubuh, mempengaruhi kesehatan publik, 

karena menjelaskan penyakit-penyakit kronis merupakan penyebab kematian 

dalam komunitas masyara.kat negara berkembang. Sehingga Genn Theory, 

membawa industri farmasi untuk membuat substansi yang dapat membunuh 

parasit dalam tubuh manusia dan membuouh nyamuk penyebab penyakit.131 

Sedangkan pada Gene Theory, industri fannasi menekankan pada 

penelitian sifat resisten dalam pembasmian parasit dan penyebab penyakit 

Contoh : pembasmian nyamuk dengan bahan kintia, sedangkan pada 

pendekatan alami melaJui pengeringan air yang tcrgenang (tempat nyamuk). ttz 

Jadi melalui dua teori tersebut, upaya perlindungan kesehatan pubJik 

dengan cam pencegahan dan pengobatan terbadap penyakit-penyakit yang 

berkembang dalam masyarakat. Dalam upeya pencegahan dan pengobatan ini 

terdapat peran penting dari badan yang menangani keseha~ terutama melalui 

research and deve/()pmenl {R&D) dari industri fannasi. R&D industri farmasi 

memerlukan per:alatan, teknologi, tenaga ahli, dan biaya yang tidak sedikit 

untuk menghasilkan suatu obat dan atau vaksin. Oleh sebab itu industri farmasi 

melindungi produknya dengan rezim paten. 

Pemikiran manusia sebagar subjek hukum yang memiliki hak. 

kewajiban dan tangguog jawab sejalan dengan manusia sebagai subjek 

penderita penyakit Manusia sebagai individu bagian kolek:tif dari 

129 Ibid,, 10. 
110 ibid., 12, Uhai Linda Johnson., Parlir:ilar issues of Public Health : lnfoctiattS 

Diseases, dalam Robyn Martin dan Linda Johnson, ed,, Op.cif" 246. 
Ill Ibid., 21. 
mlbid_, 
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masyamkatnya. Pada adab ke 18 dan 19 sistem kolektif oleh negarn-negara 

Barat mulai ditinggalkan dan mengarah pada sifat indivjdual. m 

Sedangk:an kesehatan publik dipengaruhi oleh teori utilitarian. 

Bentham. ~the greatest good for the gremest number'. Salah satunya teori 

utilitarian menjadi pengukurnn kesebatan publik, seperti pada program 

vaksinasi dan penyakit menular. 134 

Utilitarian mema.ndang pengertian individual yang berbeda dengan 

pemabaman negara Bara~ seperti keluarga dan kelompok sosial dalam 

pandangan tradisonallebih mengareh pada komunalisme. Oleh karena cita-cita 

hukum keadhatan publik untuk melindungi kepentingan orang banyak 

dibanding kepentingan pribadi.'" 

Jadi pemahaman kesehatan publik sebaiknya dipandang melalui teori 

utilitarian karena kepentingan kesehatan diupayakan untuk kesehatan publik 

terbesar untuk jumlah terbesar. Di mana padangan ini sejalan dengan falsafah 

hidup negam-negara berkembang. 

2.1.2 Peranan Bukum Kesebatan lnternasional dan World Health 

Orgarti411tion 

Menganalisa huknm kesehatan publik dalam sudut pandang 

intemasiona1 memerlukan melihat pecan hukum kesehatan publik: sebagai 

"globalw1lage", di mana menganaiisa di 1uar batas hukum tertentu dan lebih 

dari satu kedaulatan negara. 136 Analisa inl dapat mengambil dua bentuk 

pendekatan137 yaitu, Pertama, perbandingan melalui studi perbandingan 

komparatif. Membandingkan sistem kesehatan nasional pada lsu khusus dalam 

hukum kesehatan publik. Kedua, melalui hukum internasionai. yaitu konvensi­

konvensi yang mengatur hubungan antar negara dengan tujuan kesehatan 

publik. 

m Ibid., 14. 
u 4 Ibid., l:S. 
m Jhid., 16-17. Llhat RN Clin[On, ''The Rights of Tndlgeoous Peoples as Collecti"·c 

Group Rights". (Arizona Law Review Vol. 32., 1990), 7 J9. 
I:M David P. Fidler, "A Globalized Th«rry Of Public Health Law'', Journal tff Law, 

MeUreine amJ Ethics, (Sympm;ium Article I. Public Health Law, Society, and EthiC$, Summer, 
2002),150. 

m Ibid., 
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Pendekatan teori hukum kesehatan pubJik telah berubah dari hukum 

kesehatan publik tradisonal kepada hukum kesehatan pubJik modem.138 Hukum 

kesehatan publik tradisional .memiliki fokus pada pemberantasan sumber 

penyakit. merawat orang sebagai korban dari bahaya alamiah. Sedangkan 

hukum kesehatan publik modern memiliki fokus pada pemaharrum hubungan 

antar orang, negara. dan alam, serta bahaya kesehatan yang muncul dari 

teknologi industri modem. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan 

penyembuhan sebagai bentuk kontrol dari risiko atas aktivita.s masyarakat 

globa1.n9 

Isu kesehatan merupakan salah satu tujuan utama Perserikatan Bangsa· 

Bangsa (PBB)"". Pada Pasal55 Piagam PBB disebutkan bahwa: 

"Wilh a view to the creation of conditions of stability and well-being 
which are f'ii!CeSsary for peaceful and friendly relations among nalions 
based on respect for the principle of equal rights and selfdeterminalion 
of peoples, the United Nations shall promote: 
1. higher stcmdards of living, full employment, and canditiom of 

economic and social progress and development; 
2. solutions of international economic, social, health, and related 

problems; and i"ntemalional culfW'cl and educational coopeFalion; 
and 

3_ universal respect for, and observatree of. human rights and 
fimdamenta/ freedoms for all without distinction as to race. sex, 
language, or religion. "' 

Sesuai dengan peran dan tugas dari WH0141 , antara lain : 

a. Mempersiapkan kepemimpinan dalam keadaan kritis bidang 
kesehatan dan jika diperlukan bekerja sama dalam suatu tindakan~ 

b. Membuat agenda dan simulasi penelitian, menteljemahkan, dan 
menyebarkan pengetahuan di bidang kesehatan; 

c. Menerapkan nonna, standar dan pengawasan dari penerapan 
kebijakan bidang kesehatan; 

u1 Robyn Martin dan Linda Johnson, ed.,Op.cit., xxxvi. 
n 9 Ibid., 
1

•
11 

lndonesla., masuk pert.ama kali mcnjadi anggota PSB pad3 23 September 1950. 
Kemudian keluat pada 20 Januari I965_ masuk kemba!i pada 28 scpicmbcr 1966. Llhat 
<htin://id.wiklru."!lin_mg!\'<iki!Daf!!!r unggota P~t(serik.'l~!Ll3nngsS~-Bm~~>, diakses pada 12 
April2009. 

141 WHO core function set out in 1 I l.h General Programme of Work, lt oow:n~lhc to-year 
period from 2006-2015. Lihal, <http:f~!S~:w whn,.i.n}fah!.luJim!clt .. "ll/imlcx html>. diaksL-s pad!l 12 
April 2009. Lihat Art2 WHO Constitution. The centml focus of any appraisal of nalure and rote 
qfinfernational health low. 
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d. Menjabarkan pilihan kebijakan berdasarkan kenyataa.n di lapangan 
dan sesuai dengan ctika; 

e. Mempersiapkan pendukung teknis. peroepatan perubahan 
(catalysing change), dan membangun institusi berkelanjutan pada 
bidang kesehatan; 

f. Mengawasi keadaan dan menilai kecenderungan-kecenderungan 
dalam bidang kesehatan. 

Menurut Belanger terdapat tiga karakteristik dari bukum kesehatan 

intemasional142• yaitu Pertama, pembentuka.n hukum kesehatan internasiona1 

seeam alami melalui kebutuban kesehatan global. Melalui pembeutukan dan 

penempan oleh organisasi intemasional dan organisasi non~pemerintah. Kedua, 

berbagai hal positif. seperti vabinasi, imunisasi dan upaya pencegahan lainnya 

di negam bedcembang. Ketiga, mengembangkan petensi dari hukum kesehatan 

intemasional mela1ui bidang luas dari kekuasaan •quasi-legislative' WH'0143
, 

untuk mengatur segala hal yang tennasuk kompetensinya. Contoh : atas dasar 

menghormati perjanjian, bahwa setiap pemerinta.h wajib melapor kepada WHO 

daiam waktu 24 jam setelah ada kasus pert:ama dari jenis penyakit yang 

dimaksud dalam Intemolional Health Regulation (IHR).1
" Dalarn hal ini Flu 

Burung termasuk. seasonal J1if/uenza diseases, sehingga wajib dilaporkan 

k:epada \V'H.O meialui sistem Global Influenza Surveilcmce Network (GISN). 

141 Yutn.ka Arai-Taknhashl, "The Role of International Health Law and The WHO Jn The 
Regulation Of Public Health", dalam Robyn Martin dan Linda Johnson, ed., Op,cii., 113-IJ?. 
Uhat M BCianger, "The Future of lm:ematiorwl Helllth Legislation", (International Digest of 
Health Lc.f!,islation, 1989). 

1 Menurnt Baanger 'quasMegis/ative', karena rnengingat WHO sebagai organisa.-;i PBB 
yang mensngani bideng ke:sehatan int.cmasionaL Mcrupakan satu~satunya organisnsi kesehaUilt 
yung mempunyai kek:uasaan untuk membuat pcraturan bagi kesthat.<m dunia. Men\l!Ut West 
Encycl(}pedla of American Law. 'quasi~legislotive' adafah The t;Cpacity in which q public. 
adminislrolh'ii! agency or body QC/s when it makes rules and rogu/CIIions. 
When an admini$trative agem:y exercises lis rule~making autlwrity, it is said 10 oct in a quasi· 
legislative manner. Admlni£tralive agencies acquire this authority to make roles and regulati= 
lltat tdfect legal rights Jl:rough statutes. This autbority is an exception to /he general principle that 
lows qffecting rights should be passed only by elected lawmakers. 
Adminisfraiive agency roles are l'ft(l(/e only with the permission of elK led lawmakers, ami elec.ted 
lawmakers 1JUtV siTike down an administrative rule or ewm eliminate an agency. Jn this sense 
quasi-legislative fH:tivity occurs or the discretion of e!ecJed officials. Ne~-erlheless, adminislraJive 
agencies creale and eriforce many legal rules on their own. often witlumt the advice of 
lowmcken;,,. < llJJp:/A\ 1.\'\):.~.!l!Jh .. o.s.co!lliWI.:-s!l!-:!~~"'=-en<.:ydorwdl ahttmsi -!c<>isl:t_! h·c>, dinkses pad a 14 
Apri12009. 

144 Jn Brief, member .staff!S key obligation,1HR 2005. 
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Pada masa perang dunia kedua, muncul kesadaran dan keinginan 

merdeka dari negara~negara berkemba.ng. yaitu negara-negara Asia dan Afrika. 

Sehingga secara dramatis mengubah pandangan geopolitik intemasional.145 

Perlu ditekankan priosip kemandfrian (self-delermination) dari negara­

negara yang baru merdeke, memandang hak rokyot dan peraturan baru 

perekonomian intemasionaJ. Sehingga mendororong perkembangan progresif 

pembuatan hukum ioternasiona! me!a!ui 1rakutt-traktat, terutama pada bidang 

hukum intern.asiona! seperti; hukum !ingkungan, hokum okonomi diUl hokum 

lauL Sedangkun pada bidang kesehatan termasuk pada genernsi kedua pada hok 

asasi rnanusia. yang meliputi sosial, ekonomi~ dan hak budaya.1~ 

Selain perkembangan kemandirian negara-negara berkembang, setelah 

perang dunia kedua, muncul perluasan hubungan organisasi internasional yang 

mewakili pemerintah dan non-pemerintah dalam bidang kesehatan publik 

global. Perkembangan teknologi dan komunikasi mendorong kelja sama arJtara 

lembaga nasional dan kelompok-kelompok kesehatan swasta, untuk menangani 

bidang kesehatan global. 147 

Terdapat parkembangao pemturan kesebatan publik dalam 

WTOfiRJPs, isu kesehatan pub!ik yMg merupokan kupentingan negera 

berkembang dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM} IV Doha, 2001, secara 

khusus mengeluarkan Declaration on The TRIPs Agreement and Public 

Healthm', yang pada intinya menginsl:ruksikan kepada anggota untuk meneari 

145 Yulaka Ami· Takahashi, "'The Role oflnlemationo:l Health Law and The WHO Jn The 
Regulation OfPublioHealth." Op.ciJ ,, 117. 

~~~ Ibid., 118, 'generations of human rights' consist of three types of human rights :civil 
and political rights as first generurion of human rights, economic, social and r:ulturl1l rights as 
second generalitm, rmd 1he righis of peoples (such a£ the right of self determination and 
development) as the 1hlrd generation There is a rigilfine berween generations of human rights. 
They must deemed as all human rights are untversal, indivisible and interdependent and 
inJerrelated The inlernalioMI commtm;ty musllreal human rights globally in a fair and equal 
manner, on the same footing, and with the same emphasis:. While the signifir:am:e of natiortal and 
regional particuloriJies and variQUS historical, cultural and religious bat:kgrotcmb tr111Sf he bt>rne 
in mind, it is the duty of States, regardless of their palitir:al, uonomic and cultural systems, to 
promote and prt>tecl all lnmnm righis and fumlamenlol freedoms.Libat Vienna Declaration and 
Programme Of Action l993 (World COI!forence On Human Rights, Vienna 14-25 Juni 1993). l­
paragraf5. 

(.(7 }bid., 
141 Deciaralit>n tm The TRIPs Agreement and Public Health, WTO Ministrial Conference 

Fourth Session, Doha 'J..I4 Novemlx:r 200L ... ""11141 public health problems afflicting many 
developing and least-developed countries, especially these resulting from HIVIAIDS, tuberculosis. 
malaria, and other epi<kmics. '' 
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solusi bagi masalah yang dihadapi oleh negara berkembang. Negara 

berkembang tidak merniliki kemampuan yang memadai untuk memproduksi 

fannasi, maka dapat menggunakan compulsory license. 149 Bagi negara 

berkembang compulsory license (lisensi untuk memproduksi dan menjua1 obat­

obat paten) merupakan hal penting, sebagai cara untuk melindungi kesebatan 

masyarakat di negaranya, karena dimungkinkan untuk memproduksi obat-obat 

paten secara murah (ddak membayar royalti paten).150 

Selanjutnya dalam WTO Agreement diatur juga mengenai Sanitary and 

Phylosanitary Measures (SPS Agreement), yang bertujuan untuk melindungi 

kesehatan manusia, hewan dan tumbuha.n dari milrro organisme dan bama 

sejalan dengan meningkatnya risiko kontaminasi, racun atau organisme 

penyebab penyakit pada makanan. minuman atau bahan pangan lainnya.151 

Contoh : ka.«~us flu babi, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 

19771Kpts/PD.6201412009 tentang Pelarnngan Sementara Pernasukan Hewan 

Babi dan Produknya darl Negara Tertular Flu Babi ke Indonesia.u2 Hal ini 

merupakan hambatan dalam perdagangan intemasiona! yang diperbolehkan 

atas dasar SPS Agreement. 

Jadi melalui penggunaan peraturan !HR. dan WHO sebagai lembaga 

yang member! dasar pengaturan kesehatan publik global diperlukan suatu 

independesi agar dalam pelaksanaanya tidak dipengarubi oleh kepentingan 

negara-negara maju. 

2.1.3 Pengunaan Sistem GISN Oleb WHO DaJam Peneegaban Pendemik 

Flu Burung 

Muncuinya penyakit menular (infectious), seperti penyakit SARS 

(Severe Acu/e Respiratory Syndrome), dan Flu Burung, sebagai penyakit­

penya.ldt yang mengancam kesehatan publik global. Hal ini selain 

H? Liftat Art. 31 TRIPs. 
I}>' Sekilas WTO, {World Trade Organizalion) edisi keempat. (Jnkaria : Direktorut 

Perdagangan, Perindustrian. Invesl.asi, dan Hak Kckay:run Intelektual Dlrektorat Jendera! 
Multilateral Departemen Luar Negcri RJ, tanpa tahun), 69. 

1.s1 YutakaArai-1'akahashi, Op.cil., 120. 
1~ 1 "Biosekwitas Diperketal: Mentan Tctapkan Lanmgan lmpor Babi .. , K()mpas, 30 April 

2009, 13. 
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membahayaka.n kesehatan. juga menggangu stabiHtas ekonomi dan sosial. 

Sebuah virus influenza baru dapat memicu tCJjadinya pandemik.153 

Dengan kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit menular. WHO 

mengklasifikasikan bahaya pandemi dalam 6 tingkat1
S4t yaitu: 

l. Virus beredar di antara hewan dan tidak menulari manusia. 

2. Virus yang beredar di antara hewan mulai menulari manusia. 

3. Virus hewan atau manusia menimbuikan kasus sporadis1 tetapi tidak 

mudah menyebar. 

4. Penularan flu dari orang ke orang menyebabken wabab terus­

menerus pada masyarakat. 

5. Flu menyebar dan menimbulkan wabah terus--menerus pada 

masyarakat sedikitnya di dua negara. 

6. Wahab terus-menerus disedikitnya dua kawasan WHO. (kawasan 

WHO adalab Afrika, Amerika, Eropa, Timur Laut Tengab, Asia 

Tenggara, Pasifik Barat). 

Pada kasus penyebanm virus Flu Burung dikatagorikan oleh WHO 

berada pad tingkat tigam, di mana virus mulai menginfeksi manusia dan 

timbul secara sporadis. 

Pada tahun 2005. lliR membuat kerangka ke!ja yang baru, dalam upaya 

pencegaban, pengawasan dan respon dari penyebaran penyakit influenza, 

seperti Flu llurung. Elemen yang penting dalam upaya tersebut adalab global 

surveillance of influenza viruses. untuk diidentifikasi dan diprediksi risiko dari 

potensi ancaman virus influenza tertentu. 156 

Melalui Global Influenza Survei/ance Network (01SN) dikumpulka.n 

berbagai informasi mengenai virus7 genetika dan antigen influenza dan 

kemudian disebarluaskan untuk kepentingan risk assessment dan vaccine 

development. Di mana proses tersebut diproses melalui prosedur biosecurity 

Ul WHOIWHA60. Resolutioru; A60!JNF.DOCJL 22 Maret 2007. 1-5. 
lH "WHO Naikkan Level Pa.ndem:i", K.i:lmpas, 29 April2009, L 
15 ~ "Selangkah Lagi, Dunia Mengbadapi P<mdemi Flu Babi", Kontan, (1 Mel '2009); L 
1~ Lihu.t WHA.59, 22-27 Mel 2006, Application JHR {2005) based on The Influenza 

Pandemic Task Force. AI its first meeting (25 September 2006), rhe Task Force endorsed the 
Secreturiat's proposed best practices for sharing influenza viruses ar'ld sequence data, for 
consideralion by Member Srates. These best practices, .set out below, roiflect the 
prlm:lpfes,re.spon.sibiilties and benefits of the Netwqrlc. 
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yang patut. Sehingga menjadi informasi penting untuk dikembangkan menjadi 

diagnostic lest, vaksin, dan strategi yang diperlukan untuk melindungi 

masyarakat.151 

Lebih dari 50 tahun, WHO mengunakan GISN sebagai satu-satunya 

sistem pengawasan yang mampu menangani kesehatan publik global. Melalui 

pembagian (sharing) dan analisa virus-virus influenza rersebu~ selanjulnya 

untuk diketahui infonnasi dan akibat dari kemungkinan epidemi tersebut. 

Jaringan GISN bertujnan untuk mengkoordinasikan kesehatan publik global 

melalui sistem pendeteksia.n dini, pengawasan dan evaluasi semua virus 

influenza yang menginfeksi manusia dan mengfasilitasi pengembangan 

pembuatan vaksin influenza tersebut.us 

Anggota WHO perlu mendukung GISN secara sukarela, sampai 

memberi contoh virus seasonal influenza secara teratur dan semua virus 

influenza barn kepada Collaboraling Centers, National Influenza Centers dan 

H5 Refernces Laboratories. W-J 

Data sekuensi dan informasi Jainnya berupa analisis virus influenza 

yang mengandung kepentlngan kesebatan global publik, terouka (open and 

timely manner} untuk negara anggota WHO. 160 

Jadi GISN scbagai global respon terbadap penyakit berpotensl 

pandemik dan da1am menjalankan aktivitasnya harus bersifirt 

koperatif,sukarela, dan non~profit dengan tujuan untuk menjaga kesehatan 

global publik.161 

WHO memiUki tiga organ utama162
, yaitu: (1) World Health Assembly 

(WHA), (2) Executive Board (EB), (3) Principnl Body. 

Pertama. WHA terdiri atas deiegasi-delegasi dari negara anggota, 

memiliki supremasi tertinggi (the supreme dicision-ma/dng body) WHO. 

Berkumpul di Jenewa setiap bulan Mei untuk membabas proposal dan program 

isu kesebatan global. 

m Ibid., 2·3. 
m. Ibid., Lihat Supari, Op.cit .• 8-9. 
m· Ibid,, 
!6'} ibid,, 3. 
141 Jbid .• 4. 
161 Yutaka Arai-Takah;ishl. Op.clf., 114-115. Lihal <'b!!fl:/1\n\'IY,~\·tm.intln~ 

govern.~_ncclcnlinde.\..html >, dia.kscs pads 2 Marel2009. 
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Kedua, EB adalah tangan administratif dari WHO, terdiri dari 34 

individu yang secara teknis memiliki kemampuan di bidang kesehatan. 

Keanggotaan EB diputuskan oleh negara-negara anggota dalam jangka waktu 3 

tahun. EB betkumpul paling sedikit dua kali setahun. dengan rapat utama pada 

Januari dan yang rapat kedua yang Jebih singkat pada bulan Mei, setelah WHA 

Tugas utama EB adalah memberikan perubahan yang mendorong pada 

keputusan dan kebijakan dar! WHA dan menyediakan tenaga ahli dan nasihat 

teknis. 

Ketiga, Principal Body adalah Secretarial yang dikepalai o!eh Director 

General (DG) dan memiliki pegawal sekitar 8.000 tenaga kesehatan dan tenaga 

ahli lainnya, yang beke~a di markas dan 6 kantor cabang regional. DG ditunjuk 

oleh WHA yang merupakan nominasi dari anggota EB. 

WHO dijiwai oleh tiga tipe instrumen hukum163
, yaitu : (1) peran 

WHA, (2) peraturan hukum (re1)11/ation) yang mengika~ (3) rekomendasi. 

Pertama. melalui WHA mernbuat konvensi atau perjanjian berdasarkan 

kompetensi dari WHO. Suatu perjanjian harus memenuhi 213 dari anggota 

WHA. Kekuasaan mcmbuat peraturan yang mengikat, terdapat dua macam 

peraturan. yaitu traktat atau peJjanjian (treaty or agreements) dan peraturan 

(regulations). Termasuk fungsi ,penganjuran (non-binding rules), seperti 

rekomendasi, prinsip-prinsip dan panduan. 164 Kemudian negara anggota wajib 

meratifikasi tralctat atau peJjanjian dalam waktu 18 bulan setelah keputusan 

WHA.I65 

Kedua~ peraturan hukum yang mengikat negara-negara anggota WHO. 

Terdapat beberapa speslfikasi hal-hal penting dalam kesehatan yang wajib 

16
) Yulaka Ami-Takahashi, Jhld.,124·121. 

lilol Art. 19 WHO Constitution. "''l'hc Hcfllth Assembly shall have authority to (1(/qpl 
conYenJions orogreements with respect to OltJ' mailer within the competew:e of/he OrgaflizfJtitm. 
A two-thirds vote oflhe Health Assembly shall be required for theatloption of such cowenliOIU or 
agreements, which shall come into /t>rctifw each Membi!r w/wn accepted by it in accordance with 
its conslitlllional processes." 

to!. Art 20 \\<110 Constitution." Each Member underiakes !hat it will, within eighteen 
monJhs qfter the adoption hy the Health Assembly of a cr.mvenlion or agreement, take octicn 
reJ(l[iw: lo the ac:ceptance r.( such cr.mvention OT (lj]re~tment. Each Member shall norify rhe 
Director-General of the octian taker;, and if it doos net m:cep1 sud1 c<mvemitm ur agreement 
within the time limiT, it will furnish a stmement of the reasons j& non-m:ceptaru:e, In cw.e qf 
acceptance, each Member agrees 10 make an annual report fa the Director-General in accardance 
with Chapter XIV " 
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tennasuk dalam peraturan yang mengikat. seperti disebutkan pada Pasal 21 

Konstitusi WH0.166 WHO sejauh ini baru membuat peraturan di bawah Pasal 

21 (a) dan (b)~ yaitu Nomenclature Regulation dan Sanitary Regulation 

1951.167 

Ketiga, rekomendasi, melalui resolusL WHO lebih menyukal 

pendekatan yang berdasarkan pada rekomendasi dari pada peraturan yang 

mengikat.16
' 

Sebab oleh itu WHO lebih banyak mengunakan pendekatan 

berdasarkan relmmendasi1 maka biasanya negara-negara anggota tidak ingin 

melaporkan jika te(jatli penyakit menular. Oleh karena akan memieu ketakutan 

negara lain, yang akan membatasi kegiatan perdagangan dan pariwisam. 

Menurut Taylor :self-reporting oleh negara yangterjangltit penyakit, akan 

menimbulkan masalah karena tidak adanya sanksi, lebih lanjut ia menyatakan : 

"Since WHO traditionally has relied upon government selfreporting as 
the sole source of information and does not utilize tmy meclumism to 
encourage national compliance with reporting procedures ... non­
reporting has resulted in gaps in international surveillance system and 
has left WHO in a position of being un(lb/e to officially infonn other 
States of diseaH outbreaks widely reported by the international press."''69 

Sebaiknya dalam hal pelaporan adanya penyakit menular (infectious) 

perJu digunakan konsep dan pradigma tradisiooal. Berdasarkan pada suatu 

konsep zero-sum> karena kesehatan harus dipandang sebagai kebutuhan untuk 

kebaikan oJMg banyak (as glcbal public good), di mana membarikan nilai 

lM Arr. 21 WHO Constitution, "The Heallh Assembly shall have (IIJ/hority to adopl 
regulations evncl!l'ning: 
(a) sanitary and quaronJine requirements and other priXI!dures designed lo prevertt the 
i'nternational spread of disease; 
(b) nomenclatuns with relipeCI to diseases, causes Qj' death and public health practices; 
(c) standards wirh r~pecl to diagnostic procedures for international use; 
{d) standard£ with respect to the safety, purity and potency of biological, p}wrmaceutic.al and 
similar products moving In fnlerttali<mal commerce: 
(e) advertising and labelling (?/ biological, pharmaceurica{ and similar products mf.ll'ing itt 
interrmtiotra! commerc:e.,.. 

l
67 \'utakaArni~Takahashi, Op.cJt., 125. 

l~ia Art. 23 WHO Constitution, "The Hea!Jh Assl!mbly shbll hm'tl authority to make 
recommendations to Members wilh respect to any maaer within the competence of the 
Organization." 

169
• Yulaka AnU-Takohashi, Op.cit.,l32. Libat A Taylor, "Contmling the global spread of 

infectious diseases: towards a role for lhe 1n!ernationai Health Regulations", Hous Law Rev 1327, 
1997, p 1349. 
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positif (positive-sum), 11
G Sehingga menimbulkan istilah "one person's good 

health does not detracl from aoother 's". 111 

Da1am hal ini dapat diJihat bahwa diperlukan kesadaran dari negara~ 

negara yang terinfeksi penyakit menular untuk memberikan pelaporan kepada 

WHO melalui sistem GlSN. Dengan adanya tuntutan kesadaran, llUika di 

harapkan terdapat mekanisme yang adil dan terbuka dalam menangani 

pelapo:nm terdapatnya penyakit menular, yang diikuti prosedur untuk 

memberikan laporan dalam 24 jam sejak teljadi infeksi dan menyertakan 

contoh spesimen. 112 

Hal ini jika dihubungkan dengan teori utilitarian, berdasarkan 'the 

greatest good for the greatest number', maka jumlah terbesar kesebatan 

masyarnkat untuk jumlah masyarakat terbesar. 

2.2 Perlindungan Hokum Bagi Somber Daya Genetika 

Negara·negara berkembang. tennasuk Indonesia mengaJami 

penyalahgunaan dan pembajakan (misappropriation dan bicpiracy) oleh pihak 

asing terhadap SUiliber-sumber daya hayati dan somber daya genetika milik 

mereka. Padahal Indonesia memilild megabiodiversitas, berbentuk keragaman 

hayati, tennasuk keanekaragarnan genetik.a, spesies, ekosistem dan budaya. 

Sehingga bemilai ekonomis dan dapat dikatakan sebagai aset nasional. 113 Oleh 

karenn: itu perlu adanya perlindungan hukum pada bidang sumber daya genetika 

2..2.1 Perlindungan Sumber Daya Genetika Berdasarkan CBD 

DaJam Pembukaan The Convention on Biological Diversity (CBD). 

mengakui bahwa terdapat nilai intrlnsik dari keanekaragaman hayati terdirl dari 

170 Yutaka Arui-Takahashi. Op"cit., 132, 
171 Ibid., Lihat L Chen, T Evans, and R Cash, "Health as a Global Public Good", Global 

Public: Oood$-International Coorporation in the 2l" Century, (UNDP and OUP, New York, 
1999), 294. 

172 Bandingkan dengan pemberian laporan dan spesimen virus Flu Burung, yang 
temyata disalahgunakan, sehingga menimbulkan banyak penyimpangan. Lihat Sangceltl 
SPashikant, ''Rush is on fur palcnts on avian flu viruses and vaccine,"< 
!JIHrl/ww\1 hvnsicl~,~r~£LJJ!Ie2lnvian,IJIIIO;,'lt;;.sl.mics/afns.0'13.h!m>, dlnksL"S pad'a 1& Oktober 
2008. Lihat Supari, Op.cit,,ll. 

m Abdul Bari Azed,. Proceeding, Kepentingan Negara Berkembang Atas lndilwsi 
Geogrq/'IS, Sumber daya genefilt.n dan Pengetalman Tr®tsionol~ Op.cil., 8-9. 
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niJai~nilai ekologi. genetika, sosial, ekonomi, ilimiah, pendidikan~ budaya, 

rekreasi dan a.estetika.. Set.iap negara memiliki kedaulatan atas kekayaan 

hayatinya, maka negara bertanggung jawab untuk konservasi kekayaan bayati 

mereka mMing-masing dan dalam pemanfaatan sumber tersebut dengan cara 

yang sepatutnya. 

CBD mengakui kedekatan dan ketergantungan ln!disi dari masyarakat 

dan komunitas lokal, melalui cara pandang tradisional (lromunalisme) 

terhadap sumker daya hayati. Konservasi dan perlindungan sumber daya 

bayati menjadi penting untuk pemenuban kebutuhan akun pangan, kesehatan, 

dan kebutuhan lain dalam pertumbuhan populasi dunia. Sehingga menjadi 

penting akses dan pemhagian (sharing) alas sumber daya hayati dan teknologi 

di antara negara-negara, yang diharapkan dapat menciptakan kedamaian untuk 

seiuruh umat manusia.114 

Pasall CBD menyebutkan, sebagai berikut : 

~'The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with ics 
relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the 
sustainable use of its components (111(} the fair and equitable sharing of 
the benefits arising out of the utilizalion of genetic resources, including 
by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer 
of relevant technologies, taking into account all rights over those 
resources and to technologies, and by appropriate funding."' 

Jadi dapat dilihat terdapat tiga tujuan utama dari CBD, yaitu konservasi 

keragaman hayati, pemanfuatan keragaman hayati secara herkelanjutan, dan 

pembagian manfaat secara fairly and equitably. Dari tujuan tersebut dapat 

disimpulkan CBD adalah sebuah konvensi tentang kons.erva.si sumber daya 

hayati, dan bukan konvensi kekayaan intelektual. 175 

m Lihal Preamble of CBD. CotTJ.JentiQn on Biolagico/ Divenity {CBD) 5 Juni 19921elah 
dirntiflkasi den&an Undang-Undang Nl)-5 Tahun 1994 Temang Pengesallan United Na1i<ms 
Convention on BJ.Qiogicol mwrsity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 
Keanc:kamr,man Hayall). [LN. 1994-4, TLN. No. 3556J. 

11 Sardjono, Op.cit., 65-66. Mcnurul Agus SardjonOt CBD J;Jdalah kunvcnsi mengenai 
lingkungan hidup, sedangkan perlindungan paten adalah isu mengene:i perdagiiJ18liD. Oleh kareno 
itu , masuk akal jika masalab pedindungan HKI bagt sumber daya genetika (bandiogkan dengan 
pengelahuan tradisunal) menjadl sangat superficial. Lihat David Hurlbut, "'fixing the Biildiversity 
Convenlion : Toward a Specl!U Prokx:ol for Related fntellcctual Property"', NaJural Resources 
Journal, (Vol. 34, 1994}, 380. 
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Tujuan utama CBD tersebut menjadi landasan bagi negara~negara 

berkembaflg untuk melindungi sumber daya hayati mereka dari pemanfaatan 

o)eb negara maju dan hal penting iainnya adalah pembagian manfaat atas 

kepemilikan somber daya hayati tersebut. 

Amerika Serikat enggan ikut serta daJarn konvensi CBD, dengan a!asan 

konvensi ini dapet mengurangi perlindungan atas hak paten. Hal ini 

berteofllngan dengan kepentingan Amerika Serikat dalam rangka 

pengembangan industri botekeologi. Akibatnya Amerika Serikat fidak 

memiliki kepentingan datam upaya perlindungan sumber daya hayati dalam 

CBD.176 

Dalam CBD terdapat peranan penting terhadap akses pada sumber daya 

hayati, ditekankankan prinsip kedaulatan negara terhadap kepemHikan swnber 

daya genetika.171 Akses terhadap sumber daya genetika diatur dalam Pa.sal 15 

CBD. disebutkan sebagai berikut : 

"1. Recognizing the sovereign rights of Stales over their natural 
resources, the authority to determine access to genetic resources 
rests with the notional governments and is subject to national 
legislation. 

2. Each Contracting Party shall endeavour to create conditions to 
facilitate access to genetic resources for environmentally sound 
uses by other Contracting Parties and not to impose restrictions 
that run coumer to the objectives of this Comention. 

3. For the purpose of this Convention, the genetic resources being 
provided by a Contracting Party, as referred to in this Article and 
Articles 16 and 19. are only those that are provided by Contracting 
Parties that are countries of origin of such resources or by the 
Parties that have acquired the genetic resources in accordance 
with this Convention. 

4. Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and 
subject to the proviSions of this Arlick 

5. Access to genetic resources shall be subject to prior i!iformed 
consent of the Contracting Party providing such resources, unless 
otherwise determined by that Party. 

6. Each Contracting Party shall endeQllQur to develop and carry out 
scientlfu; research based on genetic resources provided by other 
Contracllng Partie:; with the full participation of, and where 
possible in, such Contracting Parties. 

116 lb1'd., 61. Llhat Anthony D' Amato and Doris Estelle Long. lnternationalln!ellecluol 
Property Anthology, (Cincinnati : Anderson Publishing Co., 19%), 79. 

m Lihat Preamble of CJJD. 
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7. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or 
policy measures, as appropriate, and in accordance with Articles 
16 and 19 and, where necessary. through the financial mechanism 
e,o;tablished by Articles 20 and 21 with the aim of sharing in a fair 
and equitable way the results of research and development and the 
benefits arising from the commercial and other utilization of 
genetic resources with the Contracting Party providing such 
resources. Such sharing shall be upon mutually agreed terms." 

Konsekuensi <lari prisip kedaulatan atas ak.ses sumber daya hayati, 

adalah perlunya pen~turan berdasarkan kerangka pen~tunm nasional. CBD 

memberikan negara anggota hak untuk mengontrol akses terhadap sumber 

daya hayati dan hak untuk menerima pembagian yang adil atas pengunaan 

manfaat dari sumber daya hayati mereka. Hal ini merupakan suatu momentum 

bagi negara berkembang.. kekayaan hayati dinUai sebagai ''property k.husus" 

dalam sebuab kedaulatan negara atas perolehan akses dan pembagian manfaat 

dari .sumber day a tersebut. 1111 

Dalam hukum nasionaJ sendiri perlu disempumak~ agar terbentuk 

kemngka yang lebih menjaminfair and equitable. Oleh karena kewenangan 

menentukan akses terhadap sumber daya genetika ada pada pemerintah. 

Diharapkan dengan kerangka tersebut dapat menjadi suatu sistem yang 

memberikan perlindungan atas sumber daya hayati yang memiliki nilai 

ekonomi (bioprospecting). 119 Tetapi sampai saat ini atunm yang mengatur 

tenta.ng akses dan pembagian rnanfaat atas penggunaan sumber daya genetika 

belum diatur dalam peratura.n nasionallndonesia.180 

SeJain itu di antara negara-negara anggota CBD, tidak ada 

kesepahaman daJam substansi ~'envirantmenta/ly sound uses", "fair and 

equitable'\ 11prior informed consenf1
, Dalam hal ini masing-masing negara 

dapat menafsirkan sesuai dengan kepentingan masing--masing.uu Menurut 

Chris Wold sehagai berikut: 

1111 Kanclmna Kariyawasam, '"Access to Biological Resources and Benefit~Sharing : 
Expolrlng A Regional Mechanism lo Implemenl the C6D in SAARC Countries". European 
lntellecluul Properly Rftl'iew, {SweeL & Maxv.;:ll Limlt.ed and ('..ontributors, 2007), 325. 

119 Ibid., 
180 Purwnndono (beritabumi.or.id) dnlam "Negara Megabiodivcrnitas Tanpa 

Pcrlindungan Sumbcr daya genetika., <hLtp://!(trs:stgmn.weh.id/nrtikcl12008/0311'l{!.l.f:£arn­
m<:l?,ahiodiversila§::.tQ!1,n!l~!)crlinduag.'Jn·S~mb~:N!:Jyn•g!(!!J:Jika.hlm(>. diakses pada 6 Mt.'i 200&. 

lSI Sardjono, Op.dt., 67-68.. 
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''The parties must also interpret "prior informed consent" to define the 
groups that must to be informed and allowed to participate in the 
negotialiom regarding access and benefit sharing. Although the 
Biodiversity CcTtVenJion applies only among States, it clearly is meant to 
bring others, particulary indigenous people, into the decision-making 
process. Because of the Parties' lack of experience in this area, simple 
resolution of these issues is likely to be long and difficult. » 131 

Dengan memberi kebebasan dalam menafsirlom dslam bentuk 

perlindungan hukumnya, membuat CBD Ieman. Sehingga menyebablam di 

antara negara-11egara berkembnng tiduk ada keseragaman tentang upaya 

perlindungan yang dimuksud, tennasuk perlindungan bagi somber daya 

genetika. 133 

Melihat negara-negara berkembang yang tergabung dalam the South 

Asian Association for Regional Co-operation (SAARC)u4 dalam 

rnengupa.yakan perlindungan hokum terhadap akses sumber daya hayati, 

melalui CBD. Secara llustrasi disimputkan upaya perlindungan disebabkan 

oleh karena swnber daya haynti tersebut telah dirampas oleh negara-negara 

maju. us 

Negara Asia SeJatan memiliki variasi eksl.rim dari cuaca, 

keanekaragaman budaya dan s:pesies liar tanaman dan hewan. yang membuat 

wilayah ini kaya aka.n sumber daya genetika. Terutama Asia Selatan adaJab 

merupakan tempat keaneka.ragaman botani. untuk tanaman obat ttadisional. 1116 

Pada dasamya diperkimkan lebih dari 8.000 spesies tanaman di Asia Selatan 

dapat digunakan sebagai tanaman obat dan 80 % penduduk menggunakan 

pengobat:an tradisonal berdasarkan pada tanaman obat tersebut. 137 

Dengan ditemukannya berbagai tanaman yang berguna dalam 

pengobatan, meningkatkan ketertarikan seca.ra luas untuk mengembangkan 

industri biofarma. Sehingga menimbulkan akihat pemanfaatan akses dan 

n:z Ibid., Llhal Chris. Wold, "'The Utility, and Future of the Biodiversity Convention"', 
ColorndoJownal qflmernmiom/Emironmental Lawtmd Policy,(Vol. 9, 1998),9. 

m Ibid .• 68. flatuiingkao dengan perlind!.lflgan bagi pengetahuan tradisionat df bidang 
obat-obala.n.. 

Ia( Kanchann Knriy..tWii$3m, Op.cit .• Negarn anggota SAARC adalab Bangladesh. Bhulan, 
lndia, the M::tldives., Nepal, Pakistan and Sri Lanka. SAARC berdasarkan pada Dhaka De<:larntlon, 
8 Desember 1985. Lihat \\\HLsaarc-;ec_:;;rg. 

155 Ibid., Abstrnct. 
IIIII Ibid., 325~326. 
Hl1 Ibid., 
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sumber daya genetika secara tidak patut (ekspioitasi besar-besaran dan tanpa 

izin dari pemerintah setempat) dan semakin meningkamya pennobonan paten 

atas bahan~bahan sumber daya genetika mereka.1 88 

Dengan kesadaran keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi1 sehingga memerlukan perlindWlgan hokum terhadap akses dan 

pembagian manfaat dari sumber daya hayati tersebut. Oleb karena itu negara­

negara yang tergabung dalam SAARC membuat hukum nasional untuk 

menegaskan peraturan CBD, yang memberikan kebebasan pengaluran sesuai 

Pasal 8(j) CBD'". 

Beberapa bentuk pengaturan berdasarkan CBD yang dituangkan dalam 

bentuk hukwn nasional di beberapa negara-negara anggota SAARC, antara 

lain: 

Pertama, India dengan the Biological Diversity Act 20fXl. 190 Isi undang~ 

undang (UU) tersebut mencalrup pengaturan perlindungan terhadap akses 

sumber daya hayati dan dengan pengetahuan terkajtnya dari pernanfaatan oteh 

pibak asing (baik individu maupun organisasi). Jika tanpa disertai pembagjan 

manfaat dari penggunaan tersebut. Diatur juga mengenal siapa saja yang 

memerlukan akses terhadap sumber daya hayati India, memerlukan prior 

informed consent dari the National Biodiversity Authority (NBA).191 Pada bab 

6 UU tersebut melarang pengajuan HKl atas penemuan dengan dasar somber 

daya hayati India, di dalam atau di luar India sebelum memenuhi prior 

approval dari NBA.'92 Sedangkan untuk akses sumber daya hayati yang 

m Ibid., 327. 
1119 Art. 8j CBD, "&J(:h contracting party shall, as jar as possible and as oppropria/e 

sub}ecJ to its national legislation. respect, preserve and maintain knowledge, innovat}()ll$ i'1nd 
practices of indigenous and local communilies embodying traditional lifestyles rtlevant fw the 
ccmsen;atirm with Jhe apprOWJI and itTVo/vemenf of the holders of .such knowledge, innovations and 
practices and encourag? the equitable sharing of benefits arising from the uliJization f?! such 
knowledge, inffl.TIIalions umJ pracJias."' 

190 Kanchana Kariya""1i5am• Op.cit .• 328. 
111 ibid., Uhat Biclogicol Diversity Act 2002. Section 4. «The perSOI'lS who shall he 

requiud ic take the approval of the Naticnal IJitJdiversity Authority untler subs,(!) aN lite 
following. namely: "(a) person who is nal a citizen of India; (b) a ciflzen of India, who is a non­
residenl as <kflned in clause (30) cJ s.2 of the fncomr.Hax Acl, 1961; (c) a body corporate, 
association or organization (i) not incorporated or registered in lndia; or (il) incorporated fJr 
registered in !JUlia under any law for the time being in force which has any norr~Jndian 
participation in iJs share capital or managemem." 

191 Ibid., Lihat Biological Diversity Act 2002. &ction 6. "NBA may, while granting the 
approval under lhis section. impose bemifi<-sharingfoe or royalry or both W" impose conditions, 
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memiliki tujuan komersial harus dengan prior intimation dari the State 

Biodiversity Board.193 

UU ini juga mernbedakan pemberlak.uan hukum dan penerapan sanksi 

antara individu dan organisasi India dengan pihak asing dalam hal akses., 

sumber penelitian. dan pembagian manfaat. Semua pihak asing dibatasi 

terhadap akses dan pengetahuan alas somber daya hayati dengan kontrol ketal 

dari pemerlntah setempat 194 

Dalam pemberlakean the Biological Diversity Acl 2002, tetap masih 

ada kekerangan dan kekooongan dalam penegakan hukum perlirulungan 

sumber daya hayali. Contoh : UU tersebut belum tentu menyedlakan rezim 

yang oocok dengan konservasi alam setempat dan atau tidak sesuai dengan 

kepentingan suku atau komunitas setempat, di mana mereka adalah yang 

terasosiasi langsung kepada pengetahuan tersebut.195 

K£dua, Bangladesh dengan the Biodiversity and Community Knowledge 

Promction Act 1998.196 UU ini menegaskan konservasi sumber daya hayati 

dan sumbet daya genetike, pengetahuan terkai~ budaya dan praktik da!am 

mengembangk.an keanekaragaman, bero.rti sebagai penunjang sistern 

kesehatan dari masyarakat Bangladesh. 197 

Semua sumber daya hayati dan sumber daya genetika dalam wilayah 

terilmial Bangladesh akan dihubungkan dengan HKI, pengetahuan budaya dan 

kebiasaan yang ada dalam masyarakat lokal. Baik dalam bentuk yang 

mempunyai wujud atau dalam bentuk dan ekspresi tidak berwujud. ada1ah 

including the sharing of financial brmejifs arising out of the commer-Ciof Utilisation of Slfch rigllls. 
Tire provisions of this suction shall not apply to any person malring wr application for any righl:s 
under W9' law relaling lo proteclion of plant varieties entJ£ted by Parliament as the concerned 
authority granting such right shalf enclose a copy of such document gnmting lhe righl lo lhe 
NHA." Uhat Biological DM:rsity Ac-1 2002. Section 6. 

1
"

1/bid,, Lihat Biologicof Diversity Act 2002. Sulion 1. "This prtJFision shalt nol apply to 
the local people and communities of lhe area, including growers and cultivotor.s of biodiversily, 
andvaids and hakims, who haw! been prllCricing indigenous medicine." 

194 Ibid., Libot R. Sagar, "Intellectual Property, Benefit-sharing and Tr.tdilional 
Knowledge: How Effective Is the Indian Biological Diversity Act, 2002?" (2005) 8(3) Jounwl if 
World lmeflectua/ Property 383 at p.3S7. 

190 lbid.,Lillat Sagar, above fu.34, p.400; see also P. Cullct and J. Raja, "lntclk:ctlill.l 
Property Rights and Biodiversity Management: The Case of India" (2004) 4(1) G/()baf 
Em1ironmental Politics 261. 

l!Ui Ibid., 328-329. 
191 Ibid., Lihat Arl.2(a) Biodiversity and Community Knowledge ProteclionAcl 1998. 
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milik masyarakat Bangladesh dari masa Jalu, sekarang dan masa depan. Hal 

ini menjadi dasar kedaulatan negara atas sumber daya hayati terkait dengan 

akses dan pengetahuan tradisonal. Akses harus melalui mekanisme prior 

informed consent dari masyarakat lokal dan pemerintah.198 

Keliga. Pakistan dengan Access and Community Rights of Law 

1004. UU ini bertujUIUI untuk melindungi hak komunitas lokal atas somber 

daya hayati dan pengetahuan tradisional, penemuan dan kebiasaan, khususnya 

rasa hormat dalam penggunaan sumber tersebut. "' 

Bandingkan dengon Indonesia dengon luas wilayah 1,9 jula kilometer 

persegi."" Negara kepulauan dengon 18.110 buah pulau.''" Dengon wilayah 

di antata doa samudera, Samudera Hlndia dan Samudara Pasilik dan dua 

benua, Asia dan Australia. Hal-hal .ini menjadikan Indonesia negara yang 

memHiki keanekaragarnan hayati yang besar~ baik di darat dan di laut. Laut 

Nusantara juga dikenal mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi 

(marine megadiversity). Terdiri atas rumput laut lebih 700 jenis. karang batu 

lebih 450 jenis, rnoluska lebih 2.500 jenis, ekonudennata sekira 1.400 jenis, 

krustasea lebih 1.500 jenis dan ikan lebih 2.000 jenis.'02 Fakta geografis 

tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan mega swnber 

keanekaragaman hayati. Keaneknragaman hayati tidak hanya meneakup 

keanekaragaman genetika, tetapi juge spesies, ekosistem dan budaya, yang 

bemilai tinggi da!am dunia perdagangan atau sebagai aset nasiona1.203 Tetapi 

sampa.i saat ini Indonesia belum mempunyai pemtoran nasional yang 

mengatur perlindungan sumber daya hayati dan sumber daya genetika, 

2.2.2 Rekayasa Genetika dan Perlindungan Sumber Daya Genetika 

Berbentuk Spesimen Virus 

m !hid,, Lihat Art.. 7 BiiJiiiversif)' and Community Knowledge Protection Ac/1998. 
l'i'> Ibid., 329. 
200 M. lwan Gayo, Ruku Pinlar &ri Senior, cet. 39, (Jakarta : Pustaka Warga Negal'tl., 

2006), 480, 
lOL Ibid .. 
m Andy Jauhari, "Kcanekaragaman Hayali indonesia Belum Termanfaatkan Unluk 

Kesejahteraan", {Antara, 25 Mei 2008), Kcmcnterian Negara Lingkungan Hidup , 
hUp:l/wwt\'.indonesia.go,(Jiidfim!c:::.phft?0ptiun=cnm cnntcnt&!ask-\·icw&id=7443&Itcmid-709 
.J5April2009. 

WJ Abdul Bari Am<!, Proccerllng. Op.cit,, 8~9. 
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Perkembangan teknologi memungkinkan rekayasa genetika. 

Rekayasa genetika berawal pada tahun 1970 yang dipicu beberapa teknik, 

antara lain : mengurutkan deoxyribose nucleic acid (DNA); DNA rekombinan, 

sintesis DNA. dan PCR (Polymerase Chain Reaction). 204 Menurut Mae- Wan 

Ho rekayasa genetika berbeda dengan teknik pemuliaan konvensionaf2G5~ 

antara Jain: 

"{I) Rekayasa genetlk merekombinasi materi genetik di Jabomtorium 
antara spesies yang tldak saling kawin secara aJami. 

(2) Metode pemuliaan seoara lronvensional mengacak berbagai bentuk 
berbeda dari gen yang sama (allele), sedangkan rekayasa genetik 
memungkinkan gen yang sama sekali barn (asing) untuk 
dimasukkan di mana dampak pada fisiologi dan biokimia dari 
organisma b"ansgenik yang dihasilkannya tidak dapat diprediksi. 

(3) Pengandaan gen dan sebagian besar transfer gen dimediasi oleh 
vektor, yang mempunyai sifat yang tidak diinginkan, seperti 
berikut ini : 
a. Banyak yang bernsal dari virus penyebab penyakit, plasmid dan 
elemen loncat-DNA parasitik yang mempunyai kemampuan 
menyerang sel dan menempatkan diri dalam genom set sehingga 
menyebabkan kerusakan genetis. 
b. Vektor dirancang Wltuk mematahkan hambatan antam spesies 
sebingga bisa memindah~minda.bkan gen di antara banyak spesies. 
Keragaman inang yang tinggi berarti vektor mampu menginfeksi 
banyak hewan dan tanaman. dan dalam proses itu. mengambiJ gen 
dari virus pada semua spesies tersebut untuk menciptakan patogen 
barn. 
c. Secara rutin mereka membawa gen penanda yang kebal terhadap 
antibiotik, yang sudab menajdi masalab kesehatan publik yang 
seri.us. 
d. Saar: ini semakin banyak vektor yang dibuat untuk mengatasi 
mektmisme pertahanan sepesies penerima yang menguraikan atau 
melumpuhkan DNA asing." 

Perlindungan sumber daya genetika dalam bentuk spesimen virus. 

merupakan •hal baru' dalrun kesehatan publik modem.2°6 Dijelaskan dalam 

perbedaan di atas, bahwa rekayasa genetika memungkinkan menciptakan 

104 Mill!-Wan Hn, (Gemtlic Enginering,' dream cr Nigtlrmare). Him Jhamtani, ed., 
Relrayasa Genelik: lmpiatr aJou Petalra, (Yogyakarta : I nsistPres.s. 2008). 51. 

20~ Ibid., 52-54. 
lll!i Dis.lmpulkan berdasarkan peodapal D Amstrong 'hal baru' pada kesehatan publik 

modem terfokus pada bahaya yang timtrul aklbat campur tangan manusia kcpada alam. Lihat D 
Arnstrong, "from Clinical Gaze ro a Regime of Total Heallh. Health and Wellbeing: A Reade;"', 

(London: Macmillan. 1993) dalam Linda Johnson, Defming Public Health, dalam Lrtw c!'Jdihe 
Public Dimension. <I Health, Op.eit., 4. 
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patogen baru , oleh karena vektor dirancang untuk menghitangkan hambatan 

antar spesies. sebingga terdapat kemungkinan tercarnpur gen virus, yang 

merupakan agen penyebab penyakit atau infeksi. 

Dalam hal ini perlindungan spesimen virus sebagai sumbe:r daya 

genetika berhubungan erat dengan vaksin. Vaksin secara berkelanjutan terus 

dikembangkan, terdapat vaksin berdasarkan DNA, vaksin untuk penyakit 

kanker dan vaksin dari virus yang menyerang sistem imunitas tubuh (seperti 

HIV).'"' 
Pada proses vaksinasi, orang diberi antigen-berupa agen virus inteksi 

yang sudah dilemahkan, bertujuan sistem imun tubuh akan merespon antigen 

dengan memproduksl antibodi. Proses vaksinasi ini biasanya mencapai tujuan 

sampai padn keberhasilan 90 %.'"' 

Vaksinasi dibagi pada dua kelompok, yaitu pertama, vaksinasi kbusus 

ditujukan bagi orang yang mungkln terpapar penyakit tertentu. Misalnya untuk 

turis. Ked~ vaksinasi massal untuk semua orang, biasanya pada anak..anak 

dan merupakan rekomendasi dari pemengang kebijakan kesebatan publik.""' 

Pada spesimen virus Flu Burung, terdapat keharusan negara-negara 

yang terlnfeksi (negara berkembang) menyerahkan spesimen virus melalui 

WHO Collaborating Center (WHO CC), di mana menjadi bahan dasar vaksin­

seed vaccine (bagian dari virus yang diproses), secara cuma-cuma. Kemudian 

tldak memberikan pembagian man:fuat dan keuntungan pada negara 

pengkontribusi spesimen virus tmebut. Ju~tru sebaliknya negara terinfeksi 

harus membeli vak:sin dengan harga yang mahaL2100leh sebab itu diperlukan 

perlindungan hokum surnber daya genetika, karena terdapat ketidakadilan 

daJarn akses dan pembagian manfaat dari spesimen vjrus Flu Burung. 

am Stephanie Pywell, "'Plll1icutar Issues Of Public Heallh: Vaccinalion", dalam Law and 
1'he Public Dimensioo ofHetillh, (London: Cavcndisb Publishing. 2001). 326. 

101 lbid.;l99. 
lUll ibid .• 
210 Sangeeta Shashik::mt, ""WHO meeting on avian flu virus ends with draft documents", 

TWN News.SIOJ'les, 2007. Lih!lt <bttp;/lww'W.twnsideorg.sg(ti!lc2/avian.flu: . ../ncws. slclri;;:;; 
J!!Jns.Ol4Jum>. diukses pnda 27 Febuari 2009. 
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2.2.3 Status Spesimen Vim., Flu Burung Strain Indonesia 

Dalam perkembangun HK! terdapat kepentingan yang saling 

bertumpuk. mengenai perlindungan public domain terhadap akses dan status 

sebuah sumber daya hayati. sumber daya genetika dan pengetabuan 

tradisional.Z11 Hal ini berakibat pada hak cipta,. akses obat--obatan? dan 

pembatasan paten. Dalam satu dekade terakhir banyak berkembang open 

soura! untuk memacu penernuan baru. Dipihak lain pertumbuhan dalam 

kesadaran masyarakat lokal dalmn semangat kemandirian (self-determination), 

identitas bang5at dan akses terhadap swnber daya, serta tuntutan penegakan 

keadilan.212 

Legitimasi negara~negara berkemba.ng pasca kemerdekaan dalam 

sistem hukum internasiona[. masih melekat hukum-hukum koloniaUsme yang 

kurang berkuilan dengan prioritas dan kepentingan dalam negeri. Kemudian 

dalam penerapan WTOITRlPs pada tahun !994 yang berlaku secara 

multilateral. di mana pemturan ini meningkutkan (up-grade and up-date) HK! 

di negura-negara berkembang. Sehingga bagi negara-negura berkembang 

seperti kembali lrepada hukum masa kolonial.213 Dalam proses ped<:embangan 

bemegara melalui petjanjian bilateral, multilateral dan regional, harus 

dikonfirmasikan status negara-negara berkembang sebagai suatu subjek yang 

memiliki kedaulatan, di mana rnernpakan sesuatu yang hams dijunjung tinggi 

sebagui hak khusus (keutamaan)?14 

Pandangan bahwa "genetic resources are a common heritage of 

humankind'm5
, menyebabkan industri farmasi yang berbasls riset dari negara­

negara maju memsa memiliki kebebasan untuk mengekspoitasi sumber daya 

genetika untuk kepentingan farmasi. Jadi pandangan tersebut membuat 

negara-negara maju memperlakukan sumber daya genetika negara-negara 

111 Krishna Ravi Srinivas. "Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights: A 
NoteQn Issues, Some Solutions und Some Suggestions"', 3 Asian J. WTO & lnt'l Heallh L. & Pol'y 
Asian Journal ofWTO & International Health Law I'Uld Policy, (Vol. 81, March, 2008), 81-83. 

212 ibid., 
m Keith Aoki, "Dislributive and Syncretic Motives in Intellectual Property Law {With 

Special Reference lo Coercion, Agency and Dcvelopmelll}"', US Davis Law Review VoL 40, 
{Net.717, Maret 2007}, 774-775, 

214 lbid., 
m Sardjono, Op.cil,, 9&-99. Lihat non~binding Internaticnol Undertaldng fJ/ P/OJII 

Genetic Resources. Report of !he Conference of F AO, 22m:! Sess. 285, U.N. Doo. C 83JR£P 
(1983)-
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berkembang sebagai public domain. Oleh karena itu juga negaraMnegara maju 

memandang status spesimen virus Flu Burung strain Indonesia dianggap 

sebagai public domain. sehingga siapa saja (individu) bebas untuk 

mengeksploitasi dan mengomersiaJkan untuk keuntungan diri sendlri. 116 

Padahal menurut CBD terdapat pembatasan terhadap pemanfaatan sumber 

daya genetika melalui kedaulatan negara tempat sumber daya tersebut berada 

dan diatur mela1ui hukum nasionai.Z17 

Jadi status spes1men Flu Burung dianggap oleh negara-negara maju 

sebagai public domain berdasarkan genetic resources are a common heritage 

of humankind'', yang membuat akses sumber daya genetika terSebut terhuka 

wttuk diekspolitasi oleh siapa saja. Oleh karena itu perlu perlindungan hukum 

nasional berdasarlom CBD, bahwa kepemilikan sumber daya tersebut dibatasi 

oleh kedaulatan negara. 

Anggapan spesimen virus sebagai public domain, didukung oleh sistem 

WHOIGISN, yang bersifat tidak adil dan tertutup atas data sekuensi dari 

spesimen virus Flu Burung, di mana seharusnya terbuk:a untuk rfsk assessment 

dan kepentingan riset pakar. 

2.3 Ketidakadi1an dan Penyimpangan Pemanfaatan Somber Daya Genetika 

Ketidakadilan di.rnsaka.n oleh negara berkembang karena terdapat 

pemanfaatan dari surnher daya genetika miHknya oleh negara maju. tetapi justru 

negara berkembang sebagai pemilik sumber daya. kurang dapat meniltmati 

manfaatnya. 

Terdapat standar ganda dari pihak negara maju. di mana untuk melindungi 

kepentingannya (kelebihannya dakun hal moda~ perdagangan, dan teknologi), 

mereka memaksakan peraturan WTOfl'RIPs agar berlaku secata global. 

Sedangkan CBD yang bertujuan melestarikan keanekarngaman hayati secara fair 

and equitable ditolak oleh negara-negara maju. Penolakan dala.m meratifikasi 

216 Sardjono, Ibid, 16. Bandingkan da!am hal pcngctalman obat-obalan tradisonal scbagai 
pub/H.: ®main. 

m Lihat Art. l5 (1} CBD. "Recognizing lhe sovereign rlglits afStares m'tlr <heir natural 
rf!QQ/trces, !he awiwrity to de.rermim: access to genetic n:sources re;sts with tlte MfiOJJal 
governments and is subjecl to notional legislation.» 
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CBD negara maju, terutama Amerika Serikat dengan alasan menghalangi paten21
', 

Tetapi lebih karena sebagian besar keanekaragarnan hayati dan genetika berada di 

negara berkembang dan mereka tidak ingin kehilangan akses untuk memperoleh. 

keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal. Sebagai 

suatu sumber daya dan pengetahuan yang telah terbukti memberikan keuntungan 

elronomis dan tekn<>logis.'" Serta peran penting sumber daya genetika dalam 

penelitian dan pengembangan produk funnasi. 

Terdapat kontroversi etika dalam penelitian medis internasional, yang 

hiasanya didukung oleh negara maju atau industri farmasi dengan tempat 

pelaksanaan di negara berkembang. Kemungkinan negara berkembang 

diekspoitasi karena terdapat standar ganda (double stcmdartl) dari penerapan 

subjek penelitian medis dibandingkan dengan kawasan Utara Arnerika dan 

Eropa.22o 

Padahal berbagai infonnasi mengenai virus~ genetika dan antigen 

influenza harus disebarluaskan untuk kepentingan risk assessment dan vaccine 

developmenJ, sebagai riset para pakar.221 

Menurut Dick Thompson dari WHO~ hasil data sekuensi dari spesi.men 

virus Flu Burung. hanya tersedia secara worldwide pada 15 Jaboratorium saja. 

Termasuk WHO CC dan Reference Laboratories untuk Flu Burung, juga 

laboratorium nasional 1ainnya (yang berdasarkan persetujuan dan menerima 'the 

terms to use~). 222 Oleh karena itu mengingat kemungkinan terjadi pandemi. maka 

data sekuensi virus Flu Burnng menjadi sangat berniJai. 

Beberapa peneliti dan pemerintah meminta pada WHO untuk membuka 

data sekuensi virus Flu Burnng k:epada publik, mengingat terdapat kepentingan 

keselrnmn publik global. Tetapi WHO mengbalangi (discourage) negara·negara 

m Sardjono, Op..clt., 66. Llhal Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long,lntematicnal 
lnteflectuq/ Property Anthology, (Cincinnati: Anderson Publishing Cu., 1996) 79. 

11\l Jb!d.,35. 
220 Ruth MaekJin, Double Standards in Medical Research in Developing Countries, 

(CambridJe: Cambridge UP, 2004), L 
1 WHO/WHA60. ResolutionsA60/INF.DOCJI. 22Maret 2007. 2~3. 

121 Grain," The Top-Down GlobaJ Response To Bird Flu", Agalru· The Grain, April 2006. 

Universitas Indonesia 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



52 

dan rnelalui beberapa collaboraling labs yang bersikeras untuk menahan data 

sekuensi, mungkin karena mereka ingin menahan hak atas infonnasi.223 

WHO ddak menyebutkan collaborating labs mana yang melakukan 

peno1akan pemberian data sekuensi vjrus Flu Burung, tetapi sangat jelas sebagian 

besar para peneliti dari Amerika Serikat menghalangi (obstacle) infonnasi data 

sekuensi te,..but Salah salu WHO Collaborating CenJer (WHO CC} yang 

menerima spesimen virus Flu Burung adalah The US Centre for Disease Control 

(CDC) dan merupakan jaringan pusat program penelitian influenza global milil< 

pemerintah AS. CDC menolak basil sekuensi virus Flu Burung menjadi data 

publik. Menurut David Webster, konsultan indus1ri kesebatan Amerika Serikat, 

dispekulasikan CDC peduli alas publikasi data sekuensi virus Flu Burung dapat 

menyebahkan penyalahgunaan sehingga menimbulkan malapetaka (jeopardize). 

Jadi lebih baik R&D vakain bekerja sama dengan perusahasn privat saja.224 

Arnerika Serikat mengambil dati sekuensi dari sampel virus Flu Burung 

yang dikumpulkan oleh negara lain. Data yang diambil berasal darl sampel yang 

diserahkan oleh negarawnegara yang terinfeksi pada WHO CC untuk ditest atau 

secara langso.ng dik:umpulkan oleh US surveillance programme, sepertl ditangani 

oleh the Depart11UI.nJ of Defeme's global network of Naval Medical Research 

Units (NAMRU).225 

NAMRU di Cairo adalah WHO CC untuk pengawasan terbadap penyakit 

menu1ar yang muncul di wilayah Timur Tengah dan Mediterania. antara Jain: 

Azerbaijan, Irak dan Mesir.226 Juga NAMRU Indonesia, secara berkesinambungan 

m Ibid., "WHO expects agreement on system to open up controversial blrd flu database"', 
CantJdian Press, 20 March 2006, Helen Brnnswcll, "Lubs shouldn't hoard flu data: Researcher," 
Ctmadian Press, 12 March 2006. " •.. Out the WHO is dragging its foet, insisting that this would 
discourage countries and some of its collaborating labs from submilting data, presumably because 
they want to retain right:l. aver the information." 

n• Ibid., Rebecca Carr, "CDC locks up flu data: Critics call pollcy lao reslricUve," The 
Atltmta Journai-Ctm.ttituliun, 3 ~tobcr 2005. 

m Jbid.,The Sl. Jude's Research Hospital of Memphis, Te~ee, a WHO ref~mJnce lab 
for bird flu, has been particularly ac1ive in coliecting samples and identifying candidates for 
V«cine developmen1 under programs fomled by ilw US government and directed by Dr. Rcbert 
Weimer. Lilmt hHp;fi\}}:>:JV.Qjaisl.nih.imv/dmid/lnf1u<>n7nlpnndcmJ£,IUm, 
!."4 Ibid., Lihat MedAire, "Avian flu outbreaks: Archived country updalesg: 
htlp:t/w .. vw.medllirc.corntnc\\Sletter/a\'i.an archived i!It~!Jg1~s.asn; dan WHO·EMRO website: 
httn://www.em~tnJLrmr/co\labcm;ttinncentrcs·emr.htm. 
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menjadi WHO CC untuk wiJayah Asia Tenggar:a.227 Tetapi setelah kctja sama 

selama 30 tahun pemerinlah Indonesia menyatakan akan menon4ktifkan 

NAMRU pada akhir !ahun 2005 (dengan babisnya kontrnk). Pejabat Kementerian 

Luar Negeri mengatakan pemerinlah Indonesia menginginkan perubahan terhadap 

pOSisi yang terkait dengan pengembangan potensi vaksin Flu Burung. Mengingat 

potensi tersebut bemilai julaan Dollar. Hal ini untuk mempertimbungkan 

pembaharuan kontrnk NAMRU di Indonesia dan menyediakan perlindungan HKI 

atas sampel-sampel yang dikumpulkan pada wilayah Indonesia. 228 

Dari berbagai fakta di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

ketidakadilan dari negara maju (terotama Amerika Serikat) yang ingin menguasai 

informasi data sekuensi dan tindakan pengambilan sampel virus Flu Burung dari 

WHO CC dan secara langsung melalui NAMRU. Kemudian tindakan 

menghalangi dari WHO ata.s data sekuensi virus Flu Burung untuk membatasi 

informasL Padahal dalam slstem GJSNIWHO disebutkan pengiriman spesimen 

virus untuk risk assessment sehingga bersifat terbuka bagi negara-negara anggota. 

Jika te!jadi penyakit yang dikatagorikan burdasarkan lHR 2005, ncgara 

terinfeksi wajib melapoiksn dalam wakta 24 jam kepada GISN dan disertai 

spesimen virus yang terkait. Seteiah itu hanya diperintahkan untok menunggu 

kon.finnasi basil diagnosis dari virus yang dikirim. Negara pengirim tidak pernah 

tabu proses yang dilakuk:an terhadap spesimen virus tersebut dan dibawa ke mana. 

Mengutip pemyataan Menteri Kesehatan Siti Faditah Supari : 

"Diapakankah virus tersebut, dan apakah akan dibuat vaksin atau bahkan senjata 

biologi? Kepada siapa saya harus bertanya? Apa hak: dari negara pengirim virus 

yang biasanya adalah negara yang sedang berkembang dan negara miskin?"229 

2.3.1 Akses dan Benefit Sharing Atas Pemanfaatan Sumber Daya 

Genelika 

ll't Ibid.. Lihat D~D-GElSWeh; hUp://www geisJhp osd' mii!GEJSlTrt1ioing'!namrt1~ 
@MI?· 

111 !bid., Lihut "lndonesia plays a dangerQ\IS game wlth avian flu", Scientific American, 5 
Dcscmbcr 2005. Lihat "Indonesla may allow US Jab remain", As:wsiated Press, 7 Dc&:mber 
2005.Libat "indonesia wants Navy Jab's flu vaccine". Associated Press, 7 December 2005 
http:/!www 41"" >limes. oom/prinl.pltp'!f= I-29~?.12::.!.J22098,Q!m. 

2
H Supari., Op.cit., l L 
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Akses dan pembagian manfaat (benefit sharing) atas pemanfaatan 

sumber daya genetika perlu diternpkan mengingat nilai ekonomis yang 

terkandung dalam sumber daya genetika tersebut, yang dapat mengbasilkan 

produk-produk turunan yang sangat bermanfaat dan bemilai. 

Sumber daya genertika dianggap oleh negara-negara maju sebagai 

public domain berdasarkan "genetic resources are a common heritage of 

humankind', yang membuat akses sumber daya genetika tersebut terbuka 

untuk diekspolitasi oleb siapa saja. Oleb karena itu perlu perlindungan hukam 

nasional berdasarkan CBD, bahwa kepemilikan sumber daya ternebut dibatasi 

oleh kedaulatan negare. 

Dalam bidang kesebatan. kepemilikan spesimen virus Flu Burung~ 

berdasarkan distributive ju.vtice., tidak adil jika masyarakat negara~negara 

berkembang sebagai tempat dan surnber penelitian yang berpotensi menderita 

penyakit tidak mendapatkan keuntungan dari basil penelitian tersebut. oleh 

karena itu perlu diterapkan konsep compensatory justice. Compensatory 

justice diartikan sebagai berikut : 

"the notion of compensatory justice goes beyond that fairness l'n 
distribution in an allempt to remendy or redness pas wrong. An example 
/rom history of human subjects research is that of monetary payments 
made to survivors, to compensate them for the harm or wrong done by 
the study." 231) 

Compensatory justice dapat diterapkan dalam dua kontek;:n. yaitu 

pertama~ terdapat kasus-kasus di mana terdapat orang-orang yang terluka 

akibat penelitian. Mereka berhak atas kompensasi berupa uang ganti rugi atau 

keuntungan lainnya, Kedua~ kanma: sudah sukarela ikut penelitian, maka perlu 

ada penggantian gaji dan berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan 

penelitian tersebut. 

Dari pengertian compensaJory justice tersebut dapat diperluas dalarn 

akses dan benefit sharing atas kepemilikan sumber daya genetlka berupa 

spesimen virus Flu Burung, untuk memperoleh manfaat-manfuat dari 

penggunaan akses dan spesimen. Sehingga dapat diperoleh benefit sharing 

n!! Ruth Macklin, Double Sumdards in Medical Research in Developing Countrles,Bl. 
Hl Ibid., 
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dalam bentuk alih teknologi dan penyediaan vaksin dengan harga yang 

terjangkau. 

2.3.2 Berbagai Penyimpangan Pemaofaatan Somber Daya Genetika 

Berdasarkan pad a Pasal 15 ayat 4 CBD232
• akses terhadap somber daya 

hayati hanya dapat diberikan atas peljanjian mutual dari negara terkait 

Banyak terjadi misappropriation karena terdapat perbedaan pandangan 

dalam konsep etika dan hukum atas kepemilikan (property), tennasuk HKl di 

antara negara maju dan negara berkembang. Bagi negara maju, pelanggaran 

etika dan hokum teljadijika seseorang mengambil kekayaan intelektual orang 

Jain tanpa izin dari pemilik hak, kemudian mengeksploitasi secara komersial 

untuk keuntungan dirinya sendiri. Sedangk:an bagi negara berkembang, 

khususnya Indonesia berpedoman pada nilai-nilai kebersarnaan dan 

spiritualitas yang mewujud pada kehidupan masyarakat.233 

Dapat disimpulkan bahwa negara maju melihat somber daya genetika 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi, berdasarkan prinsip kapitalismenya yang 

bertujuan untuk keuntungan sebesar-besamya. Tanpa mempertimbangk:an 

bahwa somber daya genetika terse but berada di wilayah teritorial negara lain 

dan dengan pandangan falsafah yang berbeda, negara maju melalui individu 

dan atau organisasi menganggap sumber daya genetika sebagai public domain. 

Sehingga bebas dapat di ambit dan dimanfaatkan dan kemudian basil produk 

diberi perlindungan berdasarkan rezim HK.I, karena dalam proses R&D 

mengunakan biaya penelitian yang tidak sedikit. 

Indonesia dan negara berkembang lainnya mengalami berbagai 

penyimpangan manfaat atau praktik misappropriation atas pengambilan bahan 

baku dari sumber daya genetika oleh pihak asing. Terdapat beberapa contoh 

kasus pemanfaatan sumber daya gentika milik masyarakat negara 

berkembang, antara lain : 

212 Lihat Art. 15 (4) CBD. ··Access, where granted. shall be on mutually agreed terms 
and subject to the provisions of this Article." 

m Sardjono, Op.cit., 15-16. 
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a.Paten Guaymi ( i 996)2:14 

Kasus ini diawa:U dengan sebuab penelitian yang dilakukan oleh Centers 

for Disease Control {CDC) of United States Departement of Health and 

Human Serv;ces dan The National fnslitules of Health (NIH), bekelja 

sama dengan para ilmuwan Panama. Untuk Mengambil oontoh darah 

penduduk setempot (Guaymi), peneliti menga!akan kepada orang yang 

akan diambil darahnya bahwa mereka terancam suatu penyakit tertentu. 

Oleh karena itu, pengambilan contob darah ini merupakan salah satu 

upaya penting untuk mengatasinya. Dari salah satu wanita yang menderita 

leukemia ditemukan bahwa dalam darahnya terdapat suatu sel (T -cell) 

yang mempunyai kegunaan atau manfaat untuk menolak penyakit. Dari 

hasil penelitian T-ce/1 inilah NIH mengajukan paten kepada USPTO dan 

juga melalui mekanisme Patent Cooperation Treaty (PCT). NIH 

mengajukan paten tersebut tanpa izin atau tanpa memberitahu kepada 

wan ita yang menjadi objek penelitian, juga tida.k memberitahu pada suku 

Guaymi lainnya, tidak juga kepada pemerintah Panama dan para ilmuwan 

yang bekerja sama dengan mere~ dan juga tanpa mempertimbangkan 

sensitifitas budaya dan kepercayaan masyarakat Guaymi. Tentu saja hal ini 

membuat marah berbagai pibak. termasuk Isidro Acosta, presiden dari 

General Congress of the Ngobe-Bugle (Guaymi). Ia menulis surat kepada 

USTPO dan GATT Secretariat, menyatakan bahwa: " ... making living 

cells ... patented private property... is against all Guaymi traditfons and 

laws." Meskipun pada akhimya pengajuan paten ditarik kembali oleh NIH, 

tetapi alasan penarikan itu agak aneh, yaitu hanya karena tiogginya biaya 

untuk memperoJeh paten tersebut. 

Dihampkan ada keterbukaan informasi atas asal-usul (disclosure of 

origin) somber daya genetik yang dikembangkan menjadi produk beru 

yang dipatenkan, pengakuan asal-usul dirasa penting demi rasa keadilan. 

b. Paten Bagahai (1995)"' 

ll' lbid.7 40-41. Lihal 0Wl'Cl A, Posey & Graham Outfield, Bcyomllnreileci!Jnl Properly: 
'FowtJ.rd Traditional Resources Rfgi:Jsfor lndegem:ms P~oples and Loc«i CammunJties, 
{Jotcmutional Development Research Center, 1996), 26. 

m Ibid., 43. 
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Kasus ini NIH mernperoleh paten dari USPTO atas T-Cell line untuk 

membuat vaksin, dengan sampel darah orang Hagahai. Penggunaan darah 

orang Hagahai sebagai sumber daya genetik tidak dengan izin yang 

bersangkutan dan pemerintah Papua New Guinea mengajukan keba.ratan 

terhadap paten tersebut 

2.3.3 Ketidakadilan Mendorong Kesadarao Negara Berkembang Untuk 

Meliodungi Spesimen Flu Burun~ 

Perkernbangan kasus penyak:it infeksi FJuBurung, dimulai pada awal 

lllhun 2a04, dengan diternukannya Flu Burung pada unggas di China. 

Vietnam dan Thailand. Bel urn ada kasus pada manusia.237 W abah Flu Burung 

pada unggas meluas, dilaporkan ada di China, Indonesia. Thailand, dan 

Vietnam. Berdasarl<an laporan 6 Agustus 2004 belum ada kasus pada 

ntanusia.238 Menteri Kesehatan Vietnam pada 12 Agustus 2004 teJah 

menginfonnasikan kepada WHO, bahwa terdapat tiga kasus kematian yang 

disebabkan oleh semacam penyakit influenza. Penyakit influenza ini berasal 

dari Flu Burung (AIHSN 1). lni adalah laporan resmi pertama adanya kasus Flu 

Burung pada manusia.?39 Pada 27 September Departemen Kesehatan Thailand 

mengkorfinnasi dua kasus Flu Burong pada manusia dan masih terus 

bertambah. 24(1 

Menteri Kesehatan Indonesia. pada 17 November ?004 

mengkonfinnasikan dua kasus infeksi pada manusia. Kedua kasus infeksi ini 

bersifat fatal. Jadi hal ini kasus infeksi pertama manusia di Indonesia. 24
J 

m Sardjono, Op..cit., 36-54. Bandingkan dengan Ketidakadilan merupakan faktor 
penyebab mtmculnya kesada.ran negara-negara bctkembang untuk melindungi pengelabuan 
trndisonal. 

m WHO in SEA Region (21 Juti 2004). I,.ihat 
. pada 5 Mci 2009, 

(6 Agustus 2004). Lihat 
<!Jl!I1J""1\\l'~~~~~~;,&~l!lil~fuJ!~:i.J~~im_ > , diakses pada 5 Mei 2009. 

WHO SEARO, Updnte. an .4vian Ji1u in SEA Region (16 Aguslus 2004). Lihat 
<fmp:liw11 u>,se::;ro.who.intlcriJScccion IO!Sec!ionl02'i' 713 7.htm >, diakses pada 5 Mei 2009. 

~~ij \1/HO SBARO, Update on Avian Flu in SEA Region (28. Sepelembcr 2004). Lihat 
· >diaksts pads S. Mel 2009. 

( 17 November 2004). Lihal 

<~if~;{t~;',';;;;;~~~~';,";i"ti:lt~5';;;ffi~;;'i~i;~~Tn >, d.iak:s:es pada 5 Mci 21 by a WHO reference laboralory in Hong Kong. Investigations 
to determine the source af exposure are urrtkr way." Mcngingat kata exposure ad:llah the slate cif 
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Selanjutnya perkernbangan infeksi virus Flu Burung men ingkat pesat 

sampai pada tahun 2008 Indonesia memiliki kasus Flu Burung sejumlah 139 

kasus dan 113kasus fatal.242 

Selain banyaknya kasus dan kasus fatal {menyebabkan kematian) 

terdapat kemungkinkan potensi pandemi~ yang mempengaruhi kesehatan 

publik global. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem yang dapat melindungi 

kesehatan publik global yang dapat melindungi kesehatan seluruh umat 

manusia. Terutama masyarakat negara~negara yang terinfeksi virus Flu 

Burung (yang kebanyakan negara berkembang). 

Ketidakadilan yang dialami oleh negara berkembang terutama yang 

terinfeksi virus Flu Bu:rung. disebabkan oleb spesimen virus yang merupakan 

sumbar daya genetika tidak mendapadom perlindungan hokum. GISN adalah 

jaringan laboratorium influenza milik WHO, yang bertugas untuk 

mengidentiflkasi dan mCngkarakterisasi berbagai jenis virus influe~ serta 

membuat dan rnendistribusikan virus seed strains yang menjadi bahan dasar 

vak:sin.243 

Sebagia.n besar negara-negara yang terinfeksi virus Flu Burung dengan 

korban pada manusia244adslah negara-negara berkembang. Berdasarkan IHR 

2005 melalui sistem GISN negara~negara yang mengalami wabab Flu Burung 

pada manusia hams menyerahkan spesimen virus Flu Burung k:e WHO CC. 

Berdasarkan WHO's 20()5 and 2006 Guidelines, diatur babwa WHO CC 

dilarang memberikan spesllnen virus pada pihak ketiga,. seperti kepada 

perusahaan atau mempublikasikan atau memberi pengetahuan data sekuensi 

being exposed lo somelhing harmfol >physical condilion. resullingfrom being exposed 10 severe 
weather conditions. (Oxford digital Dictionary). Dalam hal ini terpapar pada suatu virus.. Jadi 
dapat disimpulkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, memberi spesimel'l. virus berupa 
darab pa.sieo, yang terinfcksi virus Flu Bunmg kepada WHO CC Hongkong, yang kemudian 
d(l.]am pi'(ISI;lS investigasi. 

241 WHO SEARO, Updare on Avian Flu in SEA Region (2()08). Lihal 
<!'!tlp_;!L~'.:~Y'W .senro. who. intlen/Seclion I 0/Sectinn 1 027/Seclion2095/Scct ion2366 134 25 jnn.asp >, 
dlakses pada 12 Mei 2009. 

w Edward Hammond, «Indonesia fight to change WHO rules on flu vaccincs."Op.cir., 
244 Indonesia scbugai neg.ara dengan jumlah kasus dan kasus meninggal dunia lerbesar di 

antara negara-negam yang memiHki kasus Flu Burung pada manusia (Turki, Mesir, Nigeria. 
Djibouti, Pakist<tn, Myanmar, Thailand, Ko.mboja,. Vietnam, Laos, China, Banglades, Irak,. 
Azerbaijan) Lihat Julian to, Op. cit., 

Universitas Indonesia 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



59 

gen dari spesimen virus tersebut tanpa prior permission dari negara 

pengkontribusi. ~s 

Pada kenyataan~ seorang pejabat negara berkembang menemukan 

bahwa spesimen virus mereka teJah dipergunakan untuk pemberian 

perlindungan hak paten, pangembangan secara komersial melalui produksi 

vaksin dan terdapat publiksai atas material penelitian. Hal ini dilmat tanpu 

adanya izin atau sepengetahuan pemilik spesimen virus. ~ Negara-negara 

berkembang yang telalt mengirimkan spesimen virus tersebut diberi 

penawaran o!eh perusahaan farmasi untuk memesan vaksin. yang berasal dari 

pengernbaogan spesimen virus mereka. Di mana harga vaksin tersebut tidak 

teijangk:au bagi negara berkembang yWtg memerlukan vaksin dalam jumlah 

besar untuk mengatasi pandemik:. 247 

Selain itu daJam pemberian spesimen virus Flu Burung oJeh negara­

negara yang terinfeksi (sebagain besar negara berkembang). terdaput tekanan 

oleh negara maju. termasuk Amerlka Serikat mengenai pembagian spesimen. 

Negara maju tersebut bersikems bahwa negara berkembang hanya dapat 

membagi spesimen virus FJu Burung melaJui WHO CC saja dan tidak secara 

bilateral dengan yang lain. Telapi sebaliknya militer Amerika Serikat memiliki 

koleksi virus influenza da1am jumlah sangat besa.r (mas$ivC) dan hanya 

merupakan sebagian keciJ dari koleksi material WH0.248 

Ja.di t{i'!rdapat misappropriation atas somber daya genetik:a berbentuk 

spesimen virus Flu Burun& yang pada awainya tujuan pemberian spesimen 

untuk risk assessment dan riset para pakar untuk vaccine assessment.249 

14
} Third World Network. Briefing Paper Sharing of Avian Influenza Viruses, Mei 2007. 

Op.cit., 2. 
;w,; Ibid., 
Z41 !bid 
143 s~ili-No.rtb Development Monitor, "Health ; US Military Flu Virus Collection 

Parnrells WHO Virus System", {SUNS~Emall Edilion), 2008. 6599 thumlay, '1.7 November 2008. 
~'s . Op . n Up<Yt, .crt., ,... 
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Simp ulan 

Globalisasi meningka.tkan hubungan intemasional, melintas batas negarn. 

dan menimbulka.n masalahNmasalah universal,. yang juga menuntut penyelesaian 

secara universal. Hal jni juga mempengaruhi bidang kesehatan yang memerlukan 

perlindungan secam luas, karena terdapat kemungkinan penyebaran penyald~ 

aldbat mobilitas penduduk. Sehingga menimbulkan risiko-risiko kesehatan peblik 

global. 

Terdapat dua l<amkteristik dalam kesehalan peblik, yaitu pertama, 

kesehstan publik lebih menekaukan peda peru:egahan dari peda upeya 

penyembuhsn. Kedua, kesebatan peblik dipengamhi tingkat populasi untuk 

memperhitungkan risiko kesehalan global. 

Terdapat upaya-upaya perlindungan kesehatan publik dengan eara 

pencegahan dan pengohalan terhadap penyukit-penyukit yang berkernbang dalam 

masyarukat. Dalam upaya pencegahan dan pengohstan ini terdapat peran penting 

dari badan yang menangani kesehatan, terutama melalui research and 

development (R&D) dari industri farmasi. R&D industri farmasi memerlukan 

peralatan, teknologi, tenaga ahli, dan biaya yang tidak sedikit untuk menghasilkan 

suatu obat dan atau vaksin. Oleh sebab itu industri farmasi melindungi produknya 

dengan rezim paten. 

Manusia adalah sebagai individu yang merupakan bagian kolektif dari 

masyarakatnya. Pada abad ke 18 dan 19 sistem kolek:tif oleh negara~negara Barat 

mulai ditinggalkan dan mengarah pada sifat individual. Sedangkan negara-negara 

berkembang sampai sekarang masih bersifat komunal. 

Pada kesehatan publik global diperlukan kesadaran bahwa kesehatan 

adalah hak semua orang. maka bidang kesehatan dipandang untuk kepentingan 

bersama dan untukjwnlah terbesar masyarakat, sesuai dengan teori utilitarian. 

Misapproprf(J(fcn yang dilakukan. oleh pihak asing, terutama negara~ 

neg:ara maju terhadap sumber daya genetika milik negara berkembrutg, 

menimbulkan kesadaran negara-negara berkembang untuk memberi perlindungan 

pada sumber daya genetika mereka. 

Nega.ra-negara berkembang melalui CBD berusaha untuk menghentik.an 

tindakan misappropriation tersebut, tetapi beJum secara signiflkan membuahkan 
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hasil. CBD kurang rnemberikan hasil dikarenakan oleh tidak: adanya kepentlngan 

Amerlka Serikat atas konvensi ini Kemudian sistem yang digunakan da!am CBD 

membehaskan negara-negara anggota untuk mengatur melalui hukum nasional 

masing-rnasing. sehingga tidak terdapat keseragaman hulrum. Dalarn hal terjadi 

pelanggaran dan sengketa, CBD tidak memiliki mekanisme intemasional untuk 

penyelesaiannya. Berbeda dengan WTO!l'RJPs memililti proses panel. 

Perkembangan teknolog! dalam industri bioteknologi dan farmasi 

memungkink:an untuk merekayasa gen,. yang menyebabk.an temuan-temuan baru 

dengan nilai e:lronomis tinggi. Oleh karena itu negara-negara maju menginglnkan 

mempertabankan akses rerbadap sumber daya genelika, yang dianggap sebegai 

"common heritage ofhumankind'. 

Pandangan babwa "genetic resources are a common herilage of 

humankim.r, menyebabkan industri farmasi yang berbasis riset dari negara-negara 

rnaju merasa memiliki kebebasan untuk mengekspoitasi sumber daya genetika 

untuk kepentingan farrnasi. Jadi pandangan tersebut membuat negara-negara maju 

memperJakukan sumber daya genetika negam-negara nerkembang sebagai public 

domain. Oleh karena itu negara-negara maju memandang status spesimen virus 

Flu Burung strain Indonesia dianggap sebagai public domain, sebingga .siapa saja 

{individu) bebas untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan untuk keuntungan 

diri seruliri. Padahal menurut CBD terdapat pernbatasan rerbadap pemanfuatan 

sumber daya genetika melalui kedaulatan negara tempat sumber daya tersebut 

berada. 

Anggapan spcsimen virus sebagai public domain, didukung oleh sistem 

WHO/GISN, yang hersi:fat tidak adil dan tertutup atas data sekuensi dari spesimen 

virus Flu Burung, di mana seharusnya terbuka untuk risk assessmenl dan 

kepentingan riset pakar. Padahal peraturan WHO sendiri menyebulkan data 

sekuensi terbuka untuk seluruh negam anggota WHO dan dalam memberi 

pengetahuan data sekuensi geo dari spesimen virus tersebut harus ada prior 

permission dari negara pengkontribusi. 

DaJam hal ini terlihat bahwa terdapat pembatasan akses oleb negara­

ncgara maju, yang merasa memiliki kuasa untuk mengatur kepentingan 

kepemitikan sumber daya genetika, mengingat penyakit yang berpotensi 

Universitas Indonesia 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



62 

pandemik. Terlebib Amerika Serikat menekan negara terinfeksi Flu Bunmg dalarn 

pengumputan spesirnen virus dan tidak banya melalui sistem WHO/GISN1 tetapi 

juga melalui pengumpulan langsung oleh NAMRU. 

Terlihat dari berbagai hal di atas, malta diperlukan peran Pemerintah 

dalam upaya melindungi sumber daya genetika. berbentuk spesimen virus Flu 

Burung slrain Indonesia. Mengingat jumlah yang besar dari korhan penyakit Flu 

Burung di Indonesia. 
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REZIM HKl TIDAK DAPAT MELINDUNGl 

KEPEMILIKAN SPESlMEN VlRUS FLU BURUNG"• 

3.1 Rezim HKl Melindungi Pemilik Mudal dan Tekuologi 

Pada penelitian bidang farmasi dan biotekuologi memerlukan mudal besar 

untuk biaya riset dan pengembangan (R&D). Biasanya penelitian bidang ini 

dilakukan oleh negara~negarn maju, sebagai negara yang memiliki modal dan 

telrnologL 

93,5 % paten dalam bidang bioteknologi berasal dari Amerika Serikat; 

Jepeog atau neg:ua·negara Eropa 251 Sebagai contoh lima perusahaan Amerika 

Serikat memiJiki 44% paten atas tanaman antara tahun 1992-1995?52 Pada fabun 

1993 dalam workabop yang didukung oleb Departemen Pertanian Amerika 

Serikat menyimpulkan bahwa paten atas materi tanaman boleh dipertukarkan 

diantara peneliti, pemerintah, universitas dan laboratorium swasta. 253 Tetapi 

empat tahun kemudian pada tahun 1997. kelompok kerja dalam seminar 

merekornendasikan kerterbukaan secara penuh terhadap akses materi sumber daya 

genetika, dengan memperhatikan standar perlindungan peten temadap basil R&D. 

Hal ini memilild dampek yang serius, dalam bentuk penghalangan terbadap 

penelitian dan penggunaan sumber daya genetika. Terutama pada sektor pubJik 

negara-negara dengan modal terbatas. 254 Dapat disimpul.k:an negaraMnegara maju 

sebagai pemilik modal dan telmologi menginginkan akses terhadap sumber daya 

generika, yang kemudian dengan riset dan pengembangan menjadi suatu produk 

z!o Bl'lfil:fingk.an dengan Rezlm HK.l 'fidak Dapat Melindungi Pcngetabmm Tradisional, 
dalam "'~;:' Sardjono, 147-234. 

1 Carlos M Correa, lntellectua/ Properly Rights, the WTO ami Developing Countries, 
Zed B~ Third World Network, 2002 dalam Sanya Reid Smith. "lntcllectual Property ln Free 
Trade AgroomeniS", (makalah dtsampaikllll pada UNDP Regional 'l'rade Workshop Doha and 
Beyond: Incorporating Human Development into Trade Negotiations, Pcnang. Malaysia, 17-18 
Desember 2007}, 50. 

lS2 ibid,. 
m Sanya Reid Smith, "Intellecnrul Property In Free Trude Agreements", (makalah 

disampaikan pada UNDP Regional Trade Workshop Doha and Beyond ; Incorporating Human 
D~vclopment info Trade Negotiations, Penang, Malaysia, 17-18 Dcscmber 2007), 50. Lihnt 
Carlos M Correa, Crop Science Soclery of Am~rica, 'lntellecmal Prqperty Rights: Protection of 
Plant Materials, Speciall~lication No. 21, Madison, 1993 cited in •Jncellectual Property Rights, 
the WfO and Develaping Countries', Z<:d Books, Third World Network, 2002. 

2
'
4 Ibid., 5(}.>51. 
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yang bemilai ekonomi tinggi. Ketika perusahaan farmasi dan bioteknologi 

menjual produknya (berupa obat-obatan, vaksin, seed vaksin) sangat mungkin 

untuk ditiru oleh pesaing-pesaingnya. Dalam hal ini mengingat adanya kebutuhan 

yang tinggi karena potensi pandemik dari virus Flu Burung. Sebab itu, terdapat 

kebutuhan sistem perlindungan yang dapat melindungi secara intemasional, maka 

negara-negara maju menerapkan sistem perlindungan secara intemasional untuk 

melindungi investasi dan teknologi dibidang farmasi dan bioteknologi. Bentuk 

sistem perlindungan yang digunakan adalah berdasa.rkan TRIPs. 

Rezim HKI, yang berlaku pada sebagian be.sar negar-negara di dunia, 25s 

Suatu konsekuensi keikutsertaan sebagai anggota WT0,256 adalah tunduk pada 

peraturan TRIPs sebagai sistem perlindungan HKI Intemasional. Dalam 

penerapannya membuat hulrum nasional kekayaan intelektual masing-masing 

negara sesuai standar TRIPs. 

Ketika TRIPs berlaku, rnaka jangkauan HKl menjadi global terkait dengan 

perdagangan internasional. Sehingga tidak keliru dikatakan bahwa TRIPs adalah 

"cerita sukses" dari pemilik modal dan teknologi dalam mempeljuangkan 

kepentingan mereka untuk mendapatkan perlindungan yang efektif secara 

internasional atas invensi rnereka257 Sedangkan negara-negara berkembang yang 

terbatas dalam modal dan teknologi tidak punya pilihan karena kebergantungan 

terhadap negara maju_258 

3.1.1 HKI Identik Dengan Komersialisasi Karya Intelektual 

Hak kekayaan intelektual sebagai sebuah "hak" tidak dapat dilepaskan 

dari persoalan ekonomi, karena terdapat komersialisasi karya intelektual. HKI 

menjadi tidak relevanjika tidak dikaitkan dengan kegiatan komersialisasi HKl 

tersebut 259 

255 Terdapat 153 negara anggota WTO (per 23 Juli 2008), 
<http://www.wto.org/cnglish/thcWTO c/whatis c/tif c/orl!(, c.htm>,l4 Febuari 2009. 

156 Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia), [LN. 1994-57, TLN. No. 3564]. 

257 Sardjono, Op.cit., 148. 
m Ibid., Lihat Hikmahanto juwana, '1-Iukum Scbagai lnstrumen Politik", Kompas, (26 

April 2004),4-5. Mengulas posisi kcbcrgantungan negara-negam bcrkembang kcpada negara· 
negara maju. 

159 Ibid., 149. 
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Perkembangan persaingan HKI dalam dunia perdagangan telah 

meningkatkan keuntungan bagi pernilik modal dan teknologi. Biasanya suatu 

keberhasilan akan diikuti dengan kemajuan mengenai cara~ peniruan atau 

pembajakan dalam skala besar. Sehingga terdapat tuntutan diadakan upaya 

perlindungan hukum, terutama yang dapat berlaku secara internasional, maka 

GATI pad a Uruguay Round tersebut meojadi dasar dibentuknya World Trade 

Organization (WTO) pada tahun 1994. Dalam Pe!janjian WTO tersebut 

terdapat Agreement on Trade &Ia/ed Aspect <If !ntel/eciUal Property llights 

(TRIPs) yang mengatur mengenai HKI dalam perda.gangan internasiona1. 

Persetujuan TRIPs lebili mengak:omodasi kepentingan negara maju dan 

perusahaan multinasional. Sedangkan negara berkembang menyetujui TRIPs 

lebih disebabkan oleh tekanan ekonomi dan politik negara maju."0 

Negara~negara maju sebagai pemilik modal dan teknologi menekankan 

penerapan TRIPs sebagai perlindungan HKI untuk memaksimalkao 

pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi261 Tidak dapat 

dipungkiri bahwa perkembangan perekonomian suatu negara, terutama negara 

berkembang, sangat ditentukan dari penanaman modai asing (investasi).262 

Terdapat tiga syarat bagi negara-negara berkembang untuk dapat 

160 Hlra Jhamt.ani dan Lu(fiyah Hanim, Glcbafisasi & Mmwpcli Pengetahuan, (Jakarta ; 
Infid, Koi!J?halindo,lGJ, 2002), 121. , 

Lihatkoosiderans Menimbang pad:a UU No. 14Tahun 200l TentangPaten, [LN2001~ 
109, TIN No. 4130], menycbutklli!~ bahwa sejolo.n dengan ratiflkasi Indonesia pada perjanjiro;.. 
perjanjian !nlemasional, perkembangan teknologi, indus:tri, dan perdagangan yang semekin pesat, 
dipcrluklm adanya Undang-uudang Palen yang dapat memberikan perliudungan yang wajar bagi 
Jnvenlot. Llh;ttjuga konsidernns Mt."ilimbang pnda UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merck,. [LN 
2001-t tO, TL-N No. 4l:ll), mcnyebutl-an; bahwe di dalam em perdagang!ifl global, sejalan dengan 
konvensi-konvensi internasional yang telah diraJ.ifika.si Indonesia,. pe:ranan merek mcnjadl sangat 
penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sebat.. Lihatjuga konsidemns Menimbang 
pada UU No. 19 tahun 2002 TentaJlg Ha:k Cipta, [LN 2002-85, TLN No. 4220), menyebutkan 
;bahwa perkembanga.n dibidwtg perdogangan. industri dan investasi telah sedemikian pes<ll 
sehingga mernetlukan peningkatan perlindungan bsgi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan 
tetap mempcrhalikan kepenlingan masyaralqtt luo.s. Lihat juga konsidera.ns Menimbang pada UU 
No, 7 Tahun 1994 Tcntang Pcngcsshan Agreement Establishing the World Trade OrganizaJian 
(Persctujuan Pembcntukan Organisasi Pcrdagangan Dunia), (LN. 1994-57, iLN. No. 3564], 
menyebutkan; bahwa dalam pelaksanaan pembangunsn nasional, khususnya bi®ng ekonoml, 
dipcrluktm upaya-upaya untuk an!ara lain !.crus meuingkalkan, memperluas, mC'Il'Wltllpkan, dan 
moogarnankan pasar bagl segala produk. balk batang maupun jasa,. termasuk aspck investasi dan 
hak atas kekayaan intcleklual yang berkaitnn dcngM perdagangan, serta meningkatken daya saing 
tcrutama dalam perdagangan internasional. 

nz Erman Rnjagukguk, Hulcum Investasi indonesia Anatomi Undang-Undang Nc.i5 
Talnm 21JfJ7 Tentang Pemmaman Modal, (Jaknrta: UAl, 2007), 27, 
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mendatangkan investo~63 , yaitu pertama, ada economic opportunity (investasi 

mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); kedua, 

political stability (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, 

legal certainty atau kepastian hukum. 

Ketika negara-negara berkembang tidak memberikan perlindungan 

terhadap HKI, maka investor dari negara-negara maju segan untuk 

berinvestasi (modal dan penerapan teknologi) di negara-negara berkembang. 
264 Terutama bagi Amerika Serikat perlindungan HKJ adalah satu syarat 

penting untuk meningkatkan investasi.265 Jadi karena kebutuhan modal dan 

teknologi, maka negara-negara berkembang memenuhi tuntutan pemberlakuan 

sistem perlindungan HKI secara intemasional melalui TRIPs. 

Persetujuan WTO menuntut negara-negara anggotanya membuka pasar 

secara bertahap melalui liberalisasi yang progresif Negara-negara 

berkembang diberikan waktu yang lebih lama untuk memenuhi kewajibannya. 
266 

Prinsip perdagangan bebas menyebabkan terbukanya akses pasar 

dengan adanya pengurangan atau menghilangk:an hambatan non-tarif. 

Pembukaan akses pasar bertujuan untuk memperluas cakupan produk 

perdagangan intemasional, termasuk perdagangan di bidang jasa dan 

pengaturan mengenai perdagangan yang terkait dengan aspek HK.I?67 

Seperti persetujuan utama WTO mengandung prinsip-prinsip dasar 

berupa konsep non-diskriminasi, yang menjadi bagian integral dala.m 

Persetujuan TRIPs. Konsep utama non-diskriminasi adalah perlakuan 

nasional (national treatment), most favoured nation168
• Prinsip National 

Treatmeni69 yang mengharuskan setiap negara anggota memberikan 

perlakuan yang sama terhadap warga negara anggota lainnya dengan warga 

negaranya sendiri, dalam perlindungan kekayaan intelektual. Terdapat 

263 lbid., 
264 Sardjono, Op.cit., 150. 
265 Ibid., Lihat William C. Revelos, '"Patent Enforcement Difficulties in Japan: Arc There 

Any Satisfactory Solution for The United States?", Goerge Washington Journal of lnternationol 
Law and Economy, (Vol. 29,1995), 529. 

266 Sekilas WTO, Op.cit., 2. 
267 Sardjono, Op.cit., 152. 
268 Sekilas WTO, Op.cit., 35. 
269 TRIPs, Article 3. 
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penyesuaian yang diatur daJam Paris Convention (1967). Berne Convention 

(l97I). dan Rome Cowention. Sedangkan prinsip Most FW'oured Nation, 

yang mengharuskan memberikan pedakuan yang sama kepada semua mitra 

dagang WTO. :no Jika suatu negara memberikan perlindungan kakayaan 

inteJektual dengan berbagai keuntungan, perlakuan khusus berupa pilihan dan 

diutamakan, atau keimunitasan kepoda suatu negam tertentu, maka terhadap 

negarn anggota wajib diberi per!akuan yang sama.271 

TRIPs adalah peljanjian intemasional yang menimbulkan banyak 

kontroversi di seluruh dunia?72 

"Petianjian itu dianggap tidak konsill:n dengan tujuan WTO yang 
berupaya mengbapuakan semua bentuk hambatan ll:rbadap arus 
perdagangan dan jasa antar negnra. Sebaliknya TRIPs justrn 
mengbambat alitan teknologi ramah lingkungan serta teknologi yang 
mungkin dibutuhkan bagi hajat hidup orang banyak. Kontroversi lain 
berkaitan dengan interpretasi bahwa TRIPs melegalkan dilakukan paten 
atas makhluk hidup. TRlPs juga dik.hawatirkan akan mempengaruhi 
berbagai aspek kehidupan tennasuk kesehatan dan pertanian. berkaitan 
dengan pemberlakuan sislem perlindungan HaKl yang ketat. Sebagai 
contoh, sisll:m petlindungan pall:n alas baban bayati dalam TRIPs akan 
mempenyai dampak pada bak petani sebagai inventor, pemulia tanaman 
dan pemilik benih Perlindungan pa!en alas bahan hayati juga 
dikbawtirkan akan mempunyai dampak pada pemanfaatan dun 
konservasi kemgaman hayatP' 

Penekanan oleh negara maju dalam penerapan TRIPs juga terlihat 

dalam gagalnya dicapainya agreement dalam KTM DI Seattle, Alasan 

kegagaJan adalah negara maju dengan agresif mengajukan agenda tentang 

periuasan pasar mereka, tanpa mempersiapkan keuntungan timbal balik yang 

dapat diperoleh negara berkembang.27
l 

'-'111 Sekilas WTO, Op.ctt., 
211 TRIPs. Article 4. Perlakuan khusus berupa (advantage.jtiWJUr, privilege or immunity)_ 
m South Center. The TRIPs Agreement A Guide far the South : The Uruguay Round 

Agreement on Tr(lde &fated lnleilectuol Praperry Rights, Jenewa, 1997 dalam Jhanttani dan 
Hanim, Cf..,.cit., 3"4. 

1 Bhagiral Lal Das, The WTO's Doha Negotiation: An Assessment, VNDP Regional 
Trade Workshop, Doha and Beyond: lncorporsting Human De-velopment into Trade Negotiations, 
(Pemmg : UNDP Regional Centre in Colombo and UNDP Malaysla in partnership '>vilh Third 
Wruld Network). 17~18 December 2007.6. 
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3.1.2 TRIPs Memcermiokan Kapitalis 

Berdasarkan Reward Theory, 274 negara maju sebagai pemilik modal 

dan teknologi wajarlah, jika mereka memperjuangkan kepentingan untuk 

mendapatkan perlindungan yang efektif secara intemasional atas invensi 

mereka. 

Disebut wajar karena terdapat landasan pembenaran dalam pemberian 

paten275 antara lain : 

a. Incentive to create iTlllenJion, yaitu insentif untuk kegiatan R&D yang 

memacu perkembangan teknologi dan inovasinya agar lebih cepat. 

b. Rewarding atau penghargaan terhadap si pencipta dan basil penemuannya 

yang memiliki manfaat bagi pengembangan teknologi dan industri. Oleh 

karena beban waktu, tenaga, dan biaya, maka wajarlah mendapat 

perlindungan. 

c. Paten sebagai somber infonnasi, artinya dengan adanya disclosure clawe, 

maka penemuan telah diumumkan akan dapat dipergunakan pihak lain 

untuk membuat perbaikan atau penyempurnaan dan seterusnya sehingga 

dimungk:inkan terjadi improvement on the improvement. 

Terdapat hak moral dalan sistem hak cipta276
, tetapi TRIPs tidak 

mengatur perlindungan hak moral. 277 Hak moral adalah hak-hak pribadi 

pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap 

disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak ini menggambarkan hubungan 

274 Mclalui pcndckalan ckonomi, dipandang orang mcrcspon secam positif terhadap 
insentif dan rewards. Lihat Peter Dharos, Philosophy Intellectual Properly, (Sydney : Dartmouth, 
1996), 5-6. 

275 Endang Purwningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Properly Righls: Kajian 
Hukum Terhadap Hak aJas Kekoyaan Jnteleklual dan Kajian Komparatif Hulrum Paten, (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2005, 15. 

276 Lhat Art.6 bis (1) Berne Convention, telah diratifikasi dengan Keputusan Prcsidcn No. 
18 Tahun 1997 tenta:ng Pengesahan Berne Convention For The Protection Literary and Artistic 
Worb, ... independenlly of the authors's economic rights, and even after the transfer of the .~aid 
rights, the author shallhave the right to claim authorship of the work and to object to any 
distortion, multilation or other modification of. or other derogatory action in relation to, the said 
work, which would be prejudicial to his honor or reputation." 

277 Lihal Art. 9 (I) TRIPs, "Member shall comply with Articles I through 21 of the Berne 
Convention {1971) and the Appendix thereto. However,Members shall not have rights or 
obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that 
Convention or of the righJ s dertved therefrom." 
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berkeJanjutan dari si pencipta dengan karyanya, walaupun hak ekonomi atas 

karya tersebut telah dialibkan (hak mengumumkan dan memperbanyak:). 21a 

Rezim HKl yang berkembang di negara maju Jebih pada 

penekanan kepentingan ekonomi (kapitaJ) ketimban:g kepentingan individu itu 

sendiri (authorsip) itu sendiri.279
• Jadi yang lebih dilindungi adalah bagaimana 

dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besamya bagi industri. Sebagai 

contoh 280
: Amerika Setikat sebagai negara yang rnenjonjung individualisme 

dan kapitalisrne. Tetapi rerdapat perlindungan yang lemah rerbadap kreativitas 

bermusik dati onmg kulit hitam dibandingkan pemiliki modal orang kulit 

putth.:Z81 Musisi kulit hitarn daJam bennusik tidak menuangka.nnya ke dalam 

partitur sebagaimana komponis musik klasik. Sedangkan untuk menuangkan 

ke dalam bentuk seperti sound recording atau video diperJukan modal. Juga 

dalam hal promosi dan pendistribusian. Pada tahap fixation iniJah pernn 

pengusaha rekaman sangat menentukan, mereka menginginkao perHndungan 

copyright sebelwn mcrekam rnusik kreasi orang kulit hitam. Sehingga pada 

akhimya pemilik hak cipta adalah industri rekaman dan bukan si pengarang. 

Jika ada penulisan nama pengarangnya hanya sebatas hak moraL 

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa slfat kapitalisme pada negara 

maju sangat kuat, sampai pada cara memperlakukan hak individu dan 

kepentingan industri, lebih mementingkan kepentingan industr:i. Bandingkan 

dengan pengalaman Indonesia. 232 sebagai berikut : 

"etnomusikolog Rizaldi Siagian agak. roasygul, kaget dan sekaligus 
geram. Ketika membuka larnan sebuah sims yang berisi berbagai video 
musik. temyata sejumJah senandung Jagu dalam tradisi ronggeng Melayu 
kini hak ciptanya sudah dikuasai salah satu raksasa industri rekaman 
ternama: Warner! Dalam indostri rekaman, kita tabu bahwa Warner itu 
perusahaan kapitalis global. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang 

214 Tim Lindsey, et ol, ed., Hak Kekayaan hnelektual Suatu Pengantar, (B<mdtmg : 
Alumni, 2006), 118. 

1'* Sardjono Op,cil.,. 155. Misalnya dalatn invensi oleb karyawan bcrdasar doktrin «work 

far hire", perusahaan akan menjadi pcrnilik hak paten dati sualu pcncrnuan yang dilakukan oleb 

karyawannya. lmltamajika dipcrjanjikan dengan tcgas. 
1

!
0 ff;id., 155-157. 

Z&l Ibid., 156. Lihat KJ.Grccne, ''Copy Right, Cu!wre, and Black Music: A Legacy of 
Unequal Protection", Hasting Communic(lfion and E!Jil!rlainnwnl Law Journal, (VoL 21, Winter 
1999}, 339-392. 

112 "'Dalam Kepungan KnpitalismeGlobal"', Kompas, {17 April2009): 33. 
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menjual dan siapa yang dijual? ... Dalam kasus penguasaan hak cipta 
oleh salah satu raksasa industri rekaman milik perusahaan kapitalis 
global atas produk budaya masyarakat Melayu yang sudah tergolong 
public domain, yang mestinya tak ada satu institusi-bahkan negara 
sekalipun berhak mengklaimnya, jelas bukan lagi sekedar masalah antar 
bangsa serumpun. Juga bukan masalah antar-individu Melayu sama 
Melayu ... lni masalah global. Yang diperjualbelikan adalah budaya kita 
(baca: Indonesia-Malaysia), kemudian kita diadu domba. 

... Dengan contoh yang berbeda Des Alwi-salah satu tokoh yang 
ikut berperan dalam proses ''nonnalisasi" hubungan Indonesia-Malaysia 
pasca konfrontasi antar kedua negara tahun 1960-an-juga mengingatkan 
adanya "politik adu domba" gaya baru dari pibak ketiga, yang kini 
melibatkan kekuatan kapitalisme global. Oleh karena itu kata dia, 
kekuatan-kekuatan modal asing-lewat tangan-tangan pemengang 
kekuasaaan-yang ingin mengeruk kekayaan yang tersimpan di kawasan 
ini harus selalu diwaspadai. 

Dalam kasus blok Ambalat misalnya, kekuatan kapitalisme global 
jelas terlibat. Sebab kata Des Alwi, sengketa perbatasan antara Indonesia 
dan Malaysia di kawasan kayo potensi minyak dan terurnbu karang 
tersebut, yang nyaris menimbulkan "kontroversi jilid H" antara kedua 
negara, sesungguhnya tak lain akibat ulah Inggris. Demi keinginan 
sebuah perusahaan raksasa penninyakan yang bemiat mendapatkan 
konsesi di sana, Inggris semula mendekati Indonesia Pihak Indonesia 
melalui Kementerian Lingkungan Hidup menentang keras keinginan 
tersebut. Keberatan ini terutama mengingat daerah disekitar blok 
Ambalat memiliki somber daya hayati yang tidak temilai dengan ragam 
terumbu karang dan ekosistemnya kuar biasa. Gagal bemegosiasi dengan 
Indonesia, Malaysia pun di-kilik-kilik. Entah bagaimana prosesnya, 
sampai pada satu ketika diketahui adanya aktivitas"pencarian" sumur 
lepas pantai oleh Shell di kawasan blok Ambalat. Indonesia tentu tidak 
bisa tinggal diam ketika wilayah kedaulatannya diganggu. Drama 
ketegangan antar kedua negara-yang akar pennasalahannya sebetulnya 
dipicu oleh perusahaan kapitalisme global pun-kembali bergulir. 
Ironisnya, kemarahan masyarakat Indonesia hanya tertuju kepada 
Malaysia yang dinilai lancang, sementara perusahaan multinasional yang 
menjadi biang dari segala persoalan tersebut justru terkesan hanya 
menjadi korban ... " 

Menjadi sangat jelas kapitalisme sudah sangat melekat pada cara 

pandang negara maju, sehingga TRIPs sebagai produk peraturan yang 

ditekankan untuk mengatur HKI dalam perdagangan intemasional dipenuhi 

oleh sifat kapitalisme. Di mana sifat kapitalisme, negara maju berbeda dengan 

falsafah hidup negara berkembang yang Jebih menekankan pada spiritual 

kebersamaan dan komunalisme. 

Universitas Indonesia 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



71 

Universatisasi standar pertindungan terhadap kekayaan intelektual 

mela1ui TRIPs, oleh sebagian kalangan di negara-negara berkembang 

dipandang sebagai suatu bentuk kolonialisme barn yang didptakan oleh 

negara-negara maju, di mana dengan adanya standar perlindungan ini secara 

tidak langsung negaravnegara berkembang. yang tidak memiliki penguasaan 

teknologi yang baik, akan sangat bergantung pada penguasaan dan 

pengembangan teknologi oleh negara-negara maju dan pada akhirnya negara· 

negara m'lfulah yang akan menjadi pihak yang paling diuntungkan.'" 

Da[am penerapan WTO!IRIPs. secara jelas terlihat pemaksaan negara 

maju terhadap negara berkembang. Hal ini dapat dilihat melalui Teori 

Dependensi7

284 karena dengan tepat mendiagnosa bahwa penyakit ekonomi 

dari negara-negara berk:embang secara la.ngsung berkaitan dengan warisan 

koloniaiisme dan posisi mereka yang tidak menguntungkan dalam sistem 

pasar dunia.. 

Selanjutnya dalarn 'Welf-Estrangemenr yang ditulis oleh Trubek dan 

Galanter, mereka mengkritik mode] hukum liberal sebagai suatu hal yang 

ethnocentrlc serta. naif.l115 Ethnocentric dapat diidentifil<asikan mela1ui 2 

cara286, yaitu Pertama hal tersebut dapat dilihat secara jelas dengan kenyataan 

yang tedadi di negara-negara berkernbang, seperti adanya stratifikasi sosial, 

perbedaan kelas dan kewenangan 1embaga negara ya:ng sangat tajam, negara 

lemah apabila dibandlngkan dengan suku-suku, banyaknya populasl tidak 

mencerminkan budaya hukum yang sesuai denga.n popuJasi tersebut yang 

dikarenakan peraturan~peraturan dibuat melalui adanya kepentingan­

kepentingan eHt ekonomi tertentu, sistem pengadiJan yang sangat lemah serta 

tidak sesuai. Kedua~ Trubek dan Galanter mengargumentasikan bahwa dapat 

te!jadi efek negatif apabila mengambil pandangan hukum dari luar. Ketika 

negara dikuasai oleh k.elompok-kelompok yang "berwenang», hukum dilihat 

sebagai suatu instrumen yang tidak dapat membatasi Dengan kurangnya 

'H) Cwlos M. Correa, lnfelfuiii{J.l Property Rights, the WTO and Developing Countrhls, 
(Pel'lang: Third World Network, 2000), :5. 

lM Anthony Cnrty, ed., l.mr and Development, Nt..-w York University Press, !992 (VoL 2, 
Legal Coultures), 470. 

u~ Ibid., 
m. Ibid., 
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tujuan serta nilai-nilai, maka hukum menjadi instrumen bagi mereka yang 

menguasai serta membuat tujuan negara. 

Negara berkembang. (dalam hal ini khusus Indonesia) yang 

menjalankan berbagai peraturan yang mendukung kapitasilasi ekonomi, 

tennasuk 1RIPs berdasarkan desakan negara maju. Dengan alasan untuk 

rnenarik rninat investasi asing dan alih teknologi. Hal ini menyebabkan 

peraturan hukum Indonesia bersifat setengah-setengah, karena menerapkan 

kapitalisasi ekonomi tetapi bertentangan dengan sifat ekonomi nasional.287 

Mengingat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasa133,288 yang berisi 

sebagai berikut: 

(I) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dipergunak:an untuk sebesar-besamya kemakrnuran 
rakyat. 

*(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

*(5) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pelak:sanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang. 

Apa mak:sud dengan demokrasi ekonomi oleh Undang-Undang Dasar 

1945 tidak dijelaskan, tetapi dalam TAP MPR289
, yang berisi mengenai 

demokrasi ekonomi(yang berdasarkan Pancasila) harus menghindari hal-hal 

sebagai berikut : 

"Sistem free fight liberalism, yang rnenumbuhkan eksploitasi terhadap 

manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah 

menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi 

nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. 

257 Satjipto Raharjo, Pendidikan Hukum Sebogai Pendidikan MomtSia Koitonnya Dengon 
Profesi Hukum don Pembangunan Hukum Nasionol, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 99-
100. 

2ss Indonesia, Undong-Undang Dasar 1945(*amandemen ke JV) 
259 Tndonesia, TAP MPR No. l/!MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Halauan Negaro. 
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Sistem etatisme, dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi 

negara bersifat domimm, mendesak dan mematikan potensi serta daya 

kreasi unit-unit ekonomi di luar sek:tor negara. 

Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu 

kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsonl yang 

merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadi1an sosiaP' 

3.1.3 Negara Berkembang Tidak Puuya Piliban 

Negara berkembang tidak mempunyai pilihan lain, kecuali 

mengakomodasi kepentingan negara~negara maju tersebut. Apalagi jika tidak: 

mempunyai bargaining position. Biasanya negara-negara berkembang 

mempunyai kebergantungan kepada negara-negara maju dari modal investasi 

(kapital), teknologi dan berbegai benmk bantuan keuangan lainnya, 290 

Peningkatan perlindungan HKI secara lebih terkordinasi dan terpadu 

dimulai dengan dibentuknya tim kerja berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 34 tabun I986 pada tanggal 30 Juli 1986, yang dikenal dengan Tun 

Keppres 34.291 Tim ini telah membuat perundang-undangan di bidang HKI, 

seperti Undang-Undang Nom or 7 tahun I 987 ten tang l'erubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun I 982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1989 tentaog Paten, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 

tentang Merek:. Ketiga undang-undang ini disempumakan kembali dengan 

Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 Tahun 1997. Kemudian Tim Keppres 34 

ini dibubarkan sejak: 29 OktoberJ998, dengan Keputusan Presiden Nomor 189 

Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 

1986,292 

Indonesia membuat peraturan perundang-undangan HK1 bukan atas 

kehendak atau aspirasi warga masyarakatnya, 293 tetapi lebih pada penyesuaian 

untuk kebutuhan diterima dalam perdagangan global dan tekanan negara maju, 

Terutama Amerika Serikat melalui SecJion 301 dan Special 301 yang 

1~ Sardjono, Dp.cit ., 168-169. 
191 Cita Citrnwinda Priapanlja,. Budaya Hukum Indonesia Menghatlapi Globalisasi : 

Perlindu~an Rahasia Dagarrg di Bfd11ng Ftu'masi, cet IJl, {Jakarta : Chondm Prabma, 2005). 6_ 
Sardjono. Op.ci/ .• 169. 

~<» Sardjono. Ibid., 
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bertujuan untuk menegakkan Hak Amerika Serikat dan respon terhadap 

praktik perdagangan Luar Negerj. 294 

Negara maju mampu memaksakan kehendaknya terhadap negara 

berkembang, berdasarkan kekuatan di bidang politik. ekonomi dan 

kebudayaan.19
' 

"Kekuatan politik misalnya dapat dilihat dari dominasi Amerika Serikat 
dan Eropa berkenaan dengan isu~jsu Hak Asasi Manusia maupun 
terorisme. Kekuata.n ekonomi dapat dilihat dati dominasi modal dan 
t£kuologi dalam hubungannya dengan isu perdagangan, tennasuk 
melalui negosiasi perdagangan inll:masional seperti dalam rezim WTO. 
Miasalnya, kekuatan budaya tampalc dari kuatnya pengaruh budaya 
Barat dalam kehidupan sehari-hari, seperti dari cara berpakaisn, film, 
musik, ilmu pengetahuan dan buhkan hukum. Hal terakhir ini yang 
porlu dioonnati oleh Indonesia betkaitan dengan isu perlindungan huk 
masyaral<at (cultural rights) atas warisan budaya (cu/Jural han~age) 
Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisionat"' 

Dapat ditambuhkan dengan isu perlindungan sumber daya genetika, 

terkait dengan kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia. 

Terkait dengan isu perdagangan, sejak tahun 1947 sampai tahun 1979 GATT 

mengadakan tujuh putamn negosiasi perdagangan multilateral dengan tujuan 

memfasilitasi perdagangan intemasional. Enam putaran membahas mengenai 

penurunan tarif untuk mendorong liberalisasi perdagangan intemasional. 

Sedangkan pada putaran ke tujuh, Putaran Tokyo{l973-1979) nmlai 

membahas hambatan non~tarif dan perbaikan sistem perdagangan.296 Setelah 

putaran Tokyo negara~negara maju mulai merasa kepentingan untuk 

memperluas cakupan sistem perdagangan intemasional sampai padajasa, HKI 

dan investasL Hal ini menjadi agenda pada Putaran Uruguay (1986-1994).297 

Putaran Uruguay menghasilkan pendirian WTO. WTO berbeda dengan 

GATI, antara lain : WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa, sedangkan 

GATI hanya sebatas perjanjian tanpa sistem penyelesaian sengketa. GAIT 

hanya perjanjian yang berkaitan dengan tarif produk manufuktur, sedangkan 

z~ Lihat Section 301 and Special 30/, Title 19 Customs D11ries. Chaplf':r 12. Trade Act 
1974, Eriforcement of United States Rights Umkr Trade Agreements and Response Ja Cerlain 
Foreign 1'rade Proctices. 

ns Sardjom>~ Op.cit., 169-170. 
29

& Sekl!as wro, Op.dt.,Z-3. 
~; Jhamtani dan Hanlm, Op.cit., Lampiran 1, 141-142. LibatJham.tani, 1999, 2tl00; Third 

Wcrld Resurgence edisl No. 99, 100-Hll dan ll2-ll3, 1999. Penang: Third World Network. 

Universitas 1ndonesia 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



75 

WTO mengatur liberalisasi perdagangan produk manufaktur, pertanian, jasa 

melalui General Agreement on Trade in Services (GATS), perlindungan HKI 

melalui TRIPs, dan untuk investasi melalui Trade Related Investment 

Measures (fRIMs)?98 

Jadi untuk isu perlindungan somber daya genetika terkait kepemilikan 

spesimen virus Flu Burung strain lndonesi~ dapat dilihat negara maju juga 

melakukan penekanan untuk tetap memperoleh akses terhadap somber daya 

genetika. Oleh karena swnber daya genetika memilik.i nilai ekonomis yang 

tinggi dan merupakan bahan dasar bagi industri bioteknologi dan farmasi. 

Bagi negara maju kedua industri tersebut memiliki prospek perolehan 

keuntungan yang besar (sifat kapitalisme). sehingga perlu ada perlindungan 

modal dan teknologi melalui HKI. Tanpa memperdulikan perlindungan 

sumber daya genetika sebagai bahan dasar. Hal ini terwujud dengan penolakan 

negara maju untuk ikut serta meratifikasi CBD. 

3.2 Paten dan Isu Perlindungan Spesimen Virus 

Perlu dilihat pengertian paten dan sejauh mana paten diterapkan sebagai 

perlindungan (pembatasan paten), terkadang menjadi kabur dalam membedakan 

iTTVenlion (penemuan dengan usaha manusia) dan discovery (penemuan yang 

sudah ada, tanpa campur tangan manusia). Berdasarkan hukum alam dan prinsip 

ilmu pengetahuan, peneliti dimungkinkan menemukan sesuatu yang tidak dapat 

dilindungi melalui paten. 

Isu perlindungan spesimen virus berkaitan erat dengan penerapan paten 

dalam obat-obatan. Pengecualian paten atas obat-obatan di atur dalam Declaration 

on TRIPs and public heallh, pada KTM IV Doha. Pada intinya merupakan 

kepentingan negara berkembang dalam melindungi kesehatan masyarakatnya 

dengan ada compulsory license, memungkinkan untuk memproduksi obat-ohatan 

paten secara murah (tanpa membayar paten)?~;~ 

Pada Pasal 27 ayat (3b) TRIPs, mengatur tentang hak paten atas sumber 

daya hayati (tennasuk sumber daya genetika), berupa mikro-organisme. Rezim 

paten barn dapat memberikan perlindungan pada proses up-stermn, va(.'dn'! 

m !hid .. 
299 Sekilas WTO. Op.cit .. 69. 
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development, downs/ream. bukan pada spesimen virus yang masih berupa wild 

virus, 

3.2.1 Hak Paten 

Dalam pembidangan bidang HKI, paten termasuk pada industrial 

proper()! right. Pembidangan HKI dapat dibagi menjadi 2 bidang, yailu : 

!. Copyright'"', terkait dengan kreasi artistik (seni) sepetti, puisi, novel, 

musik, lukisan, sinematugrnfi, dll. Di !nggris dikenal dengan istilab 

copyright, sedangkan di negarn-negara Eropa lainnya (kontinental) 

terkenal dengan istilab Authors Right. Pengunaan istilab Copyright, 

mengarab w!luk menghormati basil karya literatur atau kreasi seni yang 

dibuat ofeh pengarang. Juga peraturan ini untuk membuat kopi atau 

penggandaan dari karya literatur atau seni, seperti, buku, lukisan, pahatan, 

fotografi dan film. Sedangkan istilab Amhors Right, mengarab pada orang 

sebagai pencipta dari karya artistik tersebut, yang dalam annan hukum 

diberikan hak khusus atas basil karyanya. 

2. Industrial property'", merupakan kekayaan intelektual yang terkait 

dengan hasil kreasi dari pik:iran manusia. Bentuk kreasi, seperti. 

penemuan dan desain industri. dalam industrial property~ tennasuk juga 

merek dagao~ tanda jasa, nama komersial, pendesainan. terkait semua 

sumber, sebutan as1i, dan perlindungan terhadap perSaingan usaha tidak 

sehat. Hal-hat ini tidak hanya dlperlukan seeara segi induslri, meJainkan 

juga pada segi perdagangan. 

Paten302 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor 

atas basil lnvens:inya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri lnvensinya tersebut atau memberikan persetujuannya 

kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 

100 WTPO Wmldwide Academy, CQIIet:tion of Documents on /ntellecrual Property, 
(WIPO Publication No. 489 (E], 2000), 3. 

101 Ibid 
:li'lllndonesiR, Undang-Undang No. 14 Tallun 2001 Tcntang Palen [LN. 109'-2001, TLN. 

No. 4130). Pasai 1 Angka I 
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Sedangkan World lntelleclual Property Organization (WIP0)303 

memberi deflnisi paten sebagai berikut: 

"A patent is legally enforceable right granted by vlrlue of a law to a 
person to exclude, for a limited time~ others from certain acts inrelation 
to describe new invention; the privilege is granted by a government 
authority as a mailer of right to the person who is entitled to apply for it 
and who fulfiLr the prescribed condition." 

Sedangkan lnvensi"" adalab ide Inventor yang dituangkan delam sualu 

kegiotan pemeeaban masalab yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa 

prodnk atau proses, atau panyempurnaan dan pangembangan produk ainu 

proses. 

Dari pengertian paten di atas~ dapat dilihat lnvensi yang dapat diberi 

paten305 adalah 

"(!). Paten diben1<an untuk lnvensi yang baru dan mengandung langkab 
inventif serta dapat diterapkan dalam industri. 

(2) Suatu Jnvensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi 
seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang tek.nik 
merupnkan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. 

(3) Penilaian bahwa sualu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga 
sebelumnya barus dilaknkan dengan memperhatikan keablion yang ada 
pada saat Pennohonan diajukan atau yang teJah ada pada saat diajuk:an 
pannohonan pertama dalam hal Pennohonan itu diajukan dengan Hnk 
Prioritas.n 

Jadi yang dapat dilindungi dengan rezim paten harus memenuhi ada 

unsur barn. mengandung langkab inventif dan berguna sehingga dapat 

diterapknn daiom industri. 

Jangka waktu paten JOtiadalah selama 20 talmo sejak tanggal penerimaan 

dan jangka waktu tidak dapat dipcrpanjang. 

Kemudian paten tidak dapat diberiknn unluk lnvensi rentang"": 

a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau 
palaksanaannya bertenlangan dangan paraturan pcrundang-undangan yang 
ber!aku, moralitas agama, keterttban umum, atau kesusilaan; 

7hwzy. 
' 01 Indonesia. K.eputusan Prcsidcn No. 19 Tahun 1997 tcnlang Rotifikasi W/PO Copyrighl 

Jo-4 Ibid. Pasel J Angka 2. 
105 Ibid., Pasal2 Ayat 1,2,3. 
:1o6 ibid., Pasal 8 Ayat I. Scsuai standan minimum TRIPs Art. 33. 
'
01 

Ibid., rasat 7 
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b. metode pemeriksaan, pe<awatan, pengobatan danlatau pembedahan yang 
diterapkan terhadap manusia danlatau hewan; 

c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau 
d. i. semua makhluk hidup, kecuati jasad renik; 

ii.proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, 
kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. 

Penjelasan30' Hurufb 

"Dalam hal pemeriksaan, pemwatan. pengobatan, dan pembedahan 
tersebut 
menggunakan penilatan kesehatan. ketentuan ini hanya berlaku bagi 
Imeusi metodenya saja, sedangkan perolatan kesehatlln termasuk alat, 
bahan. maupun obat. tidaktermasuk da1am ketentuan inL" 

Huruf d butir i 

"Yang dimaksud dengan makhluk hidup dalam huruf d butir 1 uu 
mencakup manusia, hewan, atau tanaman. sedangkan yang dimaksud 
dengan jasad renil: adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil 
dan tidak dapat dilihat secara kasat mata me!ainkan harus dengan 
hantuan mikroskup, misainya amuba, mgi, virus, dan hakteri." 

Huruf d butir ii 

"Yang dimaksud dengan prose3 biologis yang esensial untuk 
memproduksi tl1f1Clttl(ln a/au hewan dalam butir ii adalah proses 
penyitangan yang ber.;ifut knnvensinnal atau alami, misalnya melalui 
teknik stek, cangkok, alaU penyerbukan yang ber.;ifut alami, sedangkan 
proses non-biolvgis atau proses mikrcbiologis untuk memproduksi 
tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan 
yang biasanya bersifut transgenildrekayasa genetil:a yang dilakukan 
dengan menyertakan proses kimiawi, flsi.ka, penggunaan jasad renik. 
a tau bentuk rekayasa genetika lainnya." 

Berdasarkan TRIPs, terdapat aturan bahwa anggota dapat menetapkan 

dalam kehijakan nasionalnya untuk tidak mematenkan309
; 

a. metode diagnostik. terapeutik dan pera1atan untuk perawatan rnanusia 

ata.u hewan 

b. tanaman dan hewan selain jasad renik 

c. proses biologis yang penting untuk produksi tanrunan atau hewan selain 

proses non-biologis dan mikrobiologis. Disebutkan pula dalam 

penga.turan mengenai varietas tanaman dapat melalui sui-generis atau 

kombinasi dengan paten. 

lil' Pcojelasan UndMg-UndMg Paten, UU NO. 14 Tahlll1 2001. P!i5al 7. 
JU? Terjernahan bebas Art, 27(3) TRIPs dalrun Ao:;hcnad Zen Umar Purba. llak Kekayaan 

InteletuwJ Pasca TRIPs, (Bandung:Aiumni. 2005).67, 
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Menurut Carlos M. Correa) Ill daJam prespektif mak.ro pemberian paten 

atas mikro-organisme menyangkut keanekaragaman hayati dan lingkungan 

hidup. Pada Pasal 27 ayat {3) b TRIPs merupakan ketentuan yang masih 

dimndingkan antara negarn maju dan negara-negara berkembang, secara 

khusus masalah makhluk hidup masih menjadi topik kontroversial, terutama 

yang berkaitan dengan isu jasad renik. Negrua-negara berteknologi Iingg! 

seperti Amerika Serikat. Jepang~ Uni Eropa menafsirkan bahwa unsur 

keberuan juga dapat dikenakan lerbedap jasad renik yang tadinya terisolasi 

dan kemunculannya dapat dideteksi. Beberapa negara berkembang menolak 

memberikan paten terhadap pmdak semacam ini walaupun datang dari 

keadaan terisolasi. 

Contoh kasus dalam pembatasan paten dan penemuan di bidang 

genet~ antam lain : 

Diamond v. Chakrabarty311 

Penemuan (da1am teks: disehut sebagai discovery) Chakrabarty 

bakteri dari genus Pseudomonas yang mengandung dua energi yang 

menghasilkan pJasmid, sehingga menyediakan bidrokarbon, di mana 

bekteri ini dapat mengbancurkan komponen minyak mentah, diharapkan 

penemuan {setelah melatui proses penelitfan-inven/ion) ini dapat 

memberikan cara dalam pengolahan tumpahan minyak. Pendaftaran paten 

oleh Chakrabarty ditolak oleh klll1tor paten Amerika Seriknt dan dikatakan 

bahwa dalam peraturan Paten Amerika Serikat yang mengacu pada 1930 

Act Plant Patent Act § 1 01, yang dilindungi oleh paten tidak termasuk 

makhluk hidup. basil mikro··organisme melalui proses laboratorium, 

Setelab melalui proses legis1asi melaJui kongres, petisi-petisi dan 

kasus-kasus lain yang sejenis. Dalam pctisi yang kedua dikatakan harus 

diberikan paten tcrhadap makhluk hidup yang dihasilkan melalui proses 

penelitian oleh ah1i genetika., mengingat pemberian paten "Yeast, free from 

m:; Aehmad Zen Umar Pwha, Ha!cKekayaan lnlefektual Pasca TlUPs, (Bandung:Aiumni, 
2005),68. Libut Cer:los M. Correa d;IIam Graham Outfield Jntellec{ffQ{ Proper!)' Rjg/tfS, Trmie and 
BiiXiiversi'{ (London: fUCN-Earthscan Publlcation Ltd.,2000}. J7&. 

31 Fredrick Abbott and Thomas Cottier, The fnlernalianalfnlellectual Propert System : 
Commentmy and Materials, Part One and Port Two, (Kiuwcr Law Internetion!l:l 1999}. 2842. 

Universitas lndonosia 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



so 

organic germs of disease, as article of manufacture" atas penemuan 

Louise Pasteur. 

Biogen Inc v. Medtn·a PLC11~ 

Profusor Sir Kenneth Murray dari UnivOISitas Edinburgh 

meogadakan penelitian dan berhasil memilab keseluruhan DNA dari virus 

Hepatitis B yang teiah melalui teknik sekuensi (sequencing technique), 

yang menghasilklln antigen setelah diujikan pada percobaan dan metode 

error. Dengan penemuan teknik sekuensi ini menjadi dasar metode 

penemuan antigen (bentuk awal vaksin). 

Pada 22 Desember 1978 Biogeo herdasarklln pendeskripsian 

(pemeriksaan invensi) berdasar urutan-urutan {steps) peneJitian Profesor 

Murray mengklaim paten (berdasar hokum lnggris) dan pada 21 Desemher 

1979 dimohonlrnn bak prioritas (di European Patent Qfftce) y•ng 

dikabulkan pada II Juli 1990. Hak paten menjadi alas hak 

pengeksploitasian teknologi dan kepentingan komersia1 bagi Biogeo. 

Kemudian Biogen memonopoli semua gabungan metode memproduksi 

antigen~ tidak hanya dari pengujian perooba8Il awal tetapi sampai metode 

error, dan juga lahap telrnik selrnensi selanjutnya yang lebih efeklif. 

Pada tahun !992 Bingen dituduh telah melakuklln palanggaran oleh 

Medeva, PLC. Medeva memiiiki tujuan untuk memasuki pasar dengan 

vaksin Hepatitis B generasi ketiga yang terbuat dari gabungan dari 

teknologi DNA dan koloni sel hewan mamalia. Medeva mengajukan 

gugatan pembatalan dan menuduh telah terjadi ketidaksahan ata.s alas 

hulrnm dari paten Biogen, Dalam pemeriksaan tidak diragukan bahwa 

Profesor Murray merupakan orang pertama yang mencipta.kan antigen 

Hepatitis B dengan telrnologi penggahungen DNA. Tetapi perkembangan 

teknoiogi sangat pesat. mendorong penemuan-penemuan barn, sebagian 

dari teknologi yang telah ada mendorong {sebagai pengemban,gan ide dari 

penemuan lama, tetapi belum dapat menjadi suatu invensi baru), maka 

dlpertanyakan bagaimana tingkat pemeriksaan invensi atas paten berdasar 

m Ibid. 42-64. 
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art of molecular biology dalam penggunaan gabungan teknoJogi DNA 

pada tahun !978. Berdasarkan Sec/ion 1(1) of the 1977 Act defines '"patent 

inventions", sebagai berikut: 

.._A patent may he granted only for an invention in respect of which 
the following condiJions are satisfied. that is to stzy 

(a) the inventions is new 
(b) it illVf)/ves an inventive step 
(c) it is capable afinduslrio/ application 
(<tJ .•• , 

Setefah melalui proses legislasi dan kasus-kasus lain yang sejenis, 

walau pada awalnya pada putusan banding. dinyatakan bahwa gugatan 

pembatalan diabaikan. tetapi pada putusan European. Patent Office, 

menyata.kan bahwa kJaim atas paten oleh Biogen alas penemuan Profesor 

Murray, dapat dicapai tonpa adanya pangajaran. Jadi berdasarkan padapat 

Dewan Teknis Genentech alas paten Biogen tersebut tidak. dapat dianggap 

sebagai invens~ sehingga alas hukum paten tersebut tidak sah (invalid}. 

3.2.2 Paten dan Kesebatan PubHk Global 

Kemampuan penguasaan teknologi oteh suatu bangsa mempakan salah 

satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui penguasaan 

teknologi, proses pertumbuhan menjadi amat cepat dan oleh karena itu, 

keberadaan teknologi sebagai penunjang pembangunan menjadi tidak dapat 

ditawar lagi. 

Namun dala.m kenyataannya rnasih terdapal kesenjangan dalam 

penguasaan teknoiogL ApabiJa dicermati terdapat keiompok negara~negara 

maju yang memiliki dan terns mengembangkan teknologi dan sebaliknya 

terdapat beberapa negara di dunia, sebagai negara berkembang yang tingkat 

penguasaan teknologinya tidak sehebat negara-negara rnaju. Jn 

Hal penting terkait isu kepentingan negara berkembang dalam K1M TV 

Doha,. ada empat haln4
, antara lain : penerapan isu-isu, perlakuan khusus 

dalam S&D. utang dan investasi {keuangan), dan teknologL 

m Budi Agus ruswand.i, llak Kckayaan lntelekiua! dan Budaya Hulmm, Op.cit../00. 
114 Bhaginalh La! Das, Op.cil.,6. "Jhe important df>velopmenl issues which were pur onlhe 

tJg.enda in Jhe wro Doha negofialio11J at the inslance of lhe dew:loping caunlrics have been 
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Atas desakan negara-negara berkembang pada KTM IV Doha, unluk 

memperoteh akses terhadap obat..obatan. )IS Kemudian TRIPs memberikan 

beberapa pengecua1ian bagi perlindungan HKI terkait kesehatan publik globaL 

Negara berkembang dimungkinkan untuk lisensi wajib dan impor pararel 

sesuai kebutuhan nasional. Tetapi dalam pelaksanaanya sering menimbulkan 

konllik karena diartikan berbeda oleh negara maju dan negara berkembang. 

Meskipun di dalam 1R!Ps kekayaan intelelctual merupakan suatu 

''private rights", namun TRlP:s juga mengenal adanya sistem perlindungan 

kekayaan intelektual nasional yang memiliki tujuan untuk kepentingan publik. 

Dalam Pasal 7 TRIPs'" dinyatakan bahwa perlindungan hak kekayuan 

intelektual tidak hanya untuk mempromosikan inovasi teknologi dan alih 

tekaologi dan penyeharan tekaologi yang penting bagi negara-negara 

berkembang. Hal ini diknatkan dalam Pasal8 ayat (!) 1R!Psm, bahwa negara 

anggota TRIPs daJam pembentukan regulasi dan hukum nasional mereka 

dapat mengadopsi beberapa ketentuan yang berhubungan dengan 

perlindungan kesehatan publik dan nutrlst dan mempromosikan kepentingan 

publik daiam sektor~sektor yang vital bagi pertumbuhan sosiaJ-ekonorni. 

Selain itu pada Pasal 8 ayat (2) TRIPs318
, memungkinkan bagi negara 

anggota TRlPs untuk melaknkan suatu tindakan yang perlu apahila jika 

pemengang hak menghalangi terjadinya transfer teknologi. 

Salah satu cara negara berkembang untuk mengutamakan kepentingan 

publik ini adalah melalui Lisensi Wajib (Compulsory License). Lisensj wajib 

pushed into the background and almost forgotlen. Four of them need special mention: (i) 
implemtmtalion i5Sues; (ii) :Jpecial and di(forential (S&D) treatment of the rkveloping countries; 
(iii) debt and finance; and (w) technology."' 

m Jhamtani dan Ha.nim, Op.cit., 144. 
316 Llhat Art. 7 TRIPs, ''Til£ protection ami enforcement qf intelleclual property rights 

should conlribute ttl the prr>m<>tion if tecJmoJogicaJ innrwation anti 10 the transfer and 
dissemlnation of technology, to the mutual adwmtoge qf producers and user.s of technological 
knowledge and in a manno conducive to social and economic welfare, and ttl a balance of rights 
and obiigndons."' 

111 Libat M. 8( 1) TR.IPs, "Member.; mey, in formulating ar amending their laws and 
regulaJiOIIS, adopt mearunu necessary to prctecl public health and nutrition. and to promote the 
public interest In sectors 11/ vital importance to their soci<H!Conomic and rechnoioglca/ 
dew:/t;pmem, provided that !iUCh measures are cans;srent with the provisions of this Agreement."' 

"'
1 Lihat Art. & (2) TRIPs. "Approptiale measurfUi, pruvided that they are nmsistertt with 

the pravisitm.S <if lhJs Agreemem, nuzy be I'ICf!dcd 10 prevenr the abliSI! of intellectuol property 
rights by right h<>iders vr the resort to practices which unreasonably restrain lrafk or adversely 
q/foct the internationof transfer of lechnc/<lgy!' 
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memungkinkan pemerintah untuk diberikan Hsensi kepada perusahaan, atau 

pihak lain, untuk melakukan eksploitasi terhadap suatu materi subjek yang 

dUindungi oleh hukum paten atau hukum Jain yang melindungi bak atas 

kekayaan inteiektual, tanpa persetujuan dari si pemegang hak.319 

Terdapat permasalaban yang kemudian timbu~ dengan adanya lisensi 

wajib ini, yaitu: apakah batasan bagi aplikasi lisensi wajib atau apa saja yang 

menjadi syarat bagi negara berkembang daJam melakukan Jisensi wajib. 

3.2.3 Lisensi Wajib Dalam Kepentingan Kesebalan Publik 

Menurut l""""tujuan TRIPs hak-hak paten tidak bersifat absolud, 

t<:lapi dapat tundak pada pembatasan dan pengeeualian320
, antara lain : 

a. negara-negara boleh memberikan pengecuatian yang dibatasi, 

asalkan pengecualian itu tidak bertentangan dengan eksploita.si 

wajar dari paten dan merugikan kepentingan~kepentingan pemilik 

paten, dengan mempertimbangkan kepentingan sah dari pihak 

ketiga. 

b. Negara-negam dapat membenarkan tujuan-tujuan pihak ketiga 

(melalui lisensi wajlb1 atau untuk kepentingan umum yang non­

komersial (pelaksanaan paten oleh pemerintah) tanpa hak dari 

pemilik paten-"' Tidak terdapat batasan mengenai apa yang 

319" Carlos M. Correa. fnteilectual ProJHrfy Rights and rlw Use of Compulsory Licenses: 
Option For Developing Counlrfes, South Center Working Paper 5, Oktobcr 1999.11. 

l
2° Cita Cilrawinda Priapantja, Hak Kekayaan lntelektuaf T'amangan Masa Depan, 

(Jakarta: Badan Penerbi FH Ul, 2003), 51~52. 
m Lihat Art. 31 TRIPs, "Where the law of a Member allows for olher taem of the 

subjec1 matter of a pa(en( wilhoul the authorl:tarion of the riglll ho/de,\ including use by 1he 
go;,.-ern~Mnt or third parties authorized by the gave.rnment. the foi/QW/ng provisions lhall be 
re3pet:red: 

(a) 
(b) 

authorization of wch use shall be considered on its indh>idua/ merils; 
such use may only be permilled !f. prior to such u.re, ihe proprued !<S<:t' has made 
ejfot'ls to obtain auihorization from !he right holder on reasonabl« ccmtmercial 
terms and r:onditions and tkat such efforts have nol been successfol within a 
reasonable period l)jtime This requirement may he woit'ed by a Member in I he 
case of a notional emergency or «her ci'rr:umstances qf extreme urgency or in 
cases of public non-commercial use. in situatioru of nalional emergency vr 
otlter circumstances if exlreme urgency, tlw right holder shall, nevertheless, be 
notified as SCI()fl av rewonahly praclit:able. In the case of public llOTr­

commerclaf use, where the government or confmt:f<Jr, without making a patent 
SP-are h. knows r.rr has demonstrable grounds lo know thar a valid patent is or will 
be used by or for the governmem, rhe right holder shall be informed promptly; 
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dimaksud dengan penggunaan non~komersiai untuk kepentingan 

publik tidak lerdapat pada Pasal 31 TRIPs. 

c. Negara-negara berhak untuk mengambil langkah-langkah 

konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam TRJPs~ terbadap 

praktik-praktik anti persaingan. 

Memang pada Pasal 8 ayat (I) TRIPs menyatakan bahwalisensi wajib 

sebaiknya diberikan untuk melindungi kesehatan publik dan nutrisi atau 

mempromosikan kepentingan publik dalam bidang yang sangat vital untuk 

pembangunan sosio ekonomi domestik dan teknologi. Namun demikian, hal 

(41 
(<) 

(/) 

(g) 

(h) 

{>) 

(j) 

(kj 

the scope and duroticn <>f such use shall he limlfed to the purpose for which it 
was authorized, and in lhe case of semi-clmfiut;Jor technology shall only be for 
publk non-commercial use arlo remedy a practice derermimui qfter judicial or 
administrative process to be omti-compelltive; 
$1/Ch use shall be IIQn-exclusive; 
such use shall he non-assignable, excepl with that pan cf Ike enterprise or 
g()()(}wifl which enjoys such us:e; 
~such we shall he authorized predominantly jffl' the supply of lhe domestic 
mt1l'htl afthe Member authorizing such 1/St!; 
autlwrization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the 
legitimate inl£Te!its of the persons sa authorized. to bf! terminated if tmd when 
the cin:umstances which Jed to iJ ettase to exist and are rmJ;Jcely to recur, The 
competent (1J(I/writy shall have the authc;rity to review, upon motivated request, 
the continued existence of these circumstances; 
the right holder shall be paid adequate nmurwration in the clrcum.ttances of 
each case, taking into {ICCOuntthe economiC WJ!ue oft he autlwri.ratkm; 
the legal vafidiry of arp decision relating to the authorization qf S!iCh use shall 
be subjeel 10 judicial review or other independent review by a distinct highl!r 
authority in that Membl!r; 
GJtV decisitm relating to the romuner11tion provided in respet:l of such use sha/J 
he subject to judicial review er other independenJ rtwiew by a disliru:~ higher 
t.tUthority in that Member: 
Members are nOl <lbliged to apply the conditions setf«th in subparagraphs (b) 
and (J) where 5uch use is permitted In remedy a practice determined after 
judicial or admlnlsfrl1tfve process to be anti--competitive. The need to carrect 
antl-ccmpetilive practices may be taken into account in determining rll£ amount 
of romun(tl'afiM in such cases. Competent authorities shall hav€ the autlwri~ tl) 
refuse termination of authari:t41i<m if and when the comlitif»>S which led to such 
authorization are li~ly to recur; 
where such use Is authorized to permit the e:xploilatfon cf a patent ("the second 
patent') which cannot be exploited withcu~ i.trfringing cmoJher patent f'the jirlif 
parent"), the following m;/dltional condition:; :shall appl)l: 

(i) the invention claimed in the second patent shall im"'lve an important technical 
advance of considerable ec01Wmic significai'1Ce in relation to tim invention 
claimed in the first patent; 

(ii) the owner of I he first pPtent shalf he emil led to a crosswlicence Qn reasonable 
terms I~ use I he invention claimed in the second pulenl; and 

(iii) the use authorized in respe&l of the first patent sltall be n~assigrmble except 
with the assignment of the second poteiZI.'' 

Universitas Indonesia 

Perlindungan Sumber..., Benedicta Honnie, FH UI, 2009



85 

ini tetap menjadi perdebatan antara negara~negara maju dengan negara:-negara 

berkembang. Perdebatan ini terjadi karena pada saat draft TRIPs Agreement 

mengenai Iisensi wajib ini disusu~ negara-negara maju menginginkan 

penggunaan lisensi wajib dibatasi secara spesifik dengan disebutkan dalam 

TRIPs, sedangkan negam bcrkembang berharap untuk diberikan kebebasan 

yang wajar dalam memberikan lisensi \W\.iib dengan mellhat kondisi yang 

ada.322 

WHO menyarankan bahwa penggunaan lisensi wajib ini te!jadi ketika 

terdapat penyalahgunaan hak paten atau pada saat darurat nasional, tujuannya 

adalah wttuk memastikan bahwa harga obat akan tetap konsisten dengan harga 

lokal. Demikian pula UNA!DS menyarankan, babwa penggunaan lisensi 

tersebut dilalrukan di negara-negara yang menganggap HIV/AIDS sebagai 

darnrat nasional, seperti yang telah ditentukan oleh TRIPs, Sedangkan bagi 

negara-negara maju penggunaan Hsensi wajib ini dilakukan deogan tujuan 

untuk mempromosikan persaingan usaha dan dilakukan di berhagai bidang 

yang berdasarkan pada kepentingan publik."3 

Dalam putaran Doha TRIPs seharusnya diinterpretasi dan 

diimplementasikan dalam suatu sikap yang mendukung hak-hak anggata 

WTO untuk: melindungi kesehatan publik dan. secara khusus. untuk membuka 

akses kepada obat-obatan bagi semua.324 

Paten merupakan sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan 

kekayaan intelektual, tetapi paten juga dapat menjadi suatu alat yang 

dipergunakan untuk k:epentingan seseorang atau perusahaan karena 

memberikan hak monopoli.32s Keberadaan sumberdaya manusia yang ma.mpu 

menghasilkan karya·karya intefektual tidak merata di setiap negara. Sebagian 

besar sumber daya manusia yang demikian adalah negara-negara maju, dan 

sebaliknya di negara-negara berkembang sumber daya manusia tersebut 

m Budi Agus Riswandi, Op. Cit., blm. 104 
m Carlos M. Correa, Integrating Public Health Concerns lnro Patent Legislation In 

Dtlh!!loping Countries, <http:/!;\ \~W .~mhccnlrc,org/puhlf cat f{lns/puhjidn:a!thilr.c.htm>. diakse& 
puda 3 Mel 2008. 

JN Sckilas WTO, Op.cit., 68. 
m Yurina M. Tumang. J)pmpaf< Paten terhod(JJ' Tingkai Ram·rola Harga Obat Esensial 

Prcduksi Pemsahaan Farmasi UE, Jumal Kajian Wilayah E:ropa, Volume UNo. I Tahun 2006, 
(Jakarta: PrQgrrurt Studi Kujian Wilayah Eropa Pmgrnm Pusca Sarjana UniverSitas Indnnesla, 
2006), 67. 
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jumiahnya sangat sedildt. sehingga terdapat kesenjangan perturnbuhan sosial 

ekonorni antan\ negara maju dengan negara-negara berkembang, serta 

menguatkan posisi negara maju terbadap negara-negara berkembang.l260leh 

sebab itu meialui lisensi wajib diharapkan dapat menciptakan kualitas obat 

yang baik dengan harga yang te!jangkau. 

Kemudian Jisensi wajib dapat meqjadi sarana bagi negara-negara 

berkembang dalam melakukan alih teknologi, yang pada akhimya membawa 

negam-negara berkembang pada pemanfaatan tekanlogi, yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi, dan mengurangi kesenjangan 

antara negara-negara maju dan nega:ra-negara berkembang. Keberadaan Usensi 

wajib memungk:inkan teknologi yang dilindungi oleh paten dapat dieksploitasi 

tanpa perlu adanya kesepakatan dari pemegang paten, dan hal ini herarti 

memberikan peluang bagi negara-negam barkembang agar teknologi yang 

dihasilkan oJeh negara-negara maju dapat dimanfaatkan oleh negara-negara 

berkembang, meskipun harus melalui persyaratan dan prosedur tertentu.:m 

Mengingat pentingnya Hsensi wajib dalam pemanfaatan teknologi. 

maka beberapa nega:ra berkembang di dunia telah membedakukan lisensi 

wajib tersebut. Thailand misalnya. pada bulan Januari 2008 mernberlakukan 

lisensi wajib terhadap beberapa produk obat anti kanker, dan pada November 

2006 sampai Januarl 2007 telah melakukan Hsensi wajib pada dua obat anti~ 

AIDS. 328 

Apa yang dilakukan oleh 1bailand ini membuat Komisi Eropa dan 

Amerika Serikat menekan untuk memberlakukan sanksi dagangnya kepada 

Thailand. Tetapi Thailand pada dasarnya didukung oleh beberapa organis.as! 

internasional seperti WTO. WHO, dan UNDP. Sebenamya tujuan dari tekanan 

oleh Amerika Serikat tersebut agar pemerintah Thailand bersedia untuk 

membentuk komite gabungan yang akan membicarakan pelaksanaan Hsensi 

wajib tersebut, dan karena Thailand adalah negara pertama yang 

menggunakan lisensi wajib untuk obat~obatan dj luar obat-obatan anti 

w. Budi Agus Riswaodi, Op. Cit., 106. 
mOp. Cit., Budi Agus Riswatldi, him. !08: 
m Sangeela Shashikant., Recent Thai Compulsory Licenses ami the . .tfjrermoth, 

<jtUp://www .!lmside.ur&-~g/title2!lli;:,~.llh.lnJU/2Q.Q8!Lw@cuH!tinJQ10080401 .. bJ.i!J>, diakses pnda 5 
Mei 2008 
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HlV I AIDS terutama obat anti kanker. 3"2!1 Alasan yang dikemukakan oleh 

pemerintah 1bailand dalam memberJakukan lisensi wajib untuk obat-obat 

tersebut adalah karena tingginya angka kematia.rt yang disebabkan oleh kanker 

tiap tahunnya di Thailand. 

Pemerintah Thailand berdalih bahwa para ahli dan LSM menyatakan, 

WTO dan TRIPs Agreement tidak melarang penggunaan lisensi wajib 

terhadap obat-obatan anti~AIDS dan penyakit lainnya. Kemudian ditegaskan 

lagi dalam Dalam putaran Doha, membahas TRIPs dan Kesehatan Publik dan 

tidak diberikan bawan terbadap lingkup penyakit yang dapat diberlakukan 

Hsensi wajib.llt'l Selain itu pemerintah Thailand juga mengeluarkan bukti 

bahwa telah le!jadi negusiasi sebelumnya dengan pemegang paten, namun 

negosiasi teJsebut gaga! mencapai kesepakatan yang dapat mendulrung akses 

terhadap ohat-<>hatan !crsebut, dan sebmjutnya at:as dasar hukum paten, 

Thailand melakukan lisensi wajib tcrsebut. 

Hukum Paten Thailand pada Section 51 menega!;ikan bahwa Menteri, 

Sekretariat Permanen dan Direktorat Jenderal dari kementrian atau 

departemen apapun dari pemerintah Thailand memiliki hak: untuk 

mengeluarkan suatu lisensi wajib dengan tujuan untuk memberlkan pelayanan 

publik dan dalam keadaan sangat genting, yang mana salah satunya adalah 

meningkatkan ak.ses k.epada ob.at..obatan tertentu.331 

Di negara Cina,. dalam hukum patennya. juga telah mengatur mengenai 

iisensi wajib in~ terutama dalam bab yang disebut sebagai ''The Regulations 

on Compulsory License for Expfoitalion of Patent." lmplementasi 1isensi 

wajib ini dilakukan mdalui Stale Intellectual Property Office (SlPO), yang 

dalam memberikan lisensi wajib haros didasarkan pada pertimbangan kondisi 

darurat nasional, atau pada keadaan yang sifatnya extraordinary stale atau 

adanya kepentingan pubHk.332 

Dari beberapa oontoh penggunaan lisensi wajiP dan pengaturannya di 

beberapa negara di atas, dapat dilibat bahwa negara~negara berkembang pada 

n'l ibid .• 
1

l
11 Ibid .• 

Hl fbkf., 
)J2 Regulations on Compulsory License for E!rploilations of Polen!0 <hUp:/l\\W\I'.(J;:f!il­

DJlfent._900LCnfNct~sfl'0030326Q_V:l\!D >, dlakses pada 6 Mei 20G8. 
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dapat rnenggunak:an peraturan TRIPs untuk pemanfaatan teknologi dan alih 

teknologi~ sebingga dapat rnemenuhi kebutuhan kesehatan publiknya. 

3.3 Rezim Paten Tidak Relevan Deugau lsu Perlindungan Spesimen Virus 

3.3.1 P.......Our Palen daa Wild Spesimen Virus Flu Burung 

Suatu penemuan dapat dilindungi recim Paten jika terpenuhi unsur·unsur 

1l11Sur kebaruan, lang)<ah-langkah inventil; dopat diterapkan dolan\ industri'"· 
Berdasarkan pada keharusan ada. unsur-tntsur tertentu, yang temyala menjadi 

kesullt!n bagi penempan pada penemuan dolan\ bidang bioteknulogi, yang berupa 

somber doya genetiks. Dabun bal kepemilikan spesimen virus bsru dopa! 

menggunslam perlindangan rezim paten pada basil dota sekuens~ proses up­

steram. vaccine development, downstream. 

> 
~---l 'upstream' e.g. patents 

on derived, sequences, 

on research tools. 

:E 

~ 
c 
u 
0 

~ 
~ 

0 
c 
.2 q t:; 
~ 
;; 
~ 

'vaccine development' e.g. 

patents on means of 

producing seed viruses or 

other antigens for vaccines 

'reverse genetics' technology 

'downstream' e,g, patents 

on adju\fants, production 

technologies, means of 
delivery or vaccine 

Gambar : Langkah dalam virus sharing dan produksi vaksin334
• 

m Lihat kembali syarnt-syamt sualu invcnsi yang dapat dilindungi paten, Pasal 2 
Undang~Undang No. 14 tahun 2001 tenttmg Paten. 

m Life Science Program. WlPO, Wmking Paper, Palenl Issues Ralntcd to l11flucr!Zl1 
Viruses and Their Genes, 2007. (Berdasarknn WHO-WHA Resolution 60.28). Bagan pola 
dlstribusi mu!ai dari wild virus spesimcn (yang didapa!: dilfi sampel darah), melalui pcngolaban 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa perJindungan paten dimulai 

adanya kegiatan invensi. tidak dimulai da.ri ditemukannya spesimen virus. karena 

berasaJ dari sampel darah, jika dmhat dengan unsur-unsur pemenuhan paten~ akan 

sulit. seperti di manakah kebaroannya. bagaimana menguraikan !angkah inventif, 

untuk: bergw1a sehingga dapat ditempkan dalam industri harus diproses terlebih 

dahulu dengan menggunakan alai (lremungkinan besar yang dilindungi oleh paten, 

karena dapat juga sudah tidak dilindungi paten karena seperti pada kasus Biogen 

Inc v. Medeva PLcf", selanjutnya pengemhangan vaksin (pengolahan antigen) 

dan dalam bentuk final vaksin, dua lahap ini yang pasti dilindungi o!eh paten. 

3.3.2 Rezlm Paren Alas Orgaoisme Hidup 

Sejak kasus pertama paten atas makh!uk hidup dalam kastc< 

Cbakrabart;'36
, membuat suatu organisme, terutama yang dapat direkayasa 

genetika dianggap sebagai penciptaan sama dengan penemuan yang dapat 

dilindungi paten. Kasus ini membuka kesempatan bagi pemilik modal dan 

pemsahan-perusahaan nntuk memi!ild hak aksk!usif dan memperdagangkan 

makh!uk hidup berserta seluruh bagia-bagiannya.'" 

Bagian-bagian tubuh manusia juga tetmasuk da!am organisme yang dapat 

direkayasa. Seperti pada Desember 2008 pemerinlah Islandia te!ah menjua! daia 

base DNA seluruh peududukoya kepada Hoffinan-La Roche seni!ai 200 milyar 

dollar Amerika SerikaL:m Melalui penjualan data base ini perusahaan tersebut 

mcmpunyai hak eksklusif untuk mengakses gen-gen orisinal penyebab 12 macarn 

penyakit.:tJ9' 

Spesimen virus sebagai mikro-organisme memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi, menyebabkan berbagai pihak ingin rnendapat kasmtungan. Terutama 

negara maju yang memilik modal dan teknoiogi. Sehingga menimbu1kan 

perkemkangan paten atas kehidupan. 

sampa:i produksi dan distribusi vaksin, Gambar ini hanya sebagai konsep OOtam working paper. 
Lihat http:f!www.who.inL'\:sr/discas.o;iayian intlucnzu/W!PO IP %20paQ£r!9 10 2007.pdt". 9 
Mei 2008. - -

m Lihat kembali kasus pada halaman eu. 
llli Lihat kembali kasus Biogeo lnc. v. Medcva PLC. 
111 Jhamta.nl don Hanim, Op.cit-.62·63. 
Jlll/bid., Lihat Tempo. 23 Jll!luari 2000. 
l1'J ibid., 
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Daiam proyek genom manusia, paten didasarkan pada penemuan bukan 

pada penciptaan. Hal ini mencakup pada sel dan Jini sel manusia, mela1ui sekuensi 

data, akan diperoleh secara alami. l<lfl.yetapi mesin sekuensi ini yang dilindungi 

paten sehingga m.enyebabkan hasilnya juga termasuk datam bat yang dapat 

dHindungi oieh paten. 

3.3.3. Perlindungan Kepemilikan Speaimen Virus Fin Burung Tidak Dapat 

Dipandang Sebagal Hak Individual 

Paten sehagai rezim yang bersifat individualistik tidak dapat melindungi 

spesimen virus Flu Burung, karena ada syarat kebaruan. langkah-langkah invensi 

dan dapat ditempkan dalam industrl. Padabal dalam penemuan fungsi dari suatu 

mikro organisme dika!Bkan bukanlah penemuan berdasarlcan cipmm. (invention) 

tetapi lebih pada penemuan semata (discovery). 

Berdasarkan bukam alam dan prinsip ilmu pengetahuan. peneliti 

dimungkinkan menemukan sesuatu yang tidak dapat dilindungi me!alui paten. 

Sebagai contoh Hmuwan menemukan gelombang magnet dati atmosfer bumi dari 

kedalaman angkasa, dan jenis gelombang ini dapat mendukung telekomunikasi 

satelit. Penemuan (discovery) ini membawa pada penemuan (invention) peralatan 

filter yang bemilai ekonomis, yang dapat diberikan perlindungan paten. 

Sedangkan untuk gelombang magnet tersebutlidak dspet diberikan perlindungau 

paten341
• Oleh karena itu kurang relevan jika mengaitkan paten dengan isu 

kepemilikan spesimen virus (daJam hal ini spesimen virus Flu Burung). tetapi 

terdapat potensi ekonomi yang besar dari mikro-organisme. 

Potensi ekonomi tersebut berdasa.rkan pengembangan teknologi yang pesat 

di bidang bioteknologi dan perekayasaan genetika. perlu dilihat lebih lanjut 

a.pa.kah rekayasa genetika sudah mela1ui proses uji coba dan apa saja akibatnya 

pada manusia, lingkungan. bewan. tumbuhan. Jika tidak rekayasa genetika dan 

biotekno1ogi menjadi sebuah ~aliansi ilrou yang buruk dan bisnis raksasa', karena 

pada dasamya rekayasa genetika mengandung bahaya.:w2 Tetapi pola pikir dari 

l4Q Ibid., 
HI Fredrick Abbotland '111omas Cottier, The lnternali(Jf!O//ntellecmal Propttny Sysicm.· 

Comnre~t~ary and Marerials, Part One, (Kluwer Law Intemalionel, 1999).25. 
mMae-Wan Hoz [Gelll!tlc Enginerlng: dreanr qr NigthmareJ, Hira Jhammni, ed., 

aa.Rekayasa Genelik: lmpion atau Petoka. Op,cil,, 1. 
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genetika deterministik. memberikan informasi yang salah kepada praktisi, pubHk. 

dan masyarakat umum tentang bioteknologi yang membawa kemajuan tanpa 

melibat akibatnya.343 

KepemiHkan spesimen virus flu burung tidak dapat dipandang sebagai hak: 

individua1> disebabkan oleh sebagai spesimen yang mempunyai potensi pandemik. 

Berdasarkan IHR 2005 dan WHO Constitu/iqn, jika muncul suatu penyakit yang 

berpotensi pandemik maka, wajib membagi sample speaimen virus kepada WHO 

CC dan H5 Representative LabtJrotories. Perlu diingat penyakit yang berpotensi 

pandemik adalah merupakan ranah penyakit yang terkait kesehatan publik global. 

Menyangkut kesehatan global adalah bak asasi setiap individu atas kesebatan, 

sehingga tidak dapat dipetkecil menjadi hak individual melalui rezim paten. 

Simpnlnn 

Rezim HKI yang bersifat individual, tidak dapat memberikan 

perlindungan terhadap sumber daya genetika. Beberapa alasan yang mendukung, 

antara Jain : 

I. Rezim HKI yang dibentuk oleh negara-negam maju berorientasi pada 

perHndungan modal dan teknoiogi dari pemilik investasi. Sehingga HKI 

identik dengan komersialisasi kekayaan intelektua~ sedangk:an negara­

negara berk.emha:og melihat spesimen virus FJu Burung sebagai sumber 

daya genetika untuk kepentingan kesehatan bersama, bukan sebagai objek 

komersial. 

2. Rezim HKl adalah suatu rezim asing yang berbeda dengan karakter dan 

budaya hukum masyarakat negara-negara berkembang. Penerapan rezim 

HKl dipaksakan oleb negara-negara maju demi perlindungan Multi 

NatioiUll Enterprise mereka. 

3. Rezim Paten melindungi kepentingan ekonomis penemu individu dan 

perusahaan bioteknologi dan farmasi sebagai pemengan paten (para 

penelitinya bekerja herdasarkan work for hire atau mereka bekelja untuk 

perusahaan tersebut). Sebaliknya negara-negara terinfeksi virus Flu 

Burung (negara-negara berkembang) tidak melihat aspek ekonomi dart 

:>4; ibid., 
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spesimen virus tersebut. melainkan 1ebih pada kepentingan kesehatan 

publik global. 

4. Isu kesehatan puhJik global dan sumber daya genetika berbentuk spesimen 

virus tidak sesuai dengan kerangka paten yang memerlukan syaratooSyarat 

kebaruan, langkoh-langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. 

5. Terdapat pertenlangan mengenai mikro-organisme dnlam WTO/fRlPs dan 

CBD. Mengingat spesimen virus Flu Burung adalah suatu mikro-­

organisme yang hidup yang bernsal dari darah manusia yang terinfeksi 

virus Flu Burung tersebut. 

6. Atas desakan negara-negera maju pada KTM N Doha, TRJPs 

memberikan beberapa pengecualian bagi perlindungan HKI terkait 

kesehalan publik global. Negara berkemlamg dimungkinkan untuk lisensi 

wajib dan impor pararel sesuai kebutuhan nasional. Tetapi dalam 

pelaksanaanya sering menimbulkan konllik karena diartikan berbeda oleh 

negara maju dan negara berkembang. 

7. Kemudian kepemilikan spesimen virus Flu Burung tidak: dapat dipandang 

sebagai kepentingan hak indivual, karena terdapat kepentingan kesebatan 

publik global. Oleh karena itu tidak tepat jika dimasukkan dalam kerangka 

perlindungan kekayaan intefektual) yang bersifat individual, dalam hal ini 

perlindungan paten. 
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PERLINDUNGAN DAN BENEFIT SHARING ATAS 

KEPEMILIKAN SPESIMEN VIRUS FLU BURUNG STRAIN INDONESIA 

Pada ba&-bab sebelumnya telah dibahas rnengenai huhungan kesehatan 

publik global dengan sumber daya genetika berbentuk spesimen virus. Juga 

pembahasan bahwa telah tetjadi misapprapl'iation sumber daya genetika oleh 

pihak asing terutama oleh negara~negara maju, sehingga menimbulkan kerugian 

bagi negara-negara berkembang, sebagai negara yang terinfeksi vlrus Flu Burung. 

Kemudian pembahasan mengenai rezim HKl, khususnya paten tidak dapat 

meiindungi sumber daya genetika berbentuk spesimen virus. Kesadamn negara­

negara berkembang, terutama Indonesia akan pentingnya perlindungan atas 

kepemilikian spesimen virus Flu Burung strain Indonesia rnuncut disebabkan ofeh 

suatu sistem yang tidak adil dan tertutup dip<;rgunakan oleh WHO/GISN. Oleh 

karena itu Pemerintah perlu berperan ak.tif da!arn melindungi dan menjamin 

kesehatan rakyat Indonesia, serta ikut menjagu kesebatan publik global. 

Upaya~upaya perlindungan terhadap kepemilikan spesimen virus Flu 

Burung strain Indonesia, perlu dianalisa berdasarkan hubungan kesehatan publik 

global. O!eh karena bfdang kesehatan tidak dapat dipandang sebagai hak individu 

dari individu atau perusahaan bioteknologi dan farmasi saja.. Harus dikecualikan 

untuk memenuhi kepentingan kesehatan global publik, perlu melalui sistem yang 

bersifat universal, Jadi dengan adanya kesadaran dari negara-negara yang 

terinfeksi (nega.ra-negara berkembang) untuk melaporkan kejadian penyakit dan 

memberikan spesimen virus Flu meJa1ui mekanisme WHO. Diharapkan adanya 

suatu bentuk perlindungan terhadap spesimen virus Fiu Burung tersebut;, paling 

tidak dapat memberikan pembaglan manfaat (benefit sharing) kepada negara­

negara yang terinfeksi. 

4.1 Upaya Perlindungan KepemiUkan Spesimen Virus Flu Burung Strain 

Indonesia 

Terdapat beberapa upaya perlindungan sumber daya genetika berbentuk 

spesimen virus Flu Burung strain Indonesia, yang diusabakan Pemerintah 

93 Universitas Indonesia 
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Indonesia melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DEPKES Rl), 

dengan berbagai cara, antara lain mekanisme WHO, sistem hukum kontrak dan 

sistem hukum nasional. Mefalui rezim paten secara lisensi wajib untuk vaksin. 

Serta mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing). 

4.1.1 Melalui Mekanisme WHO 

Melakukan berbagai upaya melalui mekanisme pengembangan 

potensi dari hukum kesehatan intemasional melalui bidang luas dari 

kekuasaan 'quasi-legis/alive' WH0.344 

Salah satu upaya pemerintah Indonesia melalui inisiatifDEPKES RI, 

adalah menghentiken pengiriman spesimen virus Flu Burung kepada WHO 

CC untuk sementara wal<tu. Tepatnya mulai 20 Desember 2006, Indonesia 

tidak mengirim spesimen virus selarna mekanismenya :masih melalui GISN 

yang tertutup. Mekan.isme ini harus diubah menjadi mekanisme yang adil dan 

transparan. sehingga negara penderita tidak dirugikan !agi. 345 Sebagai bentuk 

protes atas banyaknya pertanyaan dan isu mengenai be:redamya spesimen 

virus FJu Bunmg, serta vaksin dengan bahan dasar data sekuensi spesimen 

virus Flu Burung strain Indonesia. 

Padahal berdasarkan WHO's 2005 Guidelines'", diatur bahwa WHO 

CC dilarang memberikan spesimen virus pada pihak ketiga., seperti kepad.a 

perusahaan atau mempublikasikan atau memberi pengetahuan data sekuensi 

gen dari spesimen virus tersebut tanpa pri'f>r permission dari negara 

pengkontrlbusi.341 

m Menurut BC!anger "quasi-legislative', karena mcngingat WHO sebagai orgnnisa.'>i PBB 
yang menangani bklang kesehatan intemasional. Mcrupakan satu-satunya organisasi keschatan 
yang mempunyai kekuasaan untuk membuat pcmturnn bagi ~ dun!a.. 

Hi Suparl, Op.cit., 23. 

l.U Lihat I ~~~~~~~~~~ !i :1 >, diakscs pad11 18 Mei 2009. to facilitates 
access fo influenza A(HjNJ) viruses by WHO bas 
developed a Highly Pathogfmic J'!flurmza Tronifer Form. The form requesbi specljic 
information, including I he use of the viruses and written unjirmationftom national authorities 
in supporlnflhe virus transfer :requesF'. 

m Third Wotld Network, Briefing Paper Sharing of Avian lnjlur:.n:::a ViNISI.'s, Mci 2007. 
Op.cit, .. 2. Lihal !'!!tJrfi\\'\\W,whn.intl~~ll.!iCI::wian lttl1t!c!tl31gu.!Q.!;J.i.rL~.;;Vformtenl >, diakses 
pada I& Mei 2009. 

• 
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Diketahui oleh pihak DEPKES Rl, pada tanggal 8 Agustus 2006 ternyata 

akses terhadap data sekuensi spesimen virus FJu Burung, yang disimpan oleh 

WHO CC tidak terbuka untuk semua ilmuwan di dunia. Data yang disimpan 

di WHO CC banya dikuasai oleh sejumlah kecil kelompok peneliti.34
• 

Dalam upaya untuk mernbebaskan dari ketertutupan infonnasi, pada 8 

Agustus 2006, Indonesia mengawali ketransparanan dangun mengirim data 

kepada Gene Bank; 149 tindakan ini membuat semua ilmuwan dapat 

mengakses data sekuensi virus Flu Burung. 

Sikap tegus Indonesia tersebut ditanggapi oleh WHO dengun 

mengirim delegasi yang dipimpin oleh David Heymann, A.sistarrt to Director 

General WHO yang bertanggung jawab terhadap Flu Burung. Heymann 

mempertanyakan "mengapa Indonesia tidak mau mengirim virus ke WHO?" 

Oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari dikatakan bahwa :350 

"Saya mau mengirim virus dan sudah saya Iakukan selama satu tahun. Tetapi 
saya sada.r bahwa anda tidak menghonnati bahwa virus yang saya kirim itu 
adalah milik kam~ milik negara Indonesia, milik bangsa Indonesia, milik 
rakyat lndonesja. Maka kalau anda bersedia mengak:ui bahwa virus tersebut 
milik kam~ yaitu dengan jalan menandatangani melalui Material Transfer 
Agreement (MI'A). Maka saya akan mengirim kembali virus~virus tersebut. 
Tentu saja bukan untuk dipedual-belikan sebagai vaksin. Tetapi unluk 
kepentingan public health saja, Yaitu risk assessment." 

Kemudian WHO, melaiui Heymann menawarkan konsensus atau 

kesepakatan antar negara berkembang akan diakomodasi. Kemudian 

Heymann mengusulkan diadak:an High Level Technical Meeting (HL TM}. 351 

Kemudian pada tangga126-28 Maret 2007di Jakarta diadakan HLTM 

dan High Level Meeting {HLM) on Responribk Practices For Sharing Avian 

Influenza Viruses and Resulting .Benefits. Dihadiri oleh 27 negara,. ) I dl 

antaranya negara yang terinfeksi virus Flu Burung pada manusla, seperti 

Azerbaijan, Kamboja, China, Mesir. Indonesia, lrak, Laos, Nigeria, Thailand, 

Turki and Vietnam) negara-negara berkembang anggot.a WHO South East 

H~ Suparl, Op.cit., 17~18. 
H? }bid., 18. 
_u(l Ibid., 39-40. 
m Sopari, Op.cit,, 4+45. 
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Asian Region (SilARO), perwakilan dari West Pocifw WHO, WHO CC dan 

negara produsen vaksin~ sepertl Australia. Belgia, Brunei Darussalam, 

Kanada. Perancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Myanmar, 

Filipina, Afrika Sclatan, Amerika Selatan and lnggris.:m Dengan hasi1 

Jakarta Declaration. yang t.erdiri atas 7 butir,3:n antara lain: 

1. 1'Kami, para menteri kesehata.n dari negara yang terinfeksi dan negara~ 
negara lain yang terkait, berkwnpul di Jakarta pada 28 Maret 2007 untuk 
menggali kerangka ketia yang diperlukan oleh negara berkembang dalam 
pembagian hasil secara terbuka, tepa! waktu, wajar dan penyebanm 
infonnas~ data dan spesimen biologi yang terkait dengan influenza, dan 
kbususnya pengembangan produksi dari vaksin influenza yang dapat 
diakses dan dicapai oleh semua negara dengan perintah untuk 
mempercepat daereh, wilayah dan global dalam persiapan dan respon dari 
ancaman pandemik Flu Burung; 

2, Kami, menggaris bawahi global risk assessment dan risk response 
terbadap anoaman pendemik influenza termasuk Flu Burung. yang 
memerlukan pengaturan bersama antar negara, rekan keija intemasional, 
termasuk organisasi-organisasi PBB, agen donorm industri manufaktur, 
dan organisasi sosial; 

3, Kami mengakui kebutuhan akan keterl>uksan, tepa! waktu dan pombagian 
yang wajar dan penyebaran informasi, data. dan spesimen biologi yang 
terkait dengan keuntungan mereka; 

4. Kami menyet:ujui the 'RecommendaJ.ions on Responsible Practices for 
Sharing Avian lnjluen:z.a Viruse.f and Resulting Benefits' yang 
sebelumnya diselenggarakan di Jakarla, Indonesia, pada 26-27 Maret 
2007, 

5. Kami~ mendesak kepada semua negara anggota "WHO untuk berkomitmen 
mendukung, memperkuat dan memperbaiki Global Influenza 
Surveillance Network ke arah yang lebih tr.lnsparan, pembagian yang 
wajar dari pembagian keuntungan dari informasi pembuatan vaksin, 
diagnose, obat-obatan dan teknologi Jainnya rnela1ui kerangka ketja yang 
telah dis:ebutkan di atas; 

6. Kami, mengundang semua negara anggota dari WHO untuk 
mendiskusikan permasalahan ini pada 60th World Health Assembly pada 
bulan Mei 2007 untuk membangun the WHO Best Practices for Sharing 
Influenza Viroses and SeqtJence Data, and the Global Pandemic 
Influenza Action Pkm untuk meningkatkan penyediaan vaksiJ\ di mana 
pada akhimya pasti menghasilkan keamanan yang kuat dalam kesehatan 
publik global 

7. Kami. para menteri kesehatan, meminta kepada WHO untuk mengadakan 
rapat, menerima proses kritis dan rnenghasilkan komitmen utama dari 
seJuruh pihak untuk menerapkan mekanisme yang lebih terbuka dalarn 

lU Jakarta Declaration Ql# Fair Viros Sharing Mechanism, 30 Maret 2007 
<http://\\".V\V.depkcs.go.jdlcnf30Q3j;,thtm >,dia.kses pada 27 November 2008. 

m Lihal Jah:uta DeclaraJian, 28 Marel2007. 
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informasi dan virus dan akses pada vaksin influenza Flu Burung dan 
penyakit lainnya yang memiliki potensi pandemik kepada negara-negara 
berkembang." 

Atas dasar Jakarta Declaration, kemudian isu respon dan pembagian 

manfaat atas spesimen virus Flu Burung dilanjutkan dengan Sidang World 

Health Assembly (WHA) di Jenewa 

Kemudian lntemal-Govemmenlal Meeting (IGM) meeting on 

Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access 

to Vaccine and Others Benefit, Jenewa 20-23 November 2007354
• Disebutkan 

bahwa: 

"komunitas intemasional menyadari kebutuhan atas cara operasional 
yang efektif, mekanisme intemasional yang transparan untuk fair and 
equitable dalam pembagian manfaat dari penggunaan virus-virus. Di 
mana tidak dapat dilaksanakan oleh sistem yang ada sekarang tennasuk 
GISN, ketika melihat pertimbangan berdasarkan kedaulatan negara dan 
hukum yang berlaku. Sehingga diperlukan pengembangan sistem baru 
untuk akses virus yang adil dan wajar dalam pembagian manfaat dari 
penggunaan virus, untuk menggantikan sistem yang sudah ada-'t355 

Kemudian hasil IGM tersebut berisi 6 poin356
, antara lain: 

Pertama, mengakui bahwa mekanisme dalam pembagian virus tidak. adil, 

tidak transparan dan tidak wajar. 

Kedua, akan membuat mekanisme baru yang adil, transparan dan wajar 

dalam pembagian virus. 

Ketiga, akan membentuk small working group untuk mewujudkan hal poin 

kedua. 

Keempat, adanya goodwill untuk transparansi dalam kasus pembagian virus. 

Kelima, dibentuknya suatu advisory board untuk mengawasi pain keempat. 

Keenum, segara mengirim virus dengan MT A. 

354 WHO Annex A/PIP/IGM/5, 19 November 2007. Fundamental Principles and 
Elements and for the Drn1elopment of A New System for Vims Access and Fair and Equitable 
Benefit Sharing Arising from the Use of the Virus for the Pandemic Influenza Preparedness. 
Proposed by Indonesia To be considered as a working document for the di.'!cu.~sion in the 
lntergovernmentaiMeeting on Pandemic lnjluema Preparedness (IGM-PIP), 20-23 November 
2007. 

m Ibid., 
u 6 Supari, Op.cil., 131. 
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Hasil PIP-IGM tersebut poin pertama-kelima disepakati dan pada poin 

keenam susperu/57
• 

Selanjutnya melalui Pandemic influenza Preparedness Inter~ 

Govermenial Meeting (PIP-IGM) di Jenewa, 8-13 Desember 2008, 

menghasHkan kemajuan signifikan. karena negara maju setuju pembagian 

manfaat dalam kerangka barn da1am kerangka mekanisme virus shoring Flu 

Burung, tennasuk berbagi risk assessmenJ dan risk response.358 Kerangk:a 

baru bemama WHO Network. 359 pada awalnya Indonesia mengusulkan 

dengan nama WHO ltifluenm Network.360 

Melalui &ecutive Boord (EB), 19-27 Januari 2009, mengenai 

lntergovermental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of 

Influenza Viruses and Access to Vaccine and Others Benefit. Merupakan 

lanjutan dari tindaka.n yang periu diambil daJrun mekanisme pembagian virus, 

antara lain pembentukan advisury group Terms of References (TOR), 

Panduan TOR Laboratorium untuk WHO Network untuk virus Flu Bunmg 

dan virus influenza lainnya yang mempunyai potensi pandemik.361 Kemudian 

dalarn sistem pembagian virus untuk mekanisme penelusuran pelaporan dan 

penelusuran, penggunaan Sramiarl Malerial Transfer .Agreement (SMTA). 

Serta Benefit Sharing System, termasuk risk assessment dan risk response. 362 

Pada WHA 62 18-27 Mei 2fl09, dilegas kembali melalui resolusi 

WHA 62, mengenai basil PIP-IGM dan EB yang telah disebutkan di atas. 

Sifat resolusi WHA adalah memberikan rekomendasi (tennasuk. 

pada non-binding rules), Kemudian sesuai dengan Pasal 62 Konstitusi 

J!R Jbid,130~133. 
:na Flu BUI'\lllg: Negara Maju Selujui "Benefit Shoring'"', Kampas. (16 Desember 2008): 

H9 WHO EB 124/4 Add.(, 19 Januari 2009. 
J!itl Hasil wawaucara dengan Dr. Widjaja Lukito, StafKhusus Menleri Bidang Kc.s.chatan 

Publik, pada tanggal211: November 2008. 
3

"
1 WHO EB 124/4 Add.l, 19 Januari 2009, Annex l, /roergcvernmental Meeting on 

Pandemic Influenza Prepored!u!s:; : Shoring of influenza Vintses and Access lo Vaccines and 
Olher Benefits. 

"" WHO EB 124/4 Add.J, 19 Januari 2009..Annex 2, Pandemk Influenza Preparednc$$ 
Framework for the Shnring of Itif/uenza Viruses and access to Vaccines and Other Benefits. 
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WHO"", bahwa laporan setiap iahun dari rekomendasi dapal dilingkatkan 

menjadi konvensi atau peljanjian dan peraturan yang bersifat mengikat 364 

Sesuai dengan sistem WHO setetah melalui pembahasan HTLM I 

HLM, PIP-JGM, EB, dan WHA. Kemudian WHA telah rnengeluarkan 

berbagai rekomendasi kebijakan terkait Pandemic Influenza Preparedness: 

Sharing of Influenza Viruses tmd Access to Vaccine and Others Benefit. 

Untuk menjadi sebuah peraturan yang mengikat berupa konvensi atau 

peljanjian (convention or treaty) dan peraluran yang mengikat (regulalions), 

barus me!alui suatu kerangka kelja. Bentuk kerangka kelja rersebut, 365 

sebagai berilrut : 

"The Director-General. in consultation with Member States and the 
Advisory Group, will report every two years beginning in 2010 on the 
operation of this Framework and all of its components for 
consideration by the World Health Assembly, through the Executive 
Board. The Director-General will submit through the Executive 
Board a full evaluation on thi& Framework and all qf its components 
for consideration by the World Health Assembly in 2014. {Under this 
review, Member Slates should give special ccm.sideralion to explore 
the possibility of a binding instrument regarding the sharing of PIP 
biological material and the sharing of benefits arising from their 
use.]" 

Jadi melalui mekanisme WHO, salah satunyaWHO Network sebagai 
suatu sistem untuk global respon terhadap pcnyakit berpotensi pandemik dan 
dalam menjalankan aktlvitasnya harus bersifat koperatl(sukarela, dan non­
profit dengan tujuan untuk menjaga kesehatan global publik-""' Sahlngga 
sehaiknya dalam hal pelaporan adanya penyakit menular (iJifectious) perlu 
dtgunakan konsep dan pradigma tmdlsional. Berdasarkan pada suatu konsep 
zero~sum. karena kesehatan harus dipandang sebagai kebutuhan untuk 
kebaikan orang banyak (as global public good), di mana memberikan nilai 

UJ Libat Art 62 WHO Constitution, "' Each Member :shall report anmmlly en tlw action 
tah:n wilh nuput to recommendations made to it by the Orgw~i;(Jiicn ami wilh respecl to 
comvmtions, agreeme:ms and regulations."' 

w. Uhat kcmbali halaman 34 tcsis. 
vos WliO EB 124/4 Add.l, 19 Januuri 2009,Annex 2. 
~ Bandingkan dengan GISN, WHA59, 22~27 Mei 2006, 4. 
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positif {positivc-sum).361 Sehiogga menimbulkan istiJah "one person's g()f)d 
health does not detract from Q!Wiher's''.Jf/1 

4.1.2 Melalui Mekauisme Hukum Kootrnk 

Kontrak adalah sebagai suatu peJjanjian antara dua orang atau Jeblh 

yang menciptakan kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 

hal yang khusus"". 

Dalam Black's Law DictionarY'"' disebutkan: 

"An agreemenl between two or more patries creating cbligation.s that 

are enf<rrCeable or otherwise recognitable at law < a binding ccntroct. " 

Melihat balasan kontral< di alas dapat dikatakan antara kontral< dan 

petjanjian mempunyai arti yang kurang lebih mirip, suatu perjanjian menurut 

Subekti adalab suatu peristiwa di mana seseorang betjanji kepada seorang Jain 

atau di mana dua orang itu sating berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, 

dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Kontrak adalah Jehih 

sempit dari perjanjian karena diwujudkan kepada perjanjian tertuli~71 • Jadi 

kontrak adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak 

dan kewajiban pant pihak yang membuat kontrak:. 

Hukum peljanjian bersifat terbuka, yang berarti memberikan kebebasan 

seluas~Juasnya dalam menyusun kontmk, asalkan tidak melanggar ketertiban 

umum dan kesusilaan. Sistem terbuka ini sesuai dengan kebebasan berkontrak 

(pacta sun! servanda) menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Huk:um 

Perdata372
, yang berlmnyi : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuamya." 

361 Yutaka Arai-Takahashi, Op.cit., 132. 
l~ Ibid., Lihat L Chen, T Evans, and R Casit, "Health as a Global Public Good", (Jfobal 

Public Goods-lnternatia!UJJ Ccurparnticn in the 2 1" Century, (UNDP and OlJP, New York, 
1999), 294. 

169 LG Rai Widjay<t. Merancmtg Suatu Kontrak, Ccntract Drafting leuri dan Praklik, 
(Jakarta: Megapoin, 2004), him. 12. 

:rm Bluclr. 'sLaw Dichmary glh e<t., Op.cit., 341. 
j

11 Subekti, Hukum PerjonjiM, Cel. 18., (Jakarta: lntemusa,2001). 1. 
mKitab undang-Undang Hukum Perdata rBurgerlij'k Wetlwek., diteljemahkan oleh R 

Subekti dan R Tjitrosudibio. Cet. 31. {Jakarla : Praduya Pararnita., 20(lJ}. Ps.1338. 
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WHO merekomendasikan penerapan bukum melalui mekanisme hukom 

kontrak yang berdasarkan UNIDROlT Principles of Internalional Commercial 

Contracts 2004.173 

Upaya unifikasi atau penyeragaman hukum perdagangan intemasional 

da.pat terwujud melalui 2 cara, yaitu ratifikasi dan penerapan konvensi 

intemasiona1 atau adopsi model Jaw$lu. Konvensi dan model laws untuk 

kontrak jual beli barang intemasionaL. melalui United Natiom Convemion on 

lntemationai Sale of Goods (CISG). Sumber hokum CISG adalah merupakan 

produk dari institusi seperti UNCITRAL (United Nations Commission on 

lntemalionai Trade Law) dan UNIDROIT Principles <>f Jmemationa/ 

Commercial Contracts."' Pengunifikasian diharapkan dapat menyediakan 

aturan yang dapat diterima secara internasional dalam bidang perdagangan. 

Sedangkan proses pembuatan mods/ laws dalrun tahap pembua1annya 

mernperthnbangkan kesesuaian antar kepentingan perdagangan intemasional 

dengan kepentingan nasionaJ, masing-masing negara. Model laws dapat 

diadopsi seluruhnya atau sebagian. oleh negara mana pun~ yang harus 

dinyatakan secara tegas. Seperti konvensi Intemasional, Model Law hanya 

mengikat suatu negara berdaulat setelab dan sepaujang secara tegas diadopsi 

oieh negara tersebut. Contch model laws : Uniform Laws on the lnJemationai 

Sale of Goods, the Uniform Laws on the Fonnalion of Contracts for the 

International Sale of Goods (CJSG), UNCll'RAL Model Law on International 

Commercial Arbitrolior/76
• 

UNIDROIT. dalam prinsi)rprinsip kontrak perdagangan intemasional, 

memiliki bcberapa prlnsip, antarn lain: 

1. Prinsip kebebasan berkontrak:m. ' 1/he parties are free to enter into 

comract and determine its content." Prinsip kebehasan berkontrak 

diwujudkan dalam 5 prinsip hukwn 378
: 

a. kebebasan menentukan isi kontrak; 

m WHO EB/124/4 Add.l, 19 Januari 2009", Annex 2. 
lN Taryana Socnandar, CcL 2, Priruip UN!DROJT .· &htlgo.i Sumher flukum Kf)lllrak dan 

Pettyclesaian Senglreta Bisnis lnterllllSimml, (Jaknrta: Sinar Grafika, 2006}, 25-26. 
m Ibid 8 
Hti Soe~'andar, Op.cil., hlm. 25. 
mUNlDROIT,Art.lJ. 
llh Socnnndar, Op.ci'l., hlm.37. 
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b, kebebasan menentukan bentuk kontrak; 

c. kontrak mengikat sebaga:i undang-undang; 

d. aturao memaksa (mandatory rules) sebagai pengecualian; 

e. sifat internasiooal dan tujuan-tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT 

yang harus diperbatikan dalam pena!Siran kontrak. 

2. Prlnsip illklld balk (good faith) dan trnnsaksi yang jujur lfair 

dealing). 

Prinsip utama daJam perdagangan intemasional adalah itikad haik 

dan trnnsaksi yang jujur yang melandasi kontrak dan praktik 

perdagangan intemasional. Larangan bemegosiasi dengan itika.d 

buruk'19, munurut prinsip UNIDROIT tanggung jawab hukum 

sudah ada sejak: negosiasi dilaksanakan berdasarkan kebebasan 

bernegosiasi1 tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad burul4 

tanggungjawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad buruk. Hal 

ini merupakan hal mendasar untuk menciptakan persaingan sehat 

3. Prinsip menjaga kerahasiaan infurmasi yang diperoleh pada saat 

negosias{380
• 

4. Perlindungan pihak 1emah dalam syarat baku331
• 

Departemen Kesehatan RI mendapat tawaran vaksin dengan strain 

Vietnwn dari perusahaan pembuat va.ksin Baxter International Inc., dari 

Chicago (Amerika Serikat), Dari tampilan klinis kasus di Vietnam dan 

Indonesia berbeda, tipe virusnya juga berbeda. Virus flu burung Indonesia 

tennasuk Clade 2 dan virus Vietnam termasuk Clade 1. Menteri Kesehatan 

Siti Fadilah Supari, berhipotesis bahwa virus dengan strain Indonesia lebih 

virulen (ganas) danjika dibuat vaksin akan lebih cross protective. Jadi vaksin 

dengan sh'ain Indonesia akan dapat digunakan lebih luas dibandingkan dengan 

vaksin dengan strain lainnya, Kemudian terbuktl dari penelitian dari Baxter 

m UNIDROIT, Art. 2.Ll5. 

"' UNIDROIT, Art. 2.1.16. 
"'

1 UNIDROIT, Art. 2.1.19-2.1.22. Penglnterpretaslan Art. 4.1-4.&. 
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dan juga WHO CC menyatakan bahwa virus dengan strain Indonesia 

mempunyai virulensijauh lebili kuaf82
• 

Dengan virus strain lndonesia mcmpunyai cross protective yang bagu~ 

maka negosiasi dengan Baxter menjadi lancar. Mengenai bagaimana kita 

memproduksi dengan harga mutah, aJih teknologi; dengan terJebih dabuJu 

downstream technology. yaitu produ.ksi vaksin. 383 

Jadi dengan melalui sistem kontrak dimungkinkan untuk menberikan 

pedindungan terbadap spesimen virus Flu Burung strain Indonesia. Serta 

berdasarkan rekomendasi WHO melalui sistem kontrak UNIDROIT 2004, 

diharapkan dapat memberikan pedoman kontrak sehingga dapal tereipta suatu 

bentuk hukum yang seragam. 

4.1.3 Melalui Sisrem Peraruran Nasional 

Dengan memberi kebebasan dalam menafsirkan dalam bentuk 

perlindungan hukurnnya, membuat CBD 1emah. Sehingga menyebabkan di 

antara negara~negara berkembang tidak ada keseragaman tenta:ng upaya 

perlindungan yang dimaksud, lennasuk perlindungan bagi sumber daya 

genetika. 

Da1am hukum nasional sendiri, meJalui undang-undang pedu 

diciptak.an dan disempumakan) agar terbentuk kernngka yang Jebih menjamin 

fair and equitable. OJeb karena kewenangan menentukan akses terbadap 

surnber daya genetika ada pada Pernerintah. Diharapkan dengan kerangk:a 

tersebut dapat menjadi suatu sistem yang memberikan perlindungan atas 

sumber daya hayati yang memiliki nilai ekonomi (bioprospecting). 

Peraturan HKf temtama paten kurang sesuai melindungi sumbcr daya 

genetika berhentuk spesimen virus, terutama spesimen virus yang berpotensi 

pandemik (dalarn hal ini spesimen virus Flu Burung). Perlu diingat spesimen 

virus Flu Burung memiiiki potensi pandemis sehingga perlu dihubungkan 

dengan (I) kesehatan publik global, (2)bio·etis, (3) hukum dan tidak dapat 

3111 Suparl, Op.cir, 24-25, 
liD ibid .• 2g..29. 
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dilepask:an dari (4) unsur politis.JM Perlama, kesehatan publik global, perlu 

dipikirkan mengenai perlindungan kesehatan publik, karena untuk 

memperhitungkan risiko terjadinya pandemik. Diperhitungkan dengan risk 

respond. Melalui sfstem WHO/GISN yang tertutup, menyebabkan 

ketidakpastian risk respond, karena tidak diinfonnasikan secara luas tindakan 

apa saja yang perlu diambil. Negara yang terinfuksi berkewajiban sebatas 

rnemberi laporan teljadi penyakit yang berpotensi pandemis dan memberi 

spesimen virus kepada WHO CC. Kemudian rnenunggu konfirmasi 

selanjutnya. Proses pada WHO CC dalam hal ini WHO CC Hongkong, 

memerlukan lebih dari dua bari kelja dan kadang-kadang lima sampai tujub 

hari baru diterima Depkes RJ.'" Sedangkan untuk pasien suspect Flu Burung 

dapat tertolong jlka mendapat penanganan sebelum bari ketiga, maka 

diperlukan penanganan yang cepat?U Risk respond juga diperlukan untuk 

mengatur stoctpiling obat tamiflu dan vaksin, mendahulukan negara~negara 

yang memiliki infeksi Flu Burung. bukan berdasatkan commercial booking, 

seperti sistem Advance Purchase Agreement (Eropa) dan Advance Purchase 

Marketing (Amerika Serikat).337 Kedua., Bio-etis, walaupun spesimen virus 

Flu Burung memiliki ni1ai ekonomis yang dapat diperoleh me1aJui proses 

pembuatan vaksin, tetap barus melihat etis apa tidak. Terdapat pedoman untuk 

etika penelitian yang dikembangkan oleh organisasi intemasional~ yang 

penerapannya secara multi.nasiona.l dan nasional, yaitu Declaration of 

Helsinki, yang dibentuk oleh World Medical Association dan pedoman etika 

internasional yang diterbitkan oleb the Council for International 

Organization of Medical Sciences (CIOMS). 

Ketiga, hukum, melaJui hukum dibentuk suatu sistem perlindungan 

untuk kcpentingan Indonesia. Keempal~ unsur politis, karena terdapat berbagai 

kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, maka pasti 

dipengaruhi ofeh tekanan-tekanan politis. 

314 Hasil wawa.nca.nt dengan Dr. Widjaja Lukito. Staf.Khusus Mentcri Bidang Kesehatan 
Publik, pada tangga! 28 November 2008. 

"'s ·o · 6 upan, p.clf., • 
JB

6 Jhid.,7 
187 

Hasll wawancam dengw~ Dr. Widjaja Lukito, StafKhu.sus Mentcrl Bidang. Keschatan 
Publik, pada langgel28 November 2008. 
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Pembentukan hukum nasional untuk perlindungan kepemilikan 

spesimen Flu Burung strain Indonesia, dapa.t mengacu pada CBD, kemudian 

tetap memperhatikan bi<retis. Dapat menciptakan undang-undang 

per)indungan somber daya genetika. di mana di dalamnya diatur juga 

mengenai sumber daya genetika berbentuk spesimen virus yang berpotensi 

pandemis, sehingga diberikan pengecualian~pengecualian dan disesuaikan 

dengan rekomendasi WHO. 

Terdapat perdebatan antara individu dan kesehatan publilc dalam etik:a 

penelitian pada manusia. Kemudian melalui Declaration of Helsinki,388 

disediak:an penduan bagi pelaku kesehatan dalam penelitian klinis dan 

berfokus pada tanggung jawab peneJiti untuk melindungi subjek peneHtian. 

Pedoman CIOMS 1991319 bertujuan untuk memberik:au panduan kepada 

investigator kesehatan. pembuat kebijakan bidang kesehatan, anggota komite 

etika dan pihak-pihak Jain yang: membuat persetujuan mengenai isu etik:a yang 

muncul darl studi epldemologL Studi epidemoJogi dipengaruhi oleh kebiasaan 

gaya hidup. seperti pada kebersihan personal. kebiasaan merok:ok dan 

kebiasaaan o)ah raga. Pada pedoman CIOMS 2002311o- mengenai penelitian bio­

medis yang menyertakan subjek manusia. 

Da!am penelitian yang melibatkan subjek manusia harus berdasarkan 

tiga hal prinsip dasar etika391~ yaitu (1) menghormati manusia (respect for 

person), (2) melakuk:au untuk tujuan yang bailc (beneficence) dan (3) keadilan 

(justice). Pertama. menghonnati manusia, terdapat dua dasa.r utama etika:. 

yaitu: 

(a). menghonnati otonomi, di mana seseorang yang dapat 

mempertimbangkan ba.ik-baik mengenai piJihan pribadinya, hal 

ini harus dihormati sebagai kapasitas kernandirian. 

m Ded(ll'{l(ion of Helsinki, "Recommendations Guiding Doctors in Clinical Hesc.arcb", 
AOOplcd by the 18th World Medical Assembly, Helsinki, Finland, Junil964. 

m ClOMS 1991 fnternatianal Guideline:sfor Ethical Review f#Epidemiofogical studies. 
390 ClOMS 2002 lnternaticna/ Elhical Guidelines for Biomedical Research hwolving 

Human Subject$, CIOMS in co!laborntion with the WHO. 2002 
mCIOMS 2002, OOgian General Elhka/ Principks. 
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(b). melindungi orang dari ketidakmampuan atau kurangnya otonomi, 

di mana memerlukan seseorang yang menanggung terhadap 

bahaya atau kekerasan. 

Kedua, tujuan baik. mengacu pada etika adalah kewajiban untuk 

memperbesar manfaat (benefit) dan memperkecil kerugian. Prlnsip ini 

memberlk:an norma yang mewajibkan risiko penelitian dibandingkan dengan 

keuntungan yang diharapkan. 

Ketiga. keadilan be- kewajiban etika untu memperlakukan 

orang secara moral benar dan tepa!, untuk memberikan apa yang seharusnya. 

Dalam penelitian yang meJibatkan manusia sebagai subjek, etika mengacu 

pada distrihuitve jusJice1 yang mensyaratkan memerlukan kesetaraan distribusi 

baik beban dan keuntungan yang dapat dinilai bandasarkan moral yang tetbit, 

yang membedakan antar tingkat kebutuhan masing-masing orang. 

Terdapat kontroversi etika dalam penelitia.n medis intema .. ional, yang 

biasanya didukung oleh negara maju atau industri farmasi dengan tempat 

pelaksanaan di negara berkembang. Kemungkinan negara berkembang 

diekspoitasi karena terdapat standar ganda (double standard} dari penerapan 

subjek penelitian medis dibandingkan dengan kawasan Utara Amerika dan 

Eropa.3!'
2 PadahaJ berbagai informasi mengenai virus, genetika dan antigen 

influenza harus disebarluaskan unrok kepentingan risk assessment dan vaccine 

developmeni, sebagai riset para pakar.l!t3 

4.2 Mekanisme Benefit Sharing 

Dengan adanya penggunaan spesimen virus Flu Burung sebagai bahan 

dasar pembuatan vak:sin, maka berdasarkan compensatory justice perlu ada benefit 

sharing. Pengertian Compensatory justice diartikan sebagai berikut : 

"the notion of compensatory justice goes beyond that fairness in distribution 
in an altempt to rernendy or redne:rs pCI$ wrong. An example from history of 
human subjects research is that of monetary payments made to survivors, to 
compensale them for the harm or wrong done by the study_" 194 

m Ruth Macklin. Double SJandards in Mf!dical ~earclt in Devel¢ping Countries, 
(Cambrid~e; Cambridge UP. 2004), L 

1 1 WHO!WH.A60. Resolutions A6MNF.DOCJL 22 Maret 2007. 2-3, 
l'J-4 Ruth Macklin, Double Standards in Me died Research in Developing Counlrlu,81, 
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Dari pengertian compensaJory juslice tersebut dapat diperluas dalam akses 

dan benefit sharing atas kepemilikan surnber daya genetika berupa spesimen virus 

Flu Burung. untuk memperoleh manfaat-manfaat dari penggunaan akses dan 

spesimen. Sehingga dapat diperoleb benefit sharing dalam bentuk alih tek.nologi 

dan persediaan vak:sin dengan harga yang teljangkau. 

Pada Conference of the Parties (COP) ke-3 di Curitiba, Brnzil20-31 Maret 

2006, membahas mengenai bagaimana mengembangkan isu O£Cess and benefit 

sharing (ABS).'" Keputusan akhir COP-8 memual tiga isu penting, antara lain: 

Perlama, memberi batas waktu untuk menyelesaikan kerja kelompok ABS 

sebelum COP-10. Kedua dan Jwtiga adalah pengelompokan komponen yang 

terkait produk turunan (derivatives) dari sumber daya genetika dalam lingkup 

rezim ABS intema.sionat396 

Negara-negara berkembang bersikeras produk turunan {seperti ekstrak 

sumber daya genetika atau komposisi kimia produk tunman dari sumber daya 

tersebut). harus termasuk pada komponen yang sering dipakai dan menjadi dasar 

dari produk dengan bahan dasar sumber daya genetika {suatu yang umum). Hal 

ini bertentangan dengan pendapat negara-negara maju.3n 

Penggunaan sumber daya genetika, bcrupa spesimen virus Flu Burung, 

dicatat dalam COP Vlll/32 Potential impact of avian influenza on biodiversity, 

antara lain : Pertoma, dicatat sebagai taporan rapat tl¥ potential Impact of avian 

influenza on wildlife, pada 19 Maret 2006, di Curitiba. 

(UNEP/CBD/COP/8/INF/47). Kedua, melalui biro, meminta pada &ecutive 

Secretary memproses konsultasi sejenis dan jika muncul isu-isu yang dapat 

mengakibatka.n penerapan dari konvensi (CBD). 398 

m Lim U Lin, "CBD Sets 2010 deadline to set vp global ABS Regime", SUNS #6002, 6 
April 2006, Thtid Worit! Netwvrk. 

196 Ibid, 
391 ibid., 
m COP VHl132 Potential impact of avian injlue.n:za on biodivertlily. 

L 
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4.2.1 Material Tramfer Agreement (MTA) 

Material Transfer Agreement (MTA) merupakan sesuatu yang multi 

interprestasi, dapat berupa hukum nasional.399 Sesuai dengan Pasal 17 Ayat 

(5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknofogi.400 

ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian pihak asing diatur dengan 

Peraturan Pemerintalt Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing. Badan Usaha Asing Dan 

Orang Asing."' Kemudian di bidang kesehatan berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 732/Menkes/SKIYllf.lOOS tentang Pedoman 

Pengiriman Spesimen Untuk Keperluan Dan Pengembangan Kesehatan. 

Pada latar belakang Keputusan Menteri Kesehatan tersebut disebutkan 

bahwa: 

"dewasa ini berbagai penyakit lama dan penyakit beru muncul kembeli 
(Re-emerging and new emerging diseases) yang menarik banyak pihak 
terutama peneliti-peneliti dari luJU' negeri, untuk menawarkan kerja 
sama dengan institusi penelitian di Indonesia.. Dengan berkembangnya 
berbagai rnetode periksaan spesimen , banyak spesimen yang tidak 
dapat diperiksa di dalam negeri sehingga spesimen barus dikirim ke 
luar negeri. Terkait dengan kegiatan pengiriman spesimen tersebut 
( darah/serumlsputum/cairanZjaringan tubuh, he wan, tumbuh-tumbuhan, 
dan lain-lain) perlu dibuat dokumen Material Transfer Agreement 
(MTA) untuk menghindari penyalahgunaan spesimen tersebut yang 
tidak sesuai dengan tujuan pengirirnannya semula. Diha.rapkan dengan 
adanya pedoman pengiriman spesimen tersebut di atas, peneliti 
memahami pentingnya MTA sebelum mengi.rim spesimen ke institusi 
Iain, baik di daJam maupun di luar negeri, daJam rangka 
terlaksanannya lransfor of knowledge daJam kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan kesehatan ditakukan iebih terarah dan terkoordinjr, 
sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam penguasaan iptek 

l\?9 Hasil wawancara dengan Dr. Widjaja Lukito, StafKhusus Mcnteri Bidang Kesebatan 
Publik, pada langgal28 November 2008. 

400 Indonesia, Undang-Und:mg No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistcm Nasional Penclitian,. 
Pengembangan, Dan Penernpan Ilmu Pengctah11an Dan Teknologi [LN. 2002·84, TLN. No. 4219). 
Pasal 17 Ayat (4},''Perguruan tingg.i asing, lcmbaga lilbang asing, badan usaha asing, dan orang 
asi11g yang tidak berdomlsiti di Indonesia yang akan mdakukan kegialan penelitian dan 
pengembangan di Indonesia hnrus me!ldapalkan izin tertui!s dati instansi pemerintah ytmg 
berwenomg. Pasal I7 Aynl (5) Ketentunn sebagaimuna dimaksud d:llwn ayat (4) diatur lcbih lanjut 
dalam Pcruturan Pemerinmb." 

¥JI Pada Pasal5w7 PPNomor 41 Tahun 2006, berisi mengcnai tala ara perljl!wn, 
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kesehatan secara menyeluruh. guna mewujudkan peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat." 

Jadi diharapkan dengan adanya pengaturnn MTA, paling lidak melindungi 

spesimen secara prior informed consent dan mencegah penyalahgunaan spesimen 

virus tersebut. 

4.2.2 Akses Terbadap Vaksin Virus Flu Burung 

Akses terhadap vaksin virus Flu Burung yang sebelumnya tidak 

teljangkau oleh negara-negara berkembang, sekarang dengan adanya akses 

dan benefit sharing dalam bentuk peningkatan produksi vllksin dan transfer 

teknologi. Hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuban vak:sin pandemik 

influenza dunia untuk 6.700 juta orang dalam 6-9 bulan setelah le(jadi 

pandemik. 90 % produksi vak..'~in dilakukan di Eropa dan Arnerika Utara. 

Dengan kebutuhan vaksin daJam jumlah besa.r dan dengan kapasitas produksi 

vaksin, maka pembelian melalui kontrak pembelian. 402 Transfer teknologi 

dipercaya merupakan jalan paling efektif untuknegara-negara berltembang 

untuk mendapat akses teknologl pembuatan vaksin influenza.4m 

Selaln itu WHO juga memberikan transfer teknologi. Pada tahun 2006 

WHO mengundang negara berkembang untuk menyerahkan proposal untuk 

rnembuat produksi domestik vak:sin influenza.404 Berdasarkan teknologi 

subunit, split or whole virus, live attenuated influenza vaccines, and cell~ 

culture or egg~based production. Enam negara berkembang yang membuka 

pabrik menerima 2.0-2. 7 US $ per pendirian fasilitas proyek. Semua proyek 

ini dimuJai pada tahun 2007.400 

Tabel WHO technology transfer gr~Ants.u6 

"~ 

CountryJinstitute 

e·~ 
Main achievements at end 
zoos 

Brazil ed inactivated split New pandemic vaccine 
lnstituto Butantan hole-viril::m H~l pilot plant established, with 

402 WHO NPIP/lGM/13, 30 April 2009. PIP·TGM Sharing of lnjluenza Vim:;es and 
Access tv Vaccine and Others BemJjll, 

4113 Ibid., 
4

!)ol Ibid 
105 Ibid:: 
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with adjuvant I 0 experimental lots 
having been produced: 
seven H3N2 and three 
recombinant H:SNl 
vaccines. 

India Cell~based inactivated split HlNl and H3N2strains 
Serum Institute of virus and egg-based live successfully grown ln 
India attenuated influenza laboratory conditions. 

vaccine. depending on Quality control system in 
access to live attenuated place. 
strain. 

Indonesia Fill and finish operations Facility established. three 
BioFanna for eggbased split seasonal clinical-grade lots produced 

va«:ine. and a clinical trial 
Cllnl!)leted. 

Mexico Blending, fitting. packaging Product-specific equipment 
Binnex of egg-based inactivated for quality 

split seasonal vaccine. control laboratory 
purehased. 
Constr'Uction and 
engineering plans for 
blending facility under 
validation. 

Thailand Egg-based split .inactivated ·successfid laboratory-scale 
Government va.ecine and live attenuated production of 
Pharmaceutical influenza vaccine, trivalent seasonal vaccine 
Organizatlon depending on access to Hve with quality 

attenuated strain. «mtro1 confmnation. 
Teclmology ready 
to test in pilot~plant 
conditions. 

VietNam Egg-derived whole~virion. Facility under construction, 
!VAC alum qwadjuvanted Three recombinant H5N1 

vaccine. experimental lots sent 
to NIBSC for oonfinnatory 
testing for antigen content. 

- - -

WHO akan mernberi ijin sub-licence untuk pembuatan vaksin di 

negara-negara berkembang, sesuai dengan kerangka kerja "WHO's Global 

Pandemic Influenza Action Plan to Increase Vaccine Supply." Produksi vaksin 

dengan sub- license akan memperoleb persediaan vaksin untuk bidang publik 

dari negara-negara berkembang dengan royalty-free.401 

Terkait HKl. WHO merumuskan beberapa kemungkinan redaksional, 

antara ialn : setiap institusi~ organisasi dan lembaga yang mcmpersiapkan atau 

~01 WHO AIPIPIIGM/13, 30 April2009, Annex 4, PIP-IGM Sharing of Itifluema Yirusvs 
and Access to Vaccine ami Others Benefit. 
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menerirna material biologi Pandemic Influenza Preparedness (PIP). dilarang 

untuk menuntut HKl atas data sekuensi viral gene lansung da:ri material 

tersebut. I lnstitusi, organisasi dan lembaga yang mempersiapkan atau 

rnenerima material biologi PIP dilarang menuntut HKI atas material tersebut 

alau mengklaim HKl atas material tersebut dalam bentuk apapan, I Sepanjang 

waktu memberi lisensi royalty-free untuk negara~negara betkembang untuk 

menggunllkan produk dan proses dan pengembangan material biologi PIP,"" 

Simpulan 

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberi 

jaminan kesebatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu Pemerintah Indonesia 

sebagai anggota WHO ntemiliki kewajiban untuk mernberi laporan dan spesimen 

virus Flu Burung untuk risk assessment dan kepentingan peneiitian para pakar, 

mengingat virus Flu Burung mempunyai potensi pandemik. Sehingga perlu 

dihubungkan dengan (I) kesehatan publik global, (2)bio-etis, (3) hukum dan (4) 

unsur politis. 

Teijadi misappropriation dari pihak asing terutama negara-negara maju 

terhadap kepemilikan spesimen virus Flu Burung, yang lebih dari sekedar 

merugikan negara-negara yang teriafeksi (negana-negana berkembang), Tetapi 

tidak ada risk respond untuk melindungi kepentingan kesehatan global publik. 

Misappropriation ini teljadi karena perbedaan nilai dan budaya hukum antara 

negara berkembang dan negara maju. Negara maju bersifat individuat dan negara 

berkembang bersifat komunal, Perbedaan ini rnendorong tindakan yang berbeda 

pula dalam pernanfaatan spesimen virus Flu Burung, negara-negara maju meliha.t 

potensi ekonomi yang besar rnelalui obat dan vak.sin. Sedangkan negara-negara 

berkembang me!ihat kepenlingan kesehatan publik global, 

Upaya perlindungan atas kepemilikian s.pesimen virus Flu Burung 

dilaks:anakan melalui mekanisme WHO. mekanisme hukum kontrak dan sistern 

peraturan nasional. 

Untuk akses terhadap va.ksin djupayakan melalui alih leknologi dan 

pembagian manfaat (benefil sharing) dituangkan melalui Material Transfer 

4011 WHO EB 12414 Add.l, 19 Januari 2009, Annex 2. 

!-
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Agreement (MTA) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

732/Menkes/SKIVII/2008 tentang Pedoman Pengiriman Spesimen Untuk 

Keperluan Dan Pengembangan Kesehatan. 

Jadi dengan melalui sistem kontrak dimungkinkan untuk menberikan 

perlindungan terhadap spesimen virus Flu Burung strain Indonesia. Serta melalui 

sistem kontrak UNIDROIT 2004 diharapkan dapat memberikan pedoman kontrak 

sehingga dapat tercipta suatu bentuk hokum yang seragam. 
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PENUTUP 

Pemanfaatan sumber daya genetika terutama spesimen vJrus, dalam hal ini 

virus Flu Burung, dipengaruhi oleh berbagai kepentingan antara negara maju dan 

nega:ra berkembang. Negara maju berkepentingan untuk mencegah pademik Flu 

Burung. dengan cara memproduksi vaksin dengan baban da.sar spesimen virus Flu 

Burung yang berasal dari darah yang terinfeksi. Dengan modal dan tekno!ogi 

perusahaan bioteknologi dan industri farmasi melakukan R&D. Sedangkan 

negara-negara berkerobang tempat terinfeksi virus Flu Burung memerlukan vaksin 

untuk mencegah perluasan dan mengobati masyarakatnya. Mengingat virus Flu 

Burung menginfeksi kawasan negara-nega.ra berkembang dengan tingkat 

penularan pada unggas ke manusia. Sedangk:an di negara maju belum ada kasus 

Flu Burung pada manusia. 

Ketakuta.n negara maju akan pandemik membuat negara maju bersikap 

menguasai sumber daya genetika berupa spesimen virus Flu Burung dari berbagai 

ternpat Dengan cara mengambii koJeksl dari data sekuensi sample spesiroen virus 

yang dikirim oleh negara berkembang kepada WHO CC don kbusus Amerika 

Serikat juga mengurnpulkan melalui Jaboratorium Department of Defense's global 

network of Naval Medical Research Units (NAJ\.1RU). 

Seharusnya data sekuensJ dari sample spesimen virus Flu Bunmg terbuka 

bagi seluruh peneliti dari negara anggota WHO, tetapi terdapat upaya yang 

menghalang-halangi akses tersebut oleh negara-negara maju, 

Kemudian perusahaan farmasi negara maju memproduksi vaksin virus Flu 

Burung dengan data sekuensi dari spesimen virus negara berkembang dan vaksin 

tersebut dilindungi oleh rezim paten. Selanjutnya perusahaan-perusahaan farmasi 

tersebut menawarkan penjualan vaksin tersebut kepada negara-negara 

berkembang1 di mana banyak terjadi infeksi Flu Burung, Negara-negara 

berkembang tidak marnpu untuk membeli vaksin tersebut, mengingat jumlah 

korban yang terinfeksi cukup tinggi, dan harga yang ditawarkan mahal. Oleh 

· s~bab itu diperiukan perlindungnn hokum atas sumber daya genetika, dalam hal 

ini berupa spesirnen virus Flu Burung. 
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Negara maju menilai spesimen virus FJu Bunmg sebagai public domain 

sehingga siapa saja (individu) be-bas untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan 

untulc keuntungan diti sendiri. Dalam hal ini negara maju menganut nilai-nilai 

individualisme dan kapita1isme, yang mewujud dalam gagasan melindungi hak­

hak milik individual, khususnya pada bidang HKI. Sehingga negara maju 

mementingkan keuntungan ekonomis dari vaksin tersebut tanpa memikirkan 

pembagian manfaat atas akses dan sampel :spesimen virus FJu Burung untuk 

kepentingan risk assesmuml dan kesebatan publik global. Di mana bettlasarkan 

hak asasi manusia, semua orang berhak atas akses kesehatan yang layak. 

Sedangkan negara berkembang mtnganut nilai kebersamaan dan komunalisme 

yang mendabulukan kepentingan bersama, yaitu kesehatan publik global. Dengan 

kesukarelaan memberikan sample spesimen virus Flu Burung dan rnelaporkan 

kejadia.n yang dianggap mempunyai potensi pandemik kepada WHO, yang 

padahal pelaporan tersebut miliki kemungkinan dampak burok tcrbadap 

perdagangan, sosial, dan pariwisata negara berkembang tersebut. 

Ketimpangan da1am nilai-nilai yang dianut oleh negara maju dan negara 

berkembang. menyebabkan ketidakadilan. Ketidakadilan ditimbu!kan oleh sikap 

misappropriation dari negara-negara maju, yang meiahirkan kesadaran negara­

negara berkembang untuk menuntut perlindungan sumber daya genetika 

(spesimen virus Flu Bunmg) mereka. 

Negara rnaju berpendapat negara berkembang, k:hususnya Indonesia 

.. bcnnain dengan bahaya" karena Indonesia menuntut: transparansi, keadilan dan 

kesetaraan dalam pembagian manfuat (benefit sharing) atas spesimen virus Flu 

Burung strain Indonesia. Padahal negara maju sendiri membatasi dan 

menghaiangi akses data sekuensi spesimen virus Flu Burung, yang seharusnya 

dapat diakses oleh sernua negara-negara anggota WHO. 

Dari hal ini terlihat bahwa negara maju bersikap standar ganda (double 

standard}, karena di daJam penegakan HK.I negara maju menginginkan 

perlindungan tersehut diterapkan o!eh negara-negara berkembang. Negara maju 

memberlakukan perlindungan HKI melalui sistem intemasional, yaitu 

WTO!fRfPs. Sedangkan pada kepentingan negara berkembang untuk melindungi 

sumber daya genetika daiam bentuk spesimen virus Flu Burung. negara maju 
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menganggap sebagai suatu penyakit yang tidak ada gunanya tanpa proses R&D 

industri bioteknologi dan fannasi mereka. Tetapi tanpa sample spesimen virus Flu 

Burung, pera1atan, mesin dan metode sekuensi mereka hanyalah alat. yang pada 

akhirnya tidak dapat menghasilka.n suatu vaksin. 

Terlibat jelas bahwa negara maju tidak mgm rnengakui kepemilikan 

spesimen virus Flu Burung negara-negara berkembang sebagai sumber daya 

genetika disebabkan oleb kekhawatiran akan kehilangan akses yang memberikan 

keuntungan ekonomis bagi industri bioteknologi dan farmasi mereka 

Perlindungan sumber daya genetik:a tidak dapat dilindungi melalui rezim 

paten, karena pada rezim paten terdapat syarat-syarat substantif (kebaruan, 

langkah inventif dan dapat direrapkan dalam industri) yang berbeda dengan unsur 

sumber daya genetika dalam bentuk spesimen virus Flu Bunmg. Sehingga 

spesimen virus Flu Burung tidak dapat dilindungi dengan rezim HKI. 

Perlindungan spesimen viru~ Flu Burung sebagai sumber daya genetika 

diakui dalam CBD berdasarkan kedaulatan negara dan perlindungannya atas 

hulrum nasional. Walaupun belum ada pernturan yang spesifik: mengatur khusus 

perlindungan sumber daya genetika berbentuk spesimen virus (yang berpotensi 

pandcmik:). Tetapi Indonesia mengupayakan perlindungan kegiatan penelitian 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi, dan 

ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian pihak asing diatur dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan 

Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi. Asing, Lembaga PeneJitian 

dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing Dan Orang Asing. Kemudjan di 

bidang kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

7321Menkes/SKIVJII2008 tentang Pcdoman Pengiriman Spesimen Untnk 

Keperluan Dan Pengembangan Kesehatan. 

Diharapkan dengan adanya perlindungan melalui hukurn nasional lebih 

dapat digunakan dalam melindungi sumber daya genetika, dalam hal ini s.peslmen 

virus Flu Burung strain Indonesia. Walaupun Indonesia sebagai anggota WHO 

dan terikat dengan kewajiban menjaga kesehatan pubHk global. sebaiknya tetap 
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sesuai dengan perjuangan Indonesia melalui Depkes RI menuntut sistem yang 

adil~ terbuka dan setara demi kepentingan kesehatan publik global itu sendiri. 

Perubahan sistem \VHO dalam sistem pengawasan influenza Global 

Itifluenza Surveilance Network (GISN) yang tidal< adil dan tertutup, dengan 

perjuangan Indonesia dan negara-negara herkembang lainnya telah menghasiJkan 

sistem WHO network, yang lebih adil, terbuka dan setam. Serta 

mempertimbongkan bentuk Material Transfer Agreemem (MTA) dan alih 

teknologi dalam pembontan vaksin oleb negara berl<embeng. Tetapi mengingat 

sampai saat ini barn padn tahap relromendnsi dnrl WHO yang belum berbentuk 

pemtumn mengikn~ maka diperlakan pemturan nasional untuk melindungi 

kepentingan internal negarn masing-masing. 

Selain itu dimungkinknn mendapatkan pembagian manfuat afllS akses dan 

spesimen virus Flu Burung, berbentuk vaksin. mela1ui sistem kon~ dalam ha1 

ini MOU Indonesia dan Baxter. karena virus Flu Burung Indonesia memHiki cross 

protective yang balk. sehingga dapat dijadikan bargain position. Sedangkan WHO 

menganjurkan jika melalui sistem kontrak menggunakan UNIDROIT 2004 

sebagai dasar. 
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